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SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku Anotasi Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 
Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan, Peraturan 
Pelaksana dan Putusan Mahkamah Konstitusi” ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung 
(supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 
413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan 
tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 
Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan 
DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi 
pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan 
pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan 
Pelaksanan Undang-Undang telah menyusun anotasi perubahan pasal/ayat dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang telah mengalami perubahan maupun penambahan norma berikut dengan 
informasi terkait pelaksanaan amanat pembentukan peraturan pelaksananya oleh 
Pemerintah serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan 
beberapa pasal dalam undang-undang ini. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, 
khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami 
sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 
Jakarta,    Maret 2023 

Kepala Badan Keahlian, 

 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 

NIP. 19650710 199003 1 007 
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KATA PENGANTAR 
 

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 

20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga 

untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar 

negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah 

melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan 

Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI 

dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan 

menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat 

dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-

peraturan pelaksana yang diamanatkan.  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (selanjutnya disebut UU MD3): Kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan 

Pelaksana, dan, yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan legislatif di 

Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa 

pasal/ayat dalam UU MD3 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. 

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU MD3 beserta undang-undang 

perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-

undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-

undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang 

dibatalkan. 

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 

pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, 

serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya. 

 

 

Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

 

      

 

  

Dra. Tanti Sumartini, M.Si. 

NIP.196310011988032001  
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA  
 

 
UU No. 17 Tahun 2014 

 
No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

1.  Pasal 66 ayat (2) Keputusan Presiden No. 8 Tahun 
2020 tentang Peresmian PAW 
Anggota DPR RI dan MPR RI 

 

2.  Pasal 71 huruf c   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
79/PUU-XII/2014 

3.  Pasal 97 ayat (2)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 

4.  Pasal 104 ayat (2)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 

5.  Pasal 109 ayat (2)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 

6.  Pasal 115 ayat (2)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 

7.  Pasal 121 ayat (2)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 

8.  Pasal 152 ayat (2)  Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 

9.  Pasal 158 ayat (2)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
82/PUU-XII/2014 

10.  Pasal 166 ayat (2)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
79/PUU-XII/2014 

11.  Pasal 224 ayat (5)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
76/PUU-XII/2014 

12.  Pasal 245 ayat (1)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
76/PUU-XII/2014 

13.  Pasal 250 ayat (1)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
79/PUU-XII/2014 

14.  Pasal 277 ayat (1)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
79/PUU-XII/2014 

15.  Pasal 339 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD 
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16.  Pasal 340 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD 

 

17.  Pasal 389 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD 

 

18.  Pasal 390 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD 

 

19.  Pasal 411 Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 
tentang Pergantian Antarwaktu 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota 

 

20.  Pasal 413 ayat (1) Peraturan Presiden No. 26 Tahun 
2020 tentang Sekretariat Jenderal 
DPR RI 

 

21.  Pasal 413 ayat (2) Peraturan Presiden No. 26 Tahun 
2020 tentang Sekretariat Jenderal 
DPR RI 

 

22.  Pasal 414 ayat (4) Keputusan Presiden No. 49/TPA 
Tahun 2018 tentang Pengangkatan 
Jabatan 

 

23.  Pasal 415 ayat (2) - Belum Ditetapkan 

UU No. 2 Tahun 2018 
 

No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

24.  Pasal 15 ayat (9) Keputusan MPR No. 7 Tahun 2018 
tentang Penambahan Pimpinan 
MPR Masa Jabatan 2018-2019 

 

25.  Pasal 15 ayat (10) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 
tentang Tata Tertib 

 

26.  Pasal 71 Keputusan Presiden No. 139 Tahun 
2017 tentang Pengangkatan Hakim 
Konstitusi dan ditandatangani 18 
Desember 2017 

 

27.  Pasal 73 ayat (4)  Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
16/PUU-XVI/2018 

28.  Pasal 73 ayat (5)  Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
16/PUU-XVI/2018 
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29.  Pasal 73 ayat (6)  Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
16/PUU-XVI/2018 

30.  Pasal 83 ayat (2) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 

 

31.  Pasal 83 ayat (4)  Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 

 

32.  Pasal 84 ayat (10) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 

 

33.  Pasal 112G Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 

 

34.  Pasal 121 ayat (7) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 

 

35.  Pasal 122 huruf l   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
16/PUU-XVI/2018 

36.  Pasal 204 ayat (9) - Belum Ditetapkan 

37.  Pasal 224 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2011 tentang 
Intelijen Negara 

 

38.  Pasal 245 ayat (1)   Dibatalkan oleh 
Putusan MK No. 
16/PUU-XVI/2018 

39.  Pasal 260 ayat (7) Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 
tentang Tata Tertib 

 

40.  Pasal 427C ayat (2) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 
tentang Tata Tertib 

 

41.  Pasal 427D ayat (2) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 

 

42.  Pasal 427E ayat (2) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 

 

UU No. 19 Tahun 2016 
 

No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

43.  Pasal 15 ayat (10) Peraturan Tata Tertib MPR No. 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

 

 
  



 

 

12 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
 
Pasal 71 huruf c ............................................................................................................................................. 38 

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ............................................................................. 41 

Pasal 97 ayat (2) ............................................................................................................................................ 52 

Pasal 104 ayat (2) ......................................................................................................................................... 57 

Pasal 109 ayat (2) ......................................................................................................................................... 60 

Pasal 115 ayat (2) ......................................................................................................................................... 64 

Pasal 121 ayat (2) ......................................................................................................................................... 66 

Pasal 122 huruf l ............................................................................................................................................ 68 

Pasal 152 ayat (2) ......................................................................................................................................... 78 

Pasal 158 ayat (2) ......................................................................................................................................... 80 

Pasal 166 ayat (2) ......................................................................................................................................... 82 

Pasal 224 ayat (5) ....................................................................................................................................... 103 

Pasal 245 ayat (1) ....................................................................................................................................... 111 

Pasal 250 ayat (1) ....................................................................................................................................... 114 

Pasal 277 ayat (1) ....................................................................................................................................... 123 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 17 TAHUN 2014 

TENTANG  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang :    

UU 17/2014 UU 42/2014 UU 2/2018 UU 13/2019 

a. bahwa untuk 

melaksanakan 

kedaulatan rakyat 

atas dasar 

kerakyatan yang 

dipimpin oleh 

hikmat 

kebijaksanaan 

dalam 

permusyawaratan

/perwakilan, perlu 

mewujudkan 

lembaga 

permusyawarata

n rakyat, lembaga 

perwakilan 

rakyat, dan 

lembaga 

perwakilan 

daerah yang 

mampu 

mengejawantahk

an nilai-nilai 

demokrasi serta 

menyerap dan 

memperjuangkan 

aspirasi rakyat 

dan daerah sesuai 

dengan tuntutan 

perkembangan 

kehidupan 

berbangsa dan 

a. bahwa dalam 

rangka 

mewujudkan 

kedaulatan rakyat 

berdasarkan 

kerakyatan yang 

dipimpin oleh 

hikmat 

kebijaksanaan 

dalam 

permusyawaratan/

perwakilan, 

diperlukan 

lembaga 

perwakilan rakyat 

yang mampu 

menyerap dan 

memperjuangkan 

aspirasi rakyat 

untuk 

mewujudkan 

tujuan nasional 

demi kepentingan 

bangsa dan 

Negara Kesatuan 

Republik 

Indonesia; 

 

a. bahwa dalam 

rangka 

mewujudkan 

kedaulatan rakyat 

berdasarkan 

kerakyatan yang 

dipimpin oleh 

hikmat 

kebijaksanaan 

dalam 

permusyawaratan/

perwakilan, 

diperlukan 

lembaga 

perwakilan rakyat 

yang mampu 

menyerap dan 

memperjuangkan 

aspirasi rakyat 

untuk 

mewujudkan 

tujuan nasional 

demi kepentingan 

bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia; 

 

a. bahwa dalam 

rangka 

mewujudkan 

kedaulatan rakyat 

berdasarkan 

kerakyatan yang 

dipimpin oleh 

hikmat 

kebijaksanaan 

dalam 

permusyawaratan/

perwakilan, 

diperlukan 

lembaga 

permusyawaratan 

rakyat yang dapat 

merepresentasika

n keutuhan 

seluruh 

komponen bangsa 

untuk 

mewujudkan 

tujuan nasional 

demi kepentingan 

bangsa dan 

Negara Kesatuan 

Republik 

Indonesia; 
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bernegara; 

b. bahwa untuk 

mewujudkan 

lembaga 

permusyawaratan 

rakyat, lembaga 

perwakilan rakyat, 

dan lembaga 

perwakilan daerah 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

huruf a, perlu 

menata Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

b. bahwa untuk 

mewujudkan 

lembaga 

permusyawaratan 

rakyat, lembaga 

perwakilan rakyat, 

dan lembaga 

perwakilan daerah 

perlu menata 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

b. bahwa untuk 

mewujudkan 

lembaga 

permusyawaratan 

rakyat, lembaga 

perwakilan rakyat, 

dan lembaga 

perwakilan daerah 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

huruf a, perlu 

menata Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

b. bahwa untuk 

mewujudkan 

lembaga 

permusyawaratan 

rakyat yang 

mampu 

mewujudkan 

pelaksanaan tugas 

dan wewenangnya 

secara demokratis 

perlu menata 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat; 

c. bahwa Undang-

Undang Nomor 27 

Tahun 2009 

tentang Majelis 

Permusyawarata

n Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

sudah tidak sesuai 

lagi dengan 

perkembangan 

hukum dan 

kebutuhan hukum 

masyarakat 

sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa beberapa 

ketentuan dalam 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

tidak sesuai dengan 

perkembangan 

hukum dan 

kebutuhan 

masyarakat 

sehingga perlu 

diubah; 

c. bahwa beberapa 

ketentuan dalam 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah 

sebagaimana telah 

diubah dengan 

Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 

2014 tentang 

Perubahan atas 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

c. bahwa beberapa 

ketentuan dalam 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

sebagaimana 

telah beberapa 

kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 

2018 tentang 

Perubahan Kedua 

atas Undang-

Undang Nomor 17 

Tahun 2014 
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Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah tidak 

sesuai dengan 

dinamika dan 

perkembangan 

hukum dalam 

masyarakat 

sehingga perlu 

diubah; 

tentang Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

tidak sesuai 

dengan dinamika 

dan perkembangan 

hukum dalam 

masyarakat 

sehingga perlu 

diubah; 

d. bahwa 

berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, 

dan huruf c, perlu 

membentuk 

Undang-Undang 

tentang Majelis 

Permusyawarata

n Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

d. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan 

huruf c, perlu 

membentuk 

Undang-Undang 

tentang 

Perubahan atas 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

d. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan 

huruf c, perlu 

membentuk 

Undang-Undang 

tentang Perubahan 

Kedua atas 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Ralryat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

d. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, 

dan huruf c, perlu 

membentuk 

Undang-Undang 

tentang 

Perubahan Ketiga 

atas Undang-

Undang Nomor 17 

Tahun 2014 

tentang Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

 
Mengingat  :   

UU 11/2008 UU 19/2016 UU 2/2018 UU 13/2019 

Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 7A, Pasal 7B, 
Pasal 8, Pasal 9, 

1. Pasal 19 ayat (2), 

Pasal 20, Pasal 

1. Pasal 19 ayat (2), 

Pasal 20, Pasal 20A, 

1. Pasal 2 ayat (1), 

Pasal 20, Pasal 20A, 
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UU 11/2008 UU 19/2016 UU 2/2018 UU 13/2019 

Pasal 11, Pasal 13, 
Pasal 18 ayat (3), 
Pasal 19, Pasal 20, 
Pasal 20A, Pasal 21, 
Pasal 22 ayat (2), 
Pasal 22B, Pasal 22C, 
Pasal 22D, Pasal 23 
ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 23E ayat (2) 
dan ayat (3), Pasal 
23F ayat (1), Pasal 
24A ayat (3), Pasal 
24B ayat (3), Pasal 
24C ayat (2) dan ayat 
(3), dan Pasal 37 
ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) 
Undang-Undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945;  
  

 

20A, dan Pasal 21 

Undang-Undang 

Dasar Negara 

Republik 

Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

(Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, 

Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik 

Indonesia Nomor 

5568); 

dan Pasal 21 

Undang-Undang 

Dasar Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, 

Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Nomor 5563) 

sebagaimana telah 

diubah dengan 

Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 

2014 tentang 

Perubahan atas 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik 

Indonesia Tahun 

2014 Nomor 383, 

Tambahan 

dan Pasal 21 

Undang-Undang 

Dasar Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2014 tentang 

Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, 

Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Nomor 5568) 

sebagaimana 

telah beberapa 

kali diubah 

terakhir dengan 

Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 

2018 tentang 

Perubahan Kedua 

atas Undang-

Undang Nomor 17 

Tahun 2014 

tentang Majelis 

Permusyawarata

n Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Rakyat, Dewan 

Perwakilan 

Daerah, dan 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

(Lembaran 

Negara Republik 
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Lembaran Negara 

Republik 

Indonesia Nomor 

5650);  

Indonesia Tahun 

2018 Nomor 29, 

Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik 

Indonesia Nomor 

6187); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU 

kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.  



 

 

18 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara 

yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-

undang.  

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah.  

9. Hari adalah hari kerja.  

 
BAB II 
MPR 

  
Bagian Kesatu  

Susunan dan Kedudukan 
 

Pasal 2 

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 

   
Pasal 3 

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 

negara.   

 
Bagian Kedua  

Wewenang dan Tugas 
 

Paragraf 1  
Wewenang 

 
Pasal 4 

MPR berwenang:  

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;  

c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;  

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, 
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diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;  

e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila 

terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan  

f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 

secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon 

presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 

 
Paragraf 2  

Tugas  
 

Pasal 5 

MPR bertugas:  

a. memasyarakatkan ketetapan MPR;  

b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;  

c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan  

d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 
Pasal 6 

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dan Pasal 5 MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang 

dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk 

dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

untuk memenuhi kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus dan 

mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama. 

(3) Anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran MPR dalam 

peraturan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 
Keanggotaan 

 
Pasal 7 

(1) Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. 
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(2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota 

MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.  

 
Pasal 8 

(1) Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 

bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna 

MPR. 

(2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu 

oleh pimpinan MPR. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan MPR tentang tata 

tertib. 

 
Pasal 9 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi 

tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk 

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” 

 
Bagian Keempat 

Hak dan Kewajiban Anggota 
 

Paragraf 1 
Hak Anggota 

 
Pasal 10 

Anggota MPR berhak: 

a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; 

c. memilih dan dipilih; 
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d. membela diri; 

e. imunitas; 

f. protokoler; dan 

g. keuangan dan administratif.mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
 

Paragraf 2 
Kewajiban Anggota 

 
Pasal 11 

Anggota MPR berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

menaati peraturan perundang-undangan; 

c. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

e. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; dan 

f. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. 

 
Bagian Kelima 

Fraksi dan Kelompok Anggota MPR 
 

Paragraf 1 
Fraksi 

 
Pasal 12 

(1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi 

partai politik. 

(2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan 

suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. 

(3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah 

satu fraksi. 

(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. 

(5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing. 

(6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi. 
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Paragraf 2 
Kelompok Anggota 

 
Pasal 13 

(1) Kelompok anggota merupakan pengelompokan anggota MPR yang berasal dari 

seluruh anggota DPD. 

(2) Kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas 

kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. 

(3) Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok 

anggota. 

(4) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas kelompok anggota. 

 
Bagian Keenam 

Alat Kelengkapan 

 
Pasal 14 

Alat kelengkapan MPR terdiri atas: 

a. pimpinan; dan 

b. panitia ad hoc MPR.  

 
Paragraf 1  
Pimpinan 

 
Pasal 15 

UU 17/2014 UU 2/2018 UU 13/2019 

(1) Pimpinan MPR terdiri 

atas 1 (satu) orang ketua 

dan 4 (empat) orang 

wakil ketua yang dipilih 

dari dan oleh anggota 

MPR.  

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 

1 (satu) orang ketua dan 

7 (tujuh) orang wakil 

ketua yang dipilih dari 

dan oleh anggota MPR. 

(1) Pimpinan MPR terdiri 

atas ketua dan wakil 

ketua yang merupakan 

representasi dari 

masing-masing fraksi 

dan kelompok anggota 

yang dipilih dari dan 

oleh anggota MPR. 

(2) Pimpinan MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih dari 

dan oleh anggota MPR 

dalam satu paket yang 

bersifat tetap. 

(2) Pimpinan MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih dari 

dan oleh anggota MPR 

dalam satu paket yang 

bersifat tetap. 

(2) Bakal calon pimpinan 

MPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan oleh fraksi 

dan kelompok anggota 

yang disampaikan 

dalam sidang 

paripurna MPR. 
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(3) Bakal calon pimpinan 

MPR berasal dari fraksi 

dan/atau kelompok 

anggota disampaikan di 

dalam sidang paripurna. 

(3) Bakal calon pimpinan MPR 

berasal dari fraksi 

dan/atau kelompok 

anggota disampaikan di 

dalam sidang paripurna. 

(3) Tiap fraksi dan 

kelompok anggota 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat 

mengajukan 1 (satu) 

orang bakal calon 

pimpinan MPR. 

(4) Tiap fraksi dan kelompok 

anggota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) 

dapat mengajukan 1 

(satu) orang bakal calon 

pimpinan MPR. 

(4) Tiap fraksi dan kelompok 

anggota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) 

dapat mengajukan 1 (satu) 

orang bakal calon 

pimpinan MPR. 

(4) Dari calon pimpinan 

MPR yang diajukan 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dipilih ketua MPR 

secara musyawarah 

untuk mufakat dan 

ditetapkan dalam 

sidang paripurna MPR. 

(5) Pimpinan MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih 

secara musyawarah 

untuk mufakat dan 

ditetapkan dalam rapat 

paripurna MPR.  

(5) Pimpinan MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih secara 

musyawarah untuk 

mufakat dan ditetapkan 

dalam rapat paripurna 

MPR. 

(5) Dalam hal musyawarah 

untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tidak 

tercapai, ketua MPR 

dipilih dengan 

pemungutan suara oleh 

anggota MPR cian yang 

memperoleh suara 

terbanyak ditetapkan 

sebagai ketua MPR 

dalam sidang paripurna 

MPR. 

(6) Dalam hal musyawarah 

untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tidak 

tercapai, pimpinan MPR 

dipilih dengan 

pemungutan suara dan 

yang memperoleh suara 

terbanyak ditetapkan 

sebagai pimpinan MPR 

dalam rapat paripurna 

MPR. 

(6) Dalam hal musyawarah 

untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tidak 

tercapai, pimpinan MPR 

dipilih dengan 

pemungutan suara dan 

yang memperoleh suara 

terbanyak ditetapkan 

sebagai pimpinan MPR 

dalam rapat paripurna 

MPR. 

(6) Calon pimpinan MPR 

yang tidak terpilih 

sebagai ketua MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dan ayat 

(5) ditetapkan sebagai 

wakil ketua MPR dalam 

sidang paripurna MPR. 

(7) Selama pimpinan MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum 

terbentuk, sidang MPR 

(7) Selama pimpinan MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum 

terbentuk, sidang MPR 

(7) Selama pimpinan MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum 

terbentuk, sidang MPR 
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pertama kali untuk 

menetapkan pimpinan 

MPR dipimpin oleh 

pimpinan sementara 

MPR. 

pertama kali untuk 

menetapkan pimpinan 

MPR dipimpin oleh 

pimpinan sementara MPR. 

pertama kali untuk 

menetapkan pimpinan 

MPR dipimpin oleh 

pimpinan sementara 

MPR. 

(8) Pimpinan sementara MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) berasal dari 

anggota MPR yang tertua 

dan termuda dari fraksi 

dan/atau kelompok 

anggota yang berbeda. 

(8) Pimpinan sementara MPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) berasal dari 

anggota MPR yang tertua 

dan termuda dari fraksi 

dan/atau kelompok 

anggota yang berbeda. 

(8) Pimpinan sementara 

MPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) 

berasal dari anggota 

MPR yang tertua dan 

termuda dari fraksi 

dan/atau kelompok 

anggota yang berbeda. 

(9) Pimpinan MPR ditetapkan 

dengan keputusan MPR. 

(9) Pimpinan MPR ditetapkan 

dengan keputusan MPR. 

(9) Pimpinan MPR 

ditetapkan dengan 

keputusan MPR.1 

(10) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan MPR 

diatur dalam peraturan 

MPR tentang tata tertib. 

(10) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan MPR 

diatur dalam peraturan 

MPR tentang tata tertib. 

(10) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan 

MPR diatur dalam 

peraturan MPR tentang 

tata tertib.2 

 
Pasal 16 

(1) Pimpinan MPR bertugas: 

a. memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 

keputusan; 

b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan 

wakil ketua; 

c. menjadi juru bicara MPR; 

d. melaksanakan putusan MPR; 

e. mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

f. mewakili MPR di pengadilan; 

g. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR; dan 

h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna MPR pada 

akhir masa jabatan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan MPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

                                                        
1  Dilaksanakan dengan Keputusan MPR No. 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Pimpinan MPR Masa 

Jabatan 2018-2019 
2  Dilaksanakan dengan Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 
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Pasal 17 

(1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: 

a. diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD; atau 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai pimpinan MPR. 

(3) Dalam hal pimpinan MPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), anggota dari fraksi atau kelompok anggota asal pimpinan MPR yang 

bersangkutan menggantikannya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pimpinan 

berhenti dari jabatannya. 

(4) Penggantian pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan keputusan pimpinan MPR dan dilaporkan dalam sidang paripurna MPR 

berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota. 

 
Pasal 18 

(1) Dalam hal salah seorang pimpinan MPR atau lebih berhenti dari jabatannya, para 

anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana 

tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. 

(2) Dalam hal pimpinan MPR dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pimpinan 

MPR yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya. 

(3) Dalam hal pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak 

terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan MPR yang bersangkutan 

melaksanakan tugasnya kembali sebagai pimpinan MPR. 

 
Pasal 19 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan 

MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2  

Panitia Ad hoc MPR 
 

Pasal 20 

(1) Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) 

dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota 

yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional 

dari setiap fraksi dan kelompok anggota MPR. 
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(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh unsur DPR dan unsur 

DPD dari setiap fraksi dan kelompok anggota MPR. 

 
Pasal 21 

(1) Panitia ad hoc MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh MPR. 

(2) Setelah terbentuk, panitia ad hoc MPR segera menyelenggarakan rapat untuk 

membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR.  

 
 

Pasal 22 

(1) Panitia ad hoc MPR bertugas: 

a. mempersiapkan bahan sidang MPR; dan 

b. menyusun rancangan putusan MPR. 

(2) Panitia ad hoc MPR melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam sidang paripurna MPR. 

(3) Panitia ad hoc MPR dibubarkan setelah tugasnya selesai. 

 
Pasal 23 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan tugas panitia ad 

hoc MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

 
Bagian Ketujuh 

Pelaksanaan Wewenang dan Tugas 
 

Paragraf 1 
Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 

Pasal 24 

(1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

(2) Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat mengusulkan 

pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Pasal 25 

(1) Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 diajukan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota MPR. 

(2) Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas 

pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. 
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Pasal 26 

(1) Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

diajukan kepada pimpinan MPR. 

(2) Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi: 

a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan 

b. pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (2). 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga 

puluh) Hari sejak usul pengubahan diterima. 

 
Pasal 27 

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pimpinan MPR 

mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok anggota MPR untuk 

membahas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).  

 
Pasal 28 

(1) Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pimpinan MPR memberitahukan 

penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta 

alasannya. 

(2) Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi 

kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), 

pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lama 60 

(enam puluh) Hari.  

(3) Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi 

kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum 

dilaksanakan sidang paripurna MPR. 

 
Pasal 29 

Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya; 

b. fraksi dan kelompok anggota MPR memberikan pemandangan umum terhadap usul 

pengubahan; dan 

c. membentuk panitia ad hoc untuk mengkaji usul pengubahan dari pihak pengusul. 

 
Pasal 30 

(1) Dalam sidang paripurna MPR berikutnya panitia ad hoc melaporkan hasil kajian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c. 
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(2) Fraksi dan kelompok anggota MPR menyampaikan pemandangan umum terhadap 

hasil kajian panitia ad hoc. 

 
Pasal 31 

(1) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dihadiri oleh 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR.  

(2) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan 

pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota 

ditambah 1 (satu) anggota.  

 
Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan terhadap usul 

pengubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam 

peraturan MPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 
Hasil Pemilihan Umum 

 

Pasal 33 

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang 

paripurna MPR.  

 
Pasal 34 

(1) Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri sidang paripurna MPR 

dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. 

(2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 

untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR. 

(3) Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pimpinan 

MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 

(4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut 

agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. 

(5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. 

(6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh 
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pimpinan Mahkamah Agung. 

(7) Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Presiden 

dan Wakil Presiden serta pimpinan MPR. 

(8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden 

menyampaikan pidato awal masa jabatan. 

 
 

Pasal 35 

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

sebagai berikut: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia 

(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan 

peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

 

Janji Presiden (Wakil Presiden):  

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik 

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan 

bangsa.” 

 
Paragraf 3 

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya 
 

Pasal 36 

(1) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

(2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diusulkan oleh DPR. 

 
Pasal 37 

(1) MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR 

mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya 

paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak MPR menerima usul sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 

(2) Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus dilengkapi putusan 

Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti 

melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, 
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korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela; 

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 
Pasal 38 

(1) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk 

menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya 

dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 

(2) Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan 

penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 

(3) Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dalam sidang paripurna MPR yang 

dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. 

 
Pasal 39 

(1) Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya. 

(2) Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya. 

(3) Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 

dengan ketetapan MPR.  

 
Pasal 40 

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil 

keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sidang paripurna 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak dilanjutkan. 

 
Paragraf 4 

Pelantikan Wakil Presiden Menjadi Presiden 
 

Pasal 41 

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai 

berakhir masa jabatannya.  

 
Pasal 42 

(1) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang 

paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. 
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(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 

hadapan rapat paripurna DPR. 

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 

hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. 

 
Pasal 43 

Sumpah/janji Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai berikut: 

Sumpah Presiden: 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia 

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 

menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta 

berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

Janji Presiden: 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik 

Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang 

Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-

lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

 
Pasal 44 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan dengan ketetapan MPR. 

 
Pasal 45 

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden menyampaikan pidato pelantikan. 
 

Paragraf 5 
Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden 

 
Pasal 46 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang 

paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil 

Presiden. 

(2) Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan 

persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum 

penyelenggaraan sidang paripurna MPR. 

(3) Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu 

di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden. 

(4) Dua calon wakil presiden yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna 

MPR sebelum dilakukan pemilihan. 
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(5) Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang 

paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden. 

(6) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama banyak, pemilihan diulang 1 

(satu) kali lagi. 

(7) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama, 

Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden. 

 

Pasal 47 

(1) MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau 

ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. 

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang paripurna sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. 

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat paripurna sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan 

Mahkamah Agung. 

 
Pasal 48 

Sumpah/janji Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sebagai berikut: 

Sumpah Wakil Presiden: 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik 

Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang 

Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-

lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

Janji Wakil Presiden: 

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden 

Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan 

selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”  

 
Pasal 49 

Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan 

ketetapan MPR. 
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Paragraf 6 
Pemilihan dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 

 
Pasal 50 

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana 

tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Pertahanan secara bersama-sama.  

 
Pasal 51 

(1) Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara ber-samaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, MPR menyelenggarakan sidang paripurna 

paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan. 

(2) Paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Presiden dan Wakil 

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pimpinan MPR memberitahukan kepada partai politik atau gabungan 

partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk 

mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari pimpinan 

MPR, partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menyampaikan calon presiden dan wakil presidennya kepada pimpinan MPR. 

(4) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

menyampaikan kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali. 

(5) Calon presiden dan wakil presiden yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 

(6) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran 

dokumen administrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan 

diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

 
Pasal 52 

(1) Pemilihan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sidang 

paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan 

pemungutan suara. 
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(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak 

dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Presiden 

dan Wakil Presiden terpilih. 

(3) Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyak, pemungutan suara diulang 1 

(satu) kali lagi.  

(4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tetap sama, MPR memutuskan untuk mengembalikan kedua pasangan calon 

presiden dan wakil presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik 

pengusul untuk dilakukan pemilihan ulang oleh MPR. 

(5) Dalam hal MPR memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan 

ayat (6). 

 
Pasal 53 

(1) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 ayat (2) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama 

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. 

(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. 

(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan 

Mahkamah Agung. 

 
Pasal 54 

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

sebagai berikut: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) 

Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan 

selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

Janji Presiden (Wakil Presiden):  

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil 

Presiden) Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 

teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya 

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 
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Pasal 55 

Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan 

dengan ketetapan MPR. 

 
Pasal 56 

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden menyampaikan pidato pelantikan. 

 
Bagian Kedelapan 

Pelaksanaan Hak Anggota 
 

Paragraf 1 
Hak Imunitas 

 
Pasal 57 

(1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas. 

(2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun 

tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang 

berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. 

(3) Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, 

dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam sidang atau rapat MPR 

maupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas 

MPR. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 

yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan 

mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Paragraf 2 

Hak Protokoler 
 

Pasal 58 

(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak protokoler. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 
Paragraf 3 

Hak Keuangan dan Administratif 
 

Pasal 59 

(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota MPR sebagaimana 



 

 

36 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan MPR dan diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 60 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak anggota MPR diatur dalam 

peraturan MPR tentang tata tertib. 

 
Bagian Kesembilan 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 
 

Paragraf 1 
Persidangan 

 
Pasal 61 

(1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara. 

(2) Persidangan MPR diselenggarakan untuk melaksanakan wewenang dan tugas MPR 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

 
Pasal 62 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan diatur dalam peraturan MPR 

tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Pengambilan Keputusan 
 

Pasal 63 

Sidang MPR dapat mengambil keputusan apabila: 

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 

paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota dari seluruh 

anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota MPR dan disetujui 

oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk 

memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

c. dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota MPR ditambah 1 

(satu) anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 

jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota MPR yang hadir untuk sidang selain 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. 

 
Pasal 64 

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 

terlebih dahulu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
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tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara ulang. 

(4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya 

masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku 

ketentuan: 

a. pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutnya; atau 

b. usul yang bersangkutan ditolak. 

 
Pasal 65 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan sidang MPR diatur 

dalam peraturan MPR tentang tata tertib. 

 
Bagian Kesepuluh 

Penggantian Antarwaktu 
 

Pasal 66 

(1) Penggantian antarwaktu anggota MPR dilakukan apabila terjadi penggantian 

antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD. 

(2) Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat penggantian antarwaktu anggota 

MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.3 

 
BAB III 

DPR 
 

Bagian Kesatu 
Susunan dan Kedudukan 

 
Pasal 67 

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum. 

 
Pasal 68 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 
negara. 

 
Bagian Kedua 

Fungsi 
 

Pasal 69 

(1) DPR mempunyai fungsi: 

                                                        
3 Dilaksanakan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2020 tentang Peresmian PAW Anggota DPR RI dan 
MPR RI 
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a. legislasi; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 

(2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk 

mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 70 

(1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a 

dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk 

undang-undang. 

(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b 

dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang 

diajukan oleh Presiden. 

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c 

dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. 

 
Bagian Ketiga 

Wewenang dan Tugas 
 

Paragraf 1 
Wewenang 

 
Pasal 71 

UU 17/2014 UU 2/2018 

DPR berwenang: 

a. membentuk undang-undang yang dibahas 

dengan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama;  

DPR berwenang: 

a. membentuk undang-undang yang dibahas 

dengan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama; 

b. memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap 

peraturan pemerintah pengganti undang-

undang yang diajukan oleh Presiden untuk 

menjadi undang-undang;  

b. memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap 

peraturan pemerintah pengganti undang-

undang yang diajukan oleh Presiden untuk 

menjadi undang-undang; 

c. membahas rancangan undang-undang yang 

diajukan oleh Presiden atau DPR yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

c. membahas rancangan undang-undang 

yang diajukan oleh Presiden atau DPR; 
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dengan mengikutsertakan DPD sebelum 

diambil persetujuan bersama antara DPR 

dan Presiden;4  

d. memperhatikanpertimbangan DPD atas 

rancangan undang-undang tentang APBN 

dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama; 

d. membahas rancangan undang-undang 

yang diajukan DPD mengenai otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; 

e. membahas bersama Presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD dan 

memberikan persetujuan atas rancangan 

undang-undang tentang APBN yang 

diajukan oleh Presiden; 

e. membahas bersama Presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD dan 

memberikan persetujuan atas rancangan 

undang¬undang tentang APBN yang 

diajukan oleh Presiden; 

f. membahas dan menindaklanjuti hasil 

pengawasan yang disampaikan oleh DPD 

atas pelaksanaan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran 

dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan 

agama; 

f. membahas dan menindaklanjuti hasil 

pengawasan yang disampaikan oleh DPD 

atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, 

pajak, pendidikan, dan agama; 

g. memberikan persetujuan kepada Presiden 

untuk menyatakan perang dan membuat 

perdamaian dengan negara lain; 

g. memberikan persetujuan kepada Presiden 

untuk menyatakan perang dan membuat 

perdamaian dengan negara lain; 

h. memberikan persetujuan atas perjanjian 

internasional tertentu yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan 

beban keuangan negara dan/atau 

mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang;  

h. memberikan persetujuan atas perjanjian 

internasional tertentu yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan 

beban keuangan negara dan/atau 

mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang; 

i. memberikan pertimbangan kepada 

Presiden dalam pemberian amnesti dan 

abolisi;  

i. memberikan pertimbangan kepada 

Presiden dalam pemberian amnesti dan 

abolisi; 

j. memberikan pertimbangan kepada 

Presiden dalam hal mengangkat duta besar 

j. memberikan pertimbangan kepada 

Presiden dalam hal mengangkat duta 

                                                        
4  Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan 
Presiden” 
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dan menerima penempatan duta besar 

negara lain;  

besar dan menerima penempatan duta 

besar negara lain; 

k. memilih anggota BPK dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD;  

k. memilih anggota BPK dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD; 

l. memberikan persetujuan kepada Presiden 

atas pengangkatan dan pemberhentian 

anggota Komisi Yudisial;  

l. memberikan persetujuan kepada Presiden 

atas pengangkatan dan pemberhentian 

anggota Komisi Yudisial; 

m. memberikan persetujuan calon hakim 

agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden; dan  

m. memberikan persetujuan calon hakim 

agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

untuk ditetapkan sebagai hakim agung 

oleh Presiden; dan 

n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan 

mengajukannya kepada Presiden untuk 

diresmikan dengan keputusan Presiden. 

n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi 

dan mengajukannya kepada Presiden 

untuk diresmikan dengan keputusan 

Presiden.5 

 
Paragraf 2 
Wewenang 

Tugas 
 

Pasal 72 

DPR bertugas: 

a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi 

nasional; 

b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang; 

c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan 

pemerintah; 

e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; 

f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 

terkait dengan beban keuangan negara; 

g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. 

 
 

                                                        
5 Dilaksanakan dengan Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi 
dan ditandatangani 18 Desember 2017 
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Pasal 73 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang 

dan tugasnya, berhak memanggil 

pejabat negara, pejabat pemerintah, 

badan hukum, atau warga masyarakat 

secara tertulis untuk hadir dalam rapat 

DPR. 

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan 

tugasnya, berhak memanggil setiap orang 

secara tertulis untuk hadir dalam rapat 

DPR. 

(2) Setiap pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan hukum, atau warga 

masyarakat wajib memenuhi panggilan 

DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan 

DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Dalam hal pejabat negara dan/atau 

pejabat pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak hadir 

memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 

(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan 

yang sah, DPR dapat menggunakan hak 

interpelasi, hak angket, atau hak 

menyatakan pendapat atau anggota 

DPR dapat menggunakan hak 

mengajukan pertanyaan. 

(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak hadir 

setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-

turut tanpa alasan yang patut dan sah, 

DPR berhak melakukan panggilan 

paksa dengan menggunakan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.6 

(4) Dalam hal badan hukum dan/atau 

warga masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak hadir 

setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-

turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak 

melakukan panggilan paksa dengan 

menggunakan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(4) Panggilan paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pimpinan DPR mengajukan 

permintaan secara tertulis kepada 

Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia paling sedikit memuat 

dasar dan alasan pemanggilan paksa 

serta nama dan alamat setiap orang 

yang dipanggil paksa; 

b. Kepolisian Negara Republik 

Indonesia wajib memenuhi 

permintaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a; dan 

c. Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia memerintahkan Kepala 

Kepolisian Daerah di tempat domisili 

setiap orang yang dipanggil paksa 

untuk dihadirkan memenuhi 

panggilan DPR sebagaimana 

                                                        
6  Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 73 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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dimaksud pada ayat (1).7 

(5) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi 

tanpa alasan yang sah, yang 

bersangkutan dapat disandera paling 

lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Dalam hal menjalankan panggilan 

paksa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dapat menyandera setiap 

orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) 

Hari. 8 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemanggilan paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan 

penyanderaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) diatur dengan Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.9 

 
Pasal 74 

UU 17/2014 UU 42/2014 UU 2/2018 

(1) DPR dalam 

melaksanakan 

wewenang dan tugasnya, 

berhak memberikan 

rekomendasi kepada 

pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan 

hukum, warga negara, 

atau penduduk melalui 

mekanisme rapat kerja, 

rapat dengar pendapat, 

rapat dengar pendapat 

umum, rapat panitia 

khusus, rapat panitia 

kerja, rapat tim 

pengawas, atau rapat tim 

lain yang dibentuk oleh 

DPR demi kepentingan 

bangsa dan negara. 

(1) DPR dalam melaksanakan 

wewenang dan tugasnya, 

berhak memberikan 

rekomendasi kepada 

pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan hukum, 

warga negara, atau 

penduduk melalui 

mekanisme rapat kerja, 

rapat dengar pendapat, 

rapat dengar pendapat 

umum, rapat panitia 

khusus, rapat panitia kerja, 

rapat tim pengawas, atau 

rapat tim lain yang 

dibentuk oleh DPR demi 

kepentingan bangsa dan 

negara. 

(1) DPR dalam melaksanakan 

wewenang dan tugasnya, 

berhak memberikan 

rekomendasi kepada 

pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan hukum, 

warga negara, atau 

penduduk melalui 

mekanisme rapat kerja, 

rapat dengar pendapat, 

rapat dengar pendapat 

umum, rapat panitia 

khusus, rapat panitia kerja, 

rapat tim pengawas, atau 

rapat tim lain yang dibentuk 

oleh DPR demi kepentingan 

bangsa dan negara. 

(2) Setiap pejabat negara, 

pejabat pemerintah, 

badan hukum, warga 

negara, atau penduduk 

wajib menindaklanjuti 

(2) Setiap pejabat negara, 

pejabat pemerintah, badan 

hukum, warga negara, atau 

penduduk wajib 

menindaklanjuti 

(2) Setiap orang wajib 

menindaklanjuti 

rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

                                                        
7  Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 73 ayat (4) UU MD3 bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
8  Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 73 ayat (5) UU MD3 bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
9  Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 73 ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Setiap pejabat negara 

atau pejabat pemerintah 

yang mengabaikan 

rekomendasi DPR, DPR 

dapat menggunakan hak 

interpelasi, hak angket, 

hak menyatakan 

pendapat, atau hak 

anggota DPR mengajukan 

pertanyaan. 

(3) Dihapus (3) Dalam hal yang 

mengabaikan atau 

melaksanakan 

rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pejabat 

negara atau pejabat 

Pemerintah, DPR dapat 

menggunakan hak 

interpelasi, hak angket, 

hak menyatakan 

pendapat, atau hak 

anggota DPR mengajukan 

pertanyaan. 

(4) Dalam hal pejabat negara 

atau pejabat pemerintah 

mengabaikan atau tidak 

melaksanakan 

rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), DPR dapat 

menggunakan hak 

interpelasi, hak angket, 

hak menyatakan 

pendapat atau hak 

anggota DPR mengajukan 

pertanyaan. 

(4) Dihapus (4) DPR dapat meminta 

Presiden untuk 

memberikan sanksi 

administratif kepada 

pejabat negara yang 

berada dalam lingkup 

kekuasaan Presiden atau 

pejabat pemerintah yang 

tidak melaksanakan atau 

mengabaikan 

rekomendasi DPR 

(5) DPR dapat meminta 

Presiden untuk 

memberikan sanksi 

administratif kepada 

pejabat negara atau 

pejabat pemerintah yang 

tidak melaksanakan atau 

mengabaikan 

rekomendasi DPR. 

(5) Dihapus (5) Dalam hal yang 

mengabaikan atau tidak 

melaksanakan 

rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) badan 

hukum, warga negara, 

atau penduduk, DPR dapat 

meminta kepada instansi 

yang berwenang untuk 

memberikan sanksi 
(6) Dalam hal badan hukum 

atau warga negara 

mengabaikan atau tidak 

melaksanakan 

rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) DPR dapat 

(6) Dihapus 
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meminta kepada instansi 

yang berwenang untuk 

dikenai sanksi. 

 
 

Pasal 75 

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

dan Pasal 72, DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang 

dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk 

dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

untuk memenuhi kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya khusus dan 

mengajukannya kepada Presiden untuk dibahas bersama. 

(3) Anggaran DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) DPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR dalam 

peraturan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Keempat 

Keanggotaan 
 

Pasal 76 

(1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang. 

(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. 

(3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. 

(4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota 

DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

(5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota 

salah satu komisi. 

(6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap 

sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali 

sebagai anggota Badan Musyawarah. 

 
Pasal 77 

(1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 

bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna 

DPR. 

(2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu 
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oleh Ketua Mahkamah Agung. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib. 

 
Pasal 78 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi 

tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan 

tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 
Bagian Kelima 

Hak DPR 
 

Pasal 79 

(1) DPR mempunyai hak: 

a. interpelasi; 

b. angket; dan 

c. menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk 

meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang 

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk 

melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau 

kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak 

luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak 

DPR untuk menyatakan pendapat atas: 

a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah 

air atau di dunia internasional; 
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b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau 

c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran 

hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. 

 
Bagian Keenam 

Hak dan Kewajiban Anggota 
 

Paragraf 1 
Hak Anggota 

 
Pasal 80 

Anggota DPR berhak: 

a. mengajukan usul rancangan undang-undang; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. membela diri; 

f. imunitas; 

g. protokoler; 

h. keuangan dan administratif; 

i. pengawasan; 

j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan 

k. melakukan sosialiasi undang-undang. 

 
Paragraf 2 

Kewajiban Anggota 
 

Pasal 81 

Anggota DPR berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; 

g. menaati tata tertib dan kode etik; 

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; 
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i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 

berkala; 

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di 

daerah pemilihannya. 

 
Bagian Ketujuh 

Fraksi 
 

Pasal 82 

(1) Fraksi merupakan pengelompokkan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik 

berdasarkan hasil pemilihan umum. 

(2) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi. 

(3) Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 

dalam penentuan perolehan kursi DPR. 

(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, 

serta hak dan kewajiban anggota DPR. 

(5) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli. 

(6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna 

kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli fraksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan DPR. 

 
Bagian Kedelapan 
Alat Kelengkapan 

 
Pasal 83 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 

a. pimpinan; 
b. Badan Musyawarah; 
c. komisi; 
d. Badan Legislasi; 
e. Badan Anggaran; 
f. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; 
g. Mahkamah Kehormatan Dewan; 
h. Badan Urusan Rumah Tangga; 
i. panitia khusus; dan 
j. alat kelengkapan lain yang diperlukan 

dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

(1) Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 
a. pimpinan; 
b. Badan Musyawarah; 
c. komisi; 
d. Badan Legislasi; 
e. Badan Anggaran; 
f. Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara; 
g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; 
h. Mahkamah Kehormatan Dewan; 
i. Badan Urusan Rumah Tangga; 
j. panitia khusus; dan 
k. alat kelengkapan lain yang diperlukan 

dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat 

kelengkapan DPR dibantu oleh unit 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat 
kelengkapan DPR dibantu oleh unit 
pendukung yang tugasnya diatur dalam 
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pendukung yang tugasnya diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

peraturan DPR tentang tata tertib.10 

(3) Unit pendukung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri atas: 

a. tenaga administrasi; dan 
b. tenaga ahli. 

(3) Unit pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas: 

a. tenaga administrasi; dan 
b. tenaga ahli. 

(4) Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga 

administrasi dan tenaga ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut 

dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib. 

(4) Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga 
administrasi dan tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut 
dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib.11 

 
Paragraf 1 
Pimpinan 

 
Pasal 84 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. 

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. 

(2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota 

DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. 

(2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota 

DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. 

(3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari 

fraksi dan disampaikan dalam rapat 

paripurna DPR. 

(3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari 

fraksi dan disampaikan dalam rapat 

paripurna DPR. 

(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang 

bakal calon pimpinan DPR. 

(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang 

bakal calon pimpinan DPR. 

(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih secara musyawarah 

untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat 

paripurna DPR. 

(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipilih secara musyawarah 

untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat 

paripurna DPR. 

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan 

pemungutan suara dan yang memperoleh 

suara terbanyak ditetapkan sebagai 

pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. 

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan 

pemungutan suara dan yang memperoleh 

suara terbanyak ditetapkan sebagai 

pimpinan DPR dalam rapat paripurna 

DPR. 

                                                        
10  Dilaksanakan dengan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 
11  Dilaksanakan dengan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 
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(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 

sidang DPR pertama kali untuk 

menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh 

pimpinan sementara DPR. 

(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 

sidang DPR pertama kali untuk 

menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh 

pimpinan sementara DPR. 

(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) berasal dari 

anggota DPR yang tertua dan termuda dari 

fraksi yang berbeda. 

(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) berasal dari 

anggota DPR yang tertua dan termuda dari 

fraksi yang berbeda. 

(9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan 

keputusan DPR. 

(9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan 

keputusan DPR. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan DPR diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan DPR diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib.12 

 
Pasal 85 

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sebelum memangku jabatannya 

mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 

 
Pasal 86 

(1) Pimpinan DPR bertugas: 

a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 

keputusan; 

b. menyusun rencana kerja pimpinan; 

c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan 

materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR; 

d. menjadi juru bicara DPR; 

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR; 

f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya; 

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya 

sesuai dengan keputusan DPR; 

h. mewakili DPR di pengadilan; 

i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau 

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang 

pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan 

k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus 

diadakan untuk itu. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

                                                        
12  Dilaksanakan dengan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 
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Pasal 87 

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari 

jabatannya karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa 

pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan 

rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan 

DPR; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya; 

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

atau 

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di 

antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai 

dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif. 

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama. 

(5) Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan 

sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

(6) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak 

terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang bersangkutan 

melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR. 

 
Pasal 88 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan 

DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 
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Paragraf 2 
Badan Musyawarah 

 
Pasal 89 

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang 

bersifat tetap. 

 

 
Pasal 90 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan 

masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 

(2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari 

jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi 

yang ditetapkan oleh rapat paripurna. 

 
Pasal 91 

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah. 

 
Pasal 92 

(1) Badan Musyawarah bertugas: 

a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa 

persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu 

penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan 

undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk 

mengubahnya; 

b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis 

kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR; 

c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR 

yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan 

tugas masing-masing; 

d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang 

mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan 

koordinasi dengan DPR; 

e. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan 

tugas DPR lain yang diatur dalam undang-undang oleh alat kelengkapan DPR; 

f. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup 

tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada 

awal masa keanggotaan DPR; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan 

Musyawarah. 

(2) Badan Musyawarah menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan 

tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan 

Urusan Rumah Tangga. 
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Pasal 93 

Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas suatu rancangan undang-

undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a. 

 
 

Pasal 94 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang dan 

mekanisme kerja Badan Musyawarah diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 3 

Komisi 
 

Pasal 95 

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

 
Pasal 96 

(1) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan 

permulaan tahun sidang. 

(2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan 

dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan 

DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah komisi dan jumlah anggota komisi diatur 

dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib. 

 
Pasal 97 

UU 17/2014 UU 42/2014 

(1) Pimpinan komisi merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 

dan kolegial. 

(1) Pimpinan komisi merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 

dan kolegial. 

(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang 

wakil ketua yang dipilih dari dan oleh 

anggota komisi dalam satu paket yang 

bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi 

sesuai dengan prinsip musyawarah untuk 

mufakat.13 

(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling banyak 4 

(empat) orang wakil ketua yang dipilih 

dari dan oleh anggota komisi dalam 

satu paket yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan fraksi sesuai 

dengan prinsip musyawarah untuk 

                                                        
13  Putusan MK No. 82/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 97 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan 
komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari 
dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 
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mufakat. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang 

bakal calon pimpinan komisi. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang 

bakal calon pimpinan komisi. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

tidak tercapai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

tidak tercapai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 

rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan 

DPR setelah penetapan susunan dan 

keanggotaan komisi. 

(5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 

rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan 

DPR setelah penetapan susunan dan 

keanggotaan komisi. 

(6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan DPR. 

(6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan komisi diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan komisi diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Pasal 98 

UU 17/2014 UU 42/2014 

(1) Tugas komisi dalam pembentukan 

undang-undang adalah mengadakan 

persiapan, penyusunan, pembahasan, dan 

penyempurnaan rancangan undang-

undang. 

(1) Tugas komisi dalam pembentukan 

undang-undang adalah mengadakan 

persiapan, penyusunan, pembahasan, dan 

penyempurnaan rancangan undang-

undang. 

(2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah: 

a. mengadakan pembicaraan 

pendahuluan mengenai penyusunan 

rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya 

bersama-sama dengan Pemerintah; 

b. mengadakan pembahasan dan 

mengajukan usul penyempurnaan 

rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya 

bersama-sama dengan Pemerintah; 

c. membahas dan menetapkan alokasi 

anggaran untuk fungsi, dan program 

kementerian/lembaga yang menjadi 

(2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah: 

a. mengadakan pembicaraan 

pendahuluan mengenai penyusunan 

rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya 

bersama-sama dengan Pemerintah; 

b. mengadakan pembahasan dan 

mengajukan usul penyempurnaan 

rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya 

bersama-sama dengan Pemerintah; 

c. membahas dan menetapkan alokasi 

anggaran untuk fungsi, dan program 

kementerian/lembaga yang menjadi 

                                                        
prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi” 
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mitra kerja komisi; 

d. mengadakan pembahasan laporan 

keuangan negara dan pelaksanaan 

APBN termasuk hasil pemeriksaan 

BPK yang berkaitan dengan ruang 

lingkup tugasnya; 

e. menyampaikan hasil pembicaraan 

pendahuluan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan hasil 

pembahasan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, huruf c, 

dan huruf d kepada Badan Anggaran 

untuk sinkronisasi; 

f. membahas dan menetapkan alokasi 

anggaran untuk fungsi, dan program, 

kementerian/lembaga yang menjadi 

mitra kerja komisi berdasarkan hasil 

sinkronisasi alokasi anggaran 

kementerian/lembaga oleh Badan 

Anggaran; 

g. menyerahkan kembali kepada 

Badan Anggaran hasil pembahasan 

komisi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf f untuk bahan akhir 

penetapan APBN; dan 

h. membahas dan menetapkan alokasi 

anggaran per program yang bersifat 

tahunan dan tahun jamak yang 

menjadi mitra komisi bersangkutan. 

mitra kerja komisi; 

d. mengadakan pembahasan laporan 

keuangan negara dan pelaksanaan 

APBN termasuk hasil pemeriksaan 

BPK yang berkaitan dengan ruang 

lingkup tugasnya; 

e. menyampaikan hasil pembicaraan 

pendahuluan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan hasil 

pembahasan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, huruf c, 

dan huruf d kepada Badan Anggaran 

untuk sinkronisasi; 

f. membahas dan menetapkan alokasi 

anggaran untuk fungsi, dan 

program, kementerian/lembaga 

yang menjadi mitra kerja komisi 

berdasarkan hasil sinkronisasi 

alokasi anggaran 

kementerian/lembaga oleh Badan 

Anggaran; 

g. menyerahkan kembali kepada 

Badan Anggaran hasil pembahasan 

komisi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf f untuk bahan akhir 

penetapan APBN; dan 

h. membahas dan menetapkan alokasi 

anggaran per program yang bersifat 

tahunan dan tahun jamak yang 

menjadi mitra komisi bersangkutan. 

(3) Tugas komisi di bidang pengawasan 

meliputi: 

a. melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan undang-undang, 

termasuk APBN, serta peraturan 

pelaksanaannya yang termasuk dalam 

ruang lingkup tugasnya; 

b. membahas dan menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan BPK yang berkaitan 

dengan ruang lingkup tugasnya; 

c. memberikan masukan kepada BPK 

dalam hal rencana kerja pemeriksaan 

tahunan, hambatan pemeriksaan, 

serta penyajian dan kualitas laporan 

berkaitan dengan ruang lingkup 

tugasnya; 

(3) Tugas komisi di bidang pengawasan 

meliputi: 

a. melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan undang-undang, 

termasuk APBN, serta peraturan 

pelaksanaannya yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya; 

b. membahas dan menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan BPK yang berkaitan 

dengan ruang lingkup tugasnya; 

c. memberikan masukan kepada BPK 

dalam hal rencana kerja pemeriksaan 

tahunan, hambatan pemeriksaan, 

serta penyajian dan kualitas laporan 

berkaitan dengan ruang lingkup 

tugasnya; 
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d. melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan Pemerintah; dan 

e. membahas dan menindaklanjuti 

usulan DPD. 

d. melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan Pemerintah; dan 

e. membahas dan menindaklanjuti 

usulan DPD. 

(4) Komisi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3), dapat mengadakan: 

a. rapat kerja dengan Pemerintah yang 

diwakili oleh menteri/pimpinan 

lembaga; 

b. konsultasi dengan DPD; 

c. rapat dengar pendapat dengan 

pejabat Pemerintah yang mewakili 

instansinya; 

d. rapat dengar pendapat umum, baik 

atas permintaan komisi maupun atas 

permintaan pihak lain; 

e. rapat kerja dengan menteri atau rapat 

dengar pendapat dengan pejabat 

Pemerintah yang mewakili 

instansinya yang tidak termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya apabila 

diperlukan; dan/atau 

f. kunjungan kerja. 

(4) Komisi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3), dapat mengadakan: 

a. rapat kerja dengan Pemerintah yang 

diwakili oleh menteri/pimpinan 

lembaga; 

b. konsultasi dengan DPD; 

c. rapat dengar pendapat dengan 

pejabat Pemerintah yang mewakili 

instansinya; 

d. rapat dengar pendapat umum, baik 

atas permintaan komisi maupun atas 

permintaan pihak lain; 

e. rapat kerja dengan menteri atau rapat 

dengar pendapat dengan pejabat 

Pemerintah yang mewakili 

instansinya yang tidak termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya apabila 

diperlukan; dan/atau 

f. kunjungan kerja. 

(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil 

pelaksanaan tugas komisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (4). 

(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil 

pelaksanaan tugas komisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (4). 

(6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat 

kerja komisi atau rapat kerja gabungan 

komisi bersifat mengikat antara DPR dan 

Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh 

Pemerintah. 

(6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat 

kerja komisi atau rapat kerja gabungan 

komisi bersifat mengikat antara DPR dan 

Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh 

Pemerintah. 

(7) Dalam hal pejabat negara dan pejabat 

pemerintah tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), komisi dapat mengusulkan 

penggunaan hak interpelasi, hak angket, 

hak menyatakan pendapat atau hak 

anggota mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(7) Dihapus 

(8) DPR dapat meminta Presiden untuk 

memberikan sanksi administratif kepada 

pejabat negara dan pejabat pemerintah 

yang tidak melaksanakan kewajiban 

(8) Dihapus 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(9) Dalam hal badan hukum atau warga 

negara tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) DPR 

dapat meminta kepada instansi yang 

berwenang untuk dikenai sanksi. 

(9) Dihapus 

(10) Komisi membuat laporan kinerja pada 

akhir masa keanggotaan DPR, baik yang 

sudah maupun yang belum terselesaikan 

untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh 

komisi pada masa keanggotaan 

berikutnya. 

(10) Komisi membuat laporan kinerja pada 

akhir masa keanggotaan DPR, baik yang 

sudah maupun yang belum terselesaikan 

untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh 

komisi pada masa keanggotaan 

berikutnya. 

(11) Komisi menyusun rencana kerja dan 

anggaran untuk pelaksanaan tugasnya 

sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya 

disampaikan kepada Badan Urusan Rumah 

Tangga. 

(11) Komisi menyusun rencana kerja dan 

anggaran untuk pelaksanaan tugasnya 

sesuai dengan kebutuhan yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan 

Urusan Rumah Tangga. 

 
Pasal 99 

Pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus 

atau Badan Legislasi diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang 

berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. 

 
Pasal 100 

Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR. 

 
Pasal 101 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas dan mekanisme 

kerja komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 4 

Badan Legislasi 
 

Pasal 102 

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat 

tetap. 

 
Pasal 103 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa 

keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang. 

(2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, 

yang mencerminkan fraksi dan komisi. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Badan legislasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Pasal 104 

 
UU 17/2014 UU 42/2014 

(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan 

satu kesatuan pimpinan yang bersifat 

kolektif dan kolegial. 

(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan 

satu kesatuan pimpinan yang bersifat 

kolektif dan kolegial. 

(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 

(satu) orang ketua dan paling banyak 3 

(tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari 

dan oleh anggota Badan Legislasi dalam 

satu paket yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 

prinsip musyawarah untuk mufakat.14 

(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 

1 (satu) orang ketua dan paling 

banyak 4 (empat) orang wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggota 

Badan Legislasi dalam satu paket yang 

bersifat tetap berdasarkan usulan 

fraksi sesuai dengan prinsip 

musyawarah untuk mufakat. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang 
bakal calon pimpinan Badan Legislasi. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) 
orang bakal calon pimpinan Badan 
Legislasi. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan 
Legislasi berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
keputusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan 
Legislasi berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
keputusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam rapat Badan Legislasi 
yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah 
penetapan susunan dan keanggotaan 
Badan Legislasi. 

(5) Pemilihan pimpinan Badan Legislasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam rapat Badan Legislasi 
yang dipimpin oleh pimpinan DPR 
setelah penetapan susunan dan 
keanggotaan Badan Legislasi. 

(6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPR. 

(6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemilihan pimpinan Badan Legislasi 
diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemilihan pimpinan Badan Legislasi 
diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib. 

 

 

 

                                                        
14  Putusan MK No. 82/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 104 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan 
Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih 
dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi 
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan 
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi” 
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Pasal 105 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Badan Legislasi bertugas: 

a. menyusun rancangan program 

legislasi nasional yang memuat daftar 

urutan rancangan undang-undang 

beserta alasannya untuk 5 (lima) 

tahun dan prioritas tahunan di 

lingkungan DPR; 

b. mengoordinasikan penyusunan 

program legislasi nasional yang 

memuat daftar urutan rancangan 

undang-undang beserta alasannya 

untuk 5 (lima) tahun dan prioritas 

tahunan antara DPR, Pemerintah, dan 

DPD; 

c. melakukan pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsep 

rancangan undang-undang yang 

diajukan anggota, komisi, atau 

gabungan komisi sebelum rancangan 

undang-undang tersebut 

disampaikan kepada Pimpinan DPR; 

d. memberikan pertimbangan terhadap 

rancangan undang-undang yang 

diajukan oleh anggota DPR, komisi, 

atau gabungan komisi di luar 

prioritas rancangan undang-undang 

atau di luar rancangan undang-

undang yang terdaftar dalam 

program legislasi nasional; 

e. melakukan pembahasan, 

pengubahan, dan/atau 

penyempurnaan rancangan undang-

undang yang secara khusus ditugasi 

oleh Badan Musyawarah; 

f. melakukan pemantauan dan 

peninjauan terhadap undang-

undang; 

g. menyusun, melakukan evaluasi, dan 

penyempurnaan peraturan DPR; 

h. mengikuti perkembangan dan 

melakukan evaluasi terhadap 

(1) Badan Legislasi bertugas: 

a. menyusun rancangan program 

legislasi nasional yang memuat daftar 

urutan rancangan undang-undang 

beserta alasannya untuk 5 (lima) 

tahun dan prioritas tahunan di 

lingkungan DPR; 

b. mengoordinasikan penyusunan 

program legislasi nasional yang 

memuat daftar urutan rancangan 

undang-undang beserta alasannya 

untuk 5 (lima) tahun dan prioritas 

tahunan antara DPR, Pemerintah, dan 

DPD; 

c. mengoordinasikan penyusunan 

naskah akademik dan rancangan 

undang-undang yang diajukan 

oleh anggota DPR, komisi, dan 

gabungan komisi; 

d. menyiapkan dan menyusun 

rancangan undang- undang usul 

Badan Legislasi dan/atau Anggota 

Badan Legislasi berdasarkan 

program prioritas yang telah 

ditetapkan; 

e. melakukan pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan 

konsep rancangan undang- undang 

yang diajukan anggota, komisi, 

atau gabungan komisi sebelum 

rancangan undang- undang 

tersebut disampaikan kepada 

Pimpinan DPR; 

f. memberikan pertimbangan 

terhadap rancangan undang-

undang yang diajukan oleh 

anggota DPR, komisi, atau 

gabungan komisi di luar prioritas 

rancangan undang-undang atau di 

luar rancangan undang-undang 

yang terdaftar dalam program 
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pembahasan materi muatan 

rancangan undang-undang melalui 

koordinasi dengan komisi dan/atau 

panitia khusus; 

i. melakukan sosialisasi program 

legislasi nasional; dan 

j. membuat laporan kinerja dan 

inventarisasi masalah di bidang 

perundang-undangan pada akhir 

masa keanggotaan DPR untuk dapat 

digunakan oleh Badan Legislasi pada 

masa keanggotaan berikutnya. 

legislasi nasional untuk 

dimasukkan ke dalam program 

legislasi nasional perubahan; 

g. melakukan pembahasan, 

pengubahan, dan/atau 

penyempurnaan rancangan 

undang- undang yang secara 

khusus ditugasi oleh Badan 

Musyawarah; 

h. melakukan pernantauan dan 

peninjauan terhadap undang-

undang; 

i. menyusun, melakukan evaluasi, 

dan penyempurnaan peraturan 

DPR; 

j. mengikuti perkembangan dan 

melakukan evaluasi terhadap 

pembahasan materi muatan 

rancangan undang-undang melalui 

koordinasi dengan komisi 

dan/atau panitia khusus; 

k. melakukan sosialisasi program 

legislasi nasional dan/ atau 

Prolegnas perubahan; 

l. membuat laporan kinerja dan 

inventarisasi masalah di bidang 

perundang-undangan setiap akhir 

tahun sidang untuk disampaikan 

kepada Pimpinan DPR; dan 

m. membuat laporan kinerja dan 

inventarisasi masalah di bidang 

perundang-undangan pada akhir 

masa keanggotaan DPR untuk 

dapat digunakan oleh Badan 

Legislasi pada masa keanggotaan 

berikutnya. 

(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja 

dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya 

sesuai dengan kebutuhan, yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan 

Urusan Rumah Tangga. 

(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja 

dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya 

sesuai dengan kebutuhan, yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan 

Urusan Rumah Tangga. 

 
 



 

 

60 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

Pasal 106 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, dan mekanisme 

Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 5 

Badan Anggaran 
 

Pasal 107 

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat 

tetap. 

 
Pasal 108 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran berdasarkan 

representasi anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan dan 

pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR 

dan permulaan tahun sidang. 

(2) Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan penggantian oleh fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang. 

(3) Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan 

memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. 

 

Pasal 109 

UU 17/2014 UU 42/2014 

(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan 

satu kesatuan pimpinan yang bersifat 

kolektif dan kolegial. 

(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan 

satu kesatuan pimpinan yang bersifat 

kolektif dan kolegial. 

(2)  Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 

(satu) orang ketua dan paling banyak 3 

(tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari 

dan oleh anggota Badan Anggaran dalam 

satu paket yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 

prinsip musyawarah untuk mufakat.n 

Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) 

orang wakil ketua yang dipilih dari dan 

oleh anggota Badan Anggaran dalam satu 

paket yang bersifat tetap berdasarkan 

usulan fraksi sesuai dengan prinsip 

musyawarah untuk mufakat.15 

(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri 

atas 1 (satu) orang ketua dan paling 

banyak 4 (empat) orang wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggota 

Badan Anggaran dalam satu paket 

yang bersifat tetap berdasarkan 

usulan fraksi sesuai dengan prinsip 

musyawarah untuk mufakat. 

                                                        
15  Putusan MK No. 82/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 109 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan 
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(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang 
bakal calon pimpinan Badan Anggaran. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) 
orang bakal calon pimpinan Badan 
Anggaran. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan 
Anggaran berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan 
Anggaran berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam rapat Badan Anggaran 
yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah 
penetapan susunan dan keanggotaan 
Badan Anggaran. 

(5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam rapat Badan Anggaran 
yang dipimpin oleh pimpinan DPR 
setelah penetapan susunan dan 
keanggotaan Badan Anggaran. 

(6) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPR. 

(6) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemilihan pimpinan Badan Anggaran 
diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemilihan pimpinan Badan Anggaran 
diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
tertib. 

 
Pasal 110 

(1) Badan Anggaran bertugas: 

a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan 

pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk 

dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan 

anggaran; 

b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada 

usulan komisi yang berkaitan; 

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang 

dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan 

program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada 

keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah; 

d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR 

lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; 

e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah 

pemilihan yang diusulkan komisi; 

f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan 

APBN; dan 

                                                        
Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang 
dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan 
fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan 
perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi”; 
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g. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh 

komisi. 

(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 

ayat (3) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan 

menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada komisi melalui rapat komisi. 

 
Pasal 111 

Badan Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya 

sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah 

Tangga. 

 

Pasal 112 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, dan mekanisme 

kerja Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 

Paragraf 5A 
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 

 

Pasal 112A16 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk 

oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

 
Pasal 112B17 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 

(2) Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai 

dengan jumlah fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang ditetapkan dalam 

rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun 

sidang. 

 
 

Pasal 112C18 

(1) Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan 

kolegial. 

(2) Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua d,an 2 (dua) orang wakit ketua 

                                                        
16  Pasal 112A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
17  Pasal 112B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
18  Pasal 112C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap 

fraksi. 

(3) Penetapan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan 

dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan 

dan keanggotaan BAKN. 

 
Pasal 112D19 

(1) BAKN bertugas: 

a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang 

disampaikan kepada DPR; 

b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

kepada komisi; 

c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil 

pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan 

d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan 

tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN 

dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga 

negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, 

badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 

negara. 

(3) BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan 

lanjutan. 

(4) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d 

disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala. 

 
Pasal 112E20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN 

dapat dibantu oleh akuntan, ahti hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti. 

 
Pasal 112F21 

BAKN menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. 

 
Pasal 112G22 

                                                        
19  Pasal 112D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
20  Pasal 112E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
21  Pasal 112F merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
22  Pasal 112G merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, 

dan mekanisme kerja BAKN diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.23 

 
Paragraf 6 

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 
Pasal 113 

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR 

dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

 
Pasal 114 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 

(2) Keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

penggantian oleh fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang. 

(3) Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut 

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi. 

 
Pasal 115 

UU 17/2014 UU 42/2014 

(1) Pimpin BKSAP merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif dan 

kolegial.an BKSAP merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 

dan kolegial. 

(1) Pimpin BKSAP merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat kolektif dan 

kolegial.an BKSAP merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 

dan kolegial. 

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) 

orang wakil ketua yang dipilih dari dan 

oleh anggota BKSAP dalam satu paket 

yang bersifat tetap berdasarkan usulan 

fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah 

untuk mufakat.24 

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling banyak 4 

(empat) orang wakil ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota BKSAP 

dalam satu paket yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan fraksi sesuai 

dengan prinsip musyawarah untuk 

mufakat. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang 
bakal calon pimpinan BKSAP. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) 
orang bakal calon pimpinan BKSAP. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP 
berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat sebagaimana dimaksud pada 

                                                        
23  Dilaksanakan dengan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 
24  Putusan MK No. 82/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 115 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”Pimpinan 
BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari 
dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 
prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi” 
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tidak tercapai, keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak. 

ayat (2) tidak tercapai, keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 
rapat BKSAP yang dipimpin oleh 
pimpinan DPR setelah penetapan 
susunan dan keanggotaan BKSAP. 

(5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 
rapat BKSAP yang dipimpin oleh 
pimpinan DPR setelah penetapan 
susunan dan keanggotaan BKSAP. 

(6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan 
keputusan pimpinan DPR. 

(6) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan 
keputusan pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam 
peraturan DPR tentang tata tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemilihan pimpinan BKSAP diatur dalam 
peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Pasal 116 

(1) BKSAP bertugas: 

a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan 

kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun 

multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen 

dan/atau anggota parlemen negara lain; 

b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; 

c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan 

d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama 

antarparlemen. 

(2) BKSAP membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan baik yang sudah 

maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh 

BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya. 

 
Pasal 117 

BKSAP menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai 

dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. 

 
Pasal 118 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, dan mekanisme 

kerja BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 7 

Mahkamah Kehormatan Dewan 
 

Pasal 119 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat 

kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai 
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lembaga perwakilan rakyat. 

 
Pasal 120 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang 

terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan 

jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan 

permulaan tahun sidang. 

(2) Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan 

ditetapkan dalam rapat paripurna. 

 
 

Pasal 121 

UU 17/2014 UU 42/2014 UU 2/2018 

(1) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang 

bersifat kolektif dan 

kolegial. 

(1) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang 

bersifat kolektif dan 

kolegial. 

(1) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

merupakan satu kesatuan 

pimpinan yang bersifat 

kolektif dan kolegial. 

(2) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling 

banyak 2 (dua) orang 

wakil ketua yang dipilih 

dari dan oleh anggota 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan dalam satu paket 

yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan 

fraksi sesuai dengan 

prinsip musyawarah 

untuk mufakat.25 

(2) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling 

banyak 3 (tiga) orang 

wakil ketua yang dipilih 

daridan oleh anggota 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan dalam satu paket 

yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan 

fraksi sesuai dengan 

prinsip musyawarah 

untuk mufakat 

(2) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan paling banyak 

4 (empat) orang wakil 

ketua yang dipilih dari 

dan oleh anggota 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan dalam satu paket 

yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan 

fraksi sesuai dengan 

prinsip musyawarah 

untuk mufakat. 

(3) Setiap fraksi 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat 

mengajukan 1 (satu) 

orang bakal calon 

pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

(3) Setiap fraksi 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat 

mengajukan 1 (satu) 

orang bakal calon 

pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

(3) Setiap fraksi 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat 

mengajukan 1 (satu) 

orang bakal calon 

pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

                                                        
25 Putusan MK No. 82/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 121 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan 
Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil 
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat 
tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan 
keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 
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(4) Dalam hal pemilihan 

pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

berdasarkan 

musyawarah untuk 

mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

tidak tercapai, 

keputusan diambil 

berdasarkan suara 

terbanyak. 

(4) Dalam hal pemilihan 

pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

berdasarkan 

musyawarah untuk 

mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

tidak tercapai, keputusan 

diambil berdasarkan 

suara terbanyak. 

(4) Dalam hal pemilihan 

pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

berdasarkan 

musyawarah untuk 

mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

tidak tercapai, keputusan 

diambil berdasarkan 

suara terbanyak. 

(5) Pemilihan pimpinan 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam rapat 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan yang dipimpin 

oleh pimpinan DPR 

setelah penetapan 

susunan dan 

keanggotaan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

(5) Pemilihan pimpinan 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam rapat 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan yang dipimpin 

oleh pimpinan DPR 

setelah penetapan 

susunan dan 

keanggotaan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

(5) Pemilihan pimpinan 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam rapat 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan yang dipimpin 

oleh pimpinan DPR 

setelah penetapan 

susunan dan 

keanggotaan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

(6) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan 

DPR. 

(6) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan 

DPR. 

(6) Pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan 

ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan 

DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan diatur dalam 

peraturan DPR tentang 

tata tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan diatur dalam 

peraturan DPR tentang 

tata tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan 

Mahkamah Kehormatan 

Dewan diatur dalam 

peraturan DPR tentang 

tata tertib.26 

 
Pasal 121A27 

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi: 

a. pencegahan dan pengawasan; dan 

b. penindakan. 

 
 

                                                        
26 Dilaksanakana dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 
tentang Tata Tertib 
27 Pasal 121A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Pasal 122 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas 

melakukan penyelidikan dan verifikasi 

atas pengaduan terhadap anggota karena: 

a. tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81; 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut tanpa keterangan 

yang sah; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

anggota DPR sebagaimana ketentuan 

mengenai syarat calon anggota DPR 

yang diatur dalam undang–undang 

mengenai pemilihan umum anggota 

DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau 

d. melanggar ketentuan larangan 

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah 

Kehormatan Dewan bertugas: 

a. melakukan pencegahan terjadinya 

pelanggaran Kode Etik; 

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, 

sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR; 

c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, 

sikap, perilaku, dan tindakan sistem 

pendukung DPR yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenang anggota DPR; 

d. melakukan pemantapan niiai dan norma 

yang terkandung dalam Pancasila, 

peraturan perundang-undangan, dan Kode 

Etik; 

e. melakukan penyelidikan perkara 

pelanggaran Kode Etik; 

f. melakukan penyelidikan perkara 

pelanggaran Kode Etik sistem pendukung 

yang berkaitan dengan pelanggaran Kode 

Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR; 

g. memeriksa dan mengadili perkara 

pelanggaran Kode Etik; 

h. memeriksa dan mengadili perkara 

pelanggaran Kode Etik sistem pendukung 

yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode 

Etik sistem pendukung DPR, terkecuali 

sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil; 

i. menyelenggarakan administrasi perkara 

pelanggaran Kode Etik; 

j. melakukan peninjauan kembali terhadap 

putusan perkara pelanggaran Kode Etik; 

k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara 

pelanggaran Kode Etik; 

l. mengambil langkah hukum dan/atau 

langkah lain terhadap orang perseorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan DPR dan 

anggota DPR;28 

m. mengajukan rancangan peraturan DPR 

mengenai kode etik dan tata beracara 

Mahkamah Kehormatan Dewan kepada 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Mahkamah Kehormatan Dewan 

melakukan evaluasi dan penyempurnaan 

peraturan DPR tentang kode etik DPR. 

(3) Mahkamah Kehormatan Dewan 

berwenang memanggil pihak yang 

berkaitan dan melakukan kerja sama 

dengan lembaga lain. 

                                                        
28  Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 122 huruf l UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR 

selanjutnya menugaskan kepada alat 

kelengkapan DPR yang bertugas menyusun 

peraturan DPR; dan 

n. menyusun rencana kerja dan anggaran 

setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang 

selanjutnya disampaikan kepada 

badan/panitia yang menyelenggarakan 

urusan rumah tangga DPR. 

 
Pasal 122A29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah 

Kehormatan Dewan berwenang: 

a. melakukan kegiatan surat menyuurat di internal DPR; 

b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik; 

c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik 

sistem pendukung DPR; 

d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, 

dan tindakan anggota DPR; 

e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR; 

f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung 

DPR; 

g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara 

pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR; 

h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik 

DPR; 

i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik 

sistem pendukung DPR; 

j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR; 

k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR; 

l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR; 

m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR; 

n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR 

dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan 

o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait 

pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode 

Etik anggota DPR. 

 

Pasal 122B30 

Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, 

dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan. 

                                                        
29  Pasal 122A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
30 Pasal 122B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Pasal 123 

Mahkamah Kehormatan Dewan menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun 

sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah 

Tangga. 

 
Pasal 124 

(1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang 

dilakukan oleh anggota DPR berupa: 

a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya; 

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau 

c. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum 

tetap. 

(2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: 

a. hasil verifikasi; dan 

b. usulan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(3) Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tindak lanjut terhadap 

penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan 

DPR atas keputusan tindak lanjut penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

 
Pasal 125 

(1) Aduan yang diajukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan paling sedikit 

memuat: 

a. identitas pengadu; 

b. identitas teradu; dan 

c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran. 

(2) Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi 

identitas diri yang sah paling sedikit meliputi: 

a. nama lengkap; 

b. tempat tanggal lahir/umur; 

c. jenis kelamin; 

d. pekerjaan; 

e. kewarganegaraan; dan 

f. alamat lengkap/domisili. 

(3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi 

akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga 

organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi. 

(4) Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 
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meliputi: 

a. nama lengkap; 

b. nomor anggota; 

c. daerah pemilihan; dan 

d. fraksi/partai politik. 

(5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan 

kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal. 

(6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada 

pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu. 

 
Pasal 126 

(1) Pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat disampaikan oleh: 

a. pimpinan DPR atas aduan anggota DPR terhadap anggota DPR; 

b. anggota DPR terhadap pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR 

lainnya; dan 

c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, 

pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. 

(2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 

ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu. 

 
Pasal 127 

Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu: 

a. meninggal dunia; 

b. telah mengundurkan diri; atau 

c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik. 

 
Pasal 128 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum 

maupun pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat 

bukti yang didapatkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Mahkamah 

Kehormatan Dewan dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang 

memahami materi pelanggaran yang diadukan. 

 
Pasal 129 

Mahkamah Kehormatan Dewan wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi 

sampai dengan perkara diputus. 
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Pasal 130 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak 

menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan alat bukti. 

(2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan 

alat bukti, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti atau tidak 

menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1). 

(3) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti 

pengaduan, materi aduan disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu 

secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Mahkamah Kehormatan 

Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan. 

 

Pasal 131 

(1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan meliputi: 

a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu; 

b. mendengarkan keterangan teradu; 

c. memeriksa alat bukti; dan 

d. mendengarkan pembelaan teradu. 

(2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 124 ayat (1) sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dilakukan tanpa 

mendengarkan keterangan dari pengadu. 

 
Pasal 132 

(1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup. 

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang 

diperoleh dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 

 
Pasal 133 

(1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang pertama untuk 

mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu paling lama 14 

(empat belas) Hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti 

dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

130 ayat (3). 

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menanggung segala biaya yang muncul 

berkaitan dengan pengaduan. 

 
Pasal 134 

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari sidang kedua untuk 

mendengarkan keterangan teradu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak 
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pengadu didengarkan dalam sidang pertama Mahkamah Kehormatan Dewan. 

 
Pasal 135 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan surat panggilan sidang kepada 

teradu dengan tembusan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 7 (tujuh) 

Hari sebelum sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat 

inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

(3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat 

keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan 

fraksi. 

 
Pasal 136 

(1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau 

tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dan ayat (3), sidang 

ditunda. 

(3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga 

puluh) Hari terhitung sejak panggilan pertama. 

(4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 

(tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya. 

(5) Jika teradu tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan sebanyak 3 

(tiga) kali tanpa alasan yang sah, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan sidang 

untuk mengambil putusan dengan tanpa dihadiri teradu. 

 
Pasal 137 

(1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya. 

(2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap pengaduan yang diajukan oleh 

pengadu. 

(3) Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga. 

 
Pasal 138 

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan meliputi: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 
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c. surat; 

d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 

kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau 

optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, 

atau perforasi yang memiliki makna, keterangan pengadu dan teradu; dan 

e. petunjuk lain. 

 
Pasal 139 

(1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a, dapat 

disampaikan oleh saksi yang diajukan: 

a. pengadu; 

b. teradu; dan/atau 

c. Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan 

Dewan untuk memberikan keterangan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan 

harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan. 

 
Pasal 140 

(1) Pemeriksaan saksi meliputi: 

a. identitas saksi; dan 

b. pengetahuan saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi. 

(2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. nama lengkap; 

b. tempat tanggal lahir/umur; 

c. jenis kelamin; 

d. pekerjaan; dan 

e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas 

resmi lainnya. 

(3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa 

yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. 

(4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya. 

 
Pasal 141 

(1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b, dapat 

disampaikan oleh ahli yang diajukan: 

a. pengadu; 

b. teradu; dan/atau 
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c. Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan 

Dewan untuk memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Kehormatan 

Dewan. 

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan 

harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(4) Ahli wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya. 

 
Pasal 142 

(1) Pemeriksaan ahli meliputi: 

a. identitas ahli; dan 

b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi aduan yang sedang diperiksa atau 

alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 

huruf c dan huruf d. 

(2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. nama lengkap; 

b. tempat, tanggal lahir/umur; 

c. jenis kelamin; 

d. pekerjaan; 

e. alamat/domisili; dan 

f. keahlian. 

(3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada 

pendidikan, keahlian, dan pengalamannya. 

 
Pasal 143 

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan menilai alat bukti yang diajukan dalam 

pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan 

alat bukti yang lain. 

(2) Mahkamah Kehormatan Dewan menentukan sah-tidaknya alat bukti sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 138. 

 
Pasal 144 

(1) Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Kehormatan 

Dewan dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang 

Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Kehormatan Dewan memberitahukan 

kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses lebih 

lanjut. 

(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan 

DPR menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Mahkamah 

Kehormatan Dewan yang diadukan. 
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(3) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutus teradu tidak terbukti 

melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai 

pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Kehormatan Dewan diaktifkan kembali 

oleh pimpinan DPR. 

 
Pasal 145 

(1) Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan didasarkan atas: 

a. asas kepatutan, moral, dan etika; 

b. fakta dalam hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan; 

c. fakta dalam pembuktian; 

d. fakta dalam pembelaan; dan 

e. Tata Tertib dan Kode Etik. 

(2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan DPR dilarang melakukan upaya 

intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(3) Upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik dan akan diproses oleh 

Mahkamah Kehormatan Dewan. 

 
Pasal 146 

(1) Putusan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan diambil dengan cara 

musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

terpenuhi, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(3) Setiap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan harus memuat: 

a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN 

DEMI KEHORMATAN DPR”; 

b. identitas teradu; 

c. ringkasan aduan; 

d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan pengadu dan 

teradu; 

e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian; 

f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan; 

g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar putusan; 

h. amar putusan; 

i. hari dan tanggal putusan; dan 

j. nama dan tanda tangan paling sedikit 1 (satu) orang pimpinan Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 

 
Pasal 147 

(1) Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final dan mengikat, kecuali 

mengenai putusan pemberhentian tetap anggota. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                    77 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

(2) Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian tetap anggota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat 

paripurna. 

(3) Dalam hal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian tetap 

anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusan berlaku sejak tanggal 

mendapatkan persetujuan rapat paripurna. 

(4) Amar putusan berbunyi: 

a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau 

b. menyatakan teradu terbukti melanggar. 

(5) Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a, putusan disertai rehabilitasi kepada teradu. 

(6) Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan putusan rehabilitasi kepada 

pimpinan DPR dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari anggota yang 

bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku. 

(7) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan dalam rapat 

paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan Mahkamah Kehormatan 

Dewan oleh pimpinan DPR dan dibagikan kepada semua anggota DPR. 

(8) Dalam hal teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 

putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa: 

a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis; 

b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR 

atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat 

kelengkapan DPR; atau 

c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan 

atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR. 

 
Pasal 148 

(1) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus pelanggaran kode etik 

yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, Mahkamah 

Kehormatan Dewan harus membentuk panel sidang pelanggaran kode etik anggota 

DPR. 

(2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota 

Mahkamah Kehormatan Dewan dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat. 

(3) Putusan panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada rapat 

paripurna untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota 

DPR. 

 
Pasal 149 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan, 

tata cara pengenaan sanksi, tata cara pembentukan panel, dan tata cara sidang 
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pelanggaran kode etik DPR diatur dalam peraturan DPR. 

 
Paragraf 8 

Badan Urusan Rumah Tangga 
 

Pasal 150 

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk oleh DPR dan 

merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. 

 
Pasal 151 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa 

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 

(2) Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan 

fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di 

komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 

 
Pasal 152 

UU 17/2014 UU 42/2014 

(1) Pimpinan BURT merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 

dan kolegial. 

(1) Pimpinan BURT merupakan satu 

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 

dan kolegial. 

(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) 

orang wakil ketua yang dipilih dari dan 

oleh anggota BURT dalam satu paket 

yang bersifat tetap berdasarkan usulan 

fraksi sesuai dengan prinsip 

musyawarah untuk mufakat.31 

(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan paling banyak 4 

(empat) orang wakil ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota BURT 

dalam satu paket yang bersifat tetap 

berdasarkan usulan fraksi sesuai 

dengan prinsip musyawarah untuk 

mufakat. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang 

bakal calon pimpinan BURT. 

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) 

orang bakal calon pimpinan BURT. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak tercapai, keputusan diambil 

berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT 

berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak tercapai, keputusan 

diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 

(5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 

                                                        
31  Putusan MK No. 82/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 152 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan 
BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan 
oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip 
musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap fraksi”. 
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rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan 

DPR setelah penetapan susunan dan 

keanggotaan BURT. 

rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan 

DPR setelah penetapan susunan dan 

keanggotaan BURT. 

(6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan DPR. 

(6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan DPR. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan BURT diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan BURT diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
 

Pasal 153 

BURT bertugas: 

a. menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR untuk setiap tahun 

anggaran dan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk dilaksanakan; 

b. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang dituangkan dalam 

program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR 

dan fraksi; 

c. dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

BURT dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah 

untuk dibahas bersama; 

d. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan 

kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk 

pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; 

e. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang 

berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugasi oleh 

pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah; 

f. menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan umum anggaran tahunan DPR 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR untuk 

mendapatkan persetujuan; 

g. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan 

untuk itu. 

 
Pasal 154 

BURT menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

 
Pasal 155 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas dan mekanisme 

kerja BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 
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Paragraf 9 
Panitia Khusus 

 
Pasal 156 

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat 

sementara. 

 
Pasal 157 

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan 

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 

(2) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang ditetapkan 

dalam rapat paripurna DPR. 

 
Pasal 158 

(1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif 

dan kolegial. 

(2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) 

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan 

prinsip musyawarah untuk mufakat.32 

(3) Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan 

susunan dan keanggotaan panitia khusus. 

 
Pasal 159 

(1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu 

yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 

(2) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. 

(3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir 

atau karena tugasnya selesai. 

(4) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus. 

 
Pasal 160 

Panitia khusus menggunakan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

kebutuhan yang diajukan kepada pimpinan DPR. 

 

                                                        
32  Putusan MK No. 82/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 158 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan 
panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih 
dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan 
mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi”. 
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Pasal 161 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, dan mekanisme 

kerja panitia khusus diatur dengan peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan Wewenang dan Tugas 
 

Paragraf 1 
Pembentukan Undang-Undang 

 
Pasal 162 

(1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

(2) Pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang 

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, kecuali yang ditentukan 

lain oleh Undang-Undang ini. 

 
Pasal 163 

(1) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. 

(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai 

dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang–undang mengenai: 

a. APBN; 

b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang–undang menjadi undang–

undang; atau 

c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang. 

 
Pasal 164 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Usul rancangan undang-undang dapat 

diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan 

gabungan komisi. 

(1) Usul rancangan undang-undang dapat 

diajukan oleh anggota DPR, komisi, 

gabungan komisi, atau Badan 

Legislasi. 

(2) Usul rancangan undang-undang 

disampaikan secara tertulis oleh anggota 

DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan 

Badan Legislasi kepada pimpinan DPR 

disertai daftar nama dan tanda tangan 

pengusul. 

(2) Usul rancangan undang-undang 

disampaikan secara tertulis oleh anggota 

DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan 

Badan Legislasi kepada pimpinan DPR 

disertai daftar nama dan tanda tangan 

pengusul. 

(3) DPR memutuskan usul rancangan 

undang-undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam rapat paripurna, 

berupa: 

(3) DPR memutuskan usul rancangan 

undang-undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam rapat paripurna, 

berupa: 
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UU 17/2014 UU 2/2018 

a. persetujuan; 

b. persetujuan dengan pengubahan; 

atau 

c. penolakan. 

a. persetujuan; 

b. persetujuan dengan pengubahan; 

atau 

c. penolakan. 

(4) Dalam hal persetujuan dengan 

pengubahan, DPR menugasi komisi, 

Badan Legislasi, atau panitia khusus 

untuk menyempurnakan rancangan 

undang-undang tersebut. 

(4) Dalam hal persetujuan dengan 

pengubahan, DPR menugasi komisi, 

Badan Legislasi, atau panitia khusus 

untuk menyempurnakan rancangan 

undang-undang tersebut. 

(5) Rancangan undang-undang yang telah 

disiapkan oleh DPR disampaikan dengan 

surat pimpinan DPR kepada Presiden. 

(5) Rancangan undang-undang yang telah 

disiapkan oleh DPR disampaikan dengan 

surat pimpinan DPR kepada Presiden. 

 
 

Pasal 165 

(1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat 

Presiden kepada pimpinan DPR. 

(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan 

pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan DPD. 

 
Pasal 166 

(1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah 

akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.33 

(3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima rancangan undang-

undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirim surat kepada 

Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam 

pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan 

DPD. 

(4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat 

kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan 

                                                        
33  Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 166 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik 
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden” 
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rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden. 

(5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung 

sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. 

 
Pasal 167 

Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat 

(2) dilaksanakan oleh DPD. 

 
Pasal 168 

Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, 

atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. 

 
Pasal 169 

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri atas: 

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan 

Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan 

b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. 

 
Pasal 170 

(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. pengantar musyawarah; 

b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan 

c. penyampaian pendapat mini. 

(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: 

a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika 

rancangan undang-undang berasal dari DPR; 

b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan 

pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan 

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari DPR; 

c. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan 

pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

kewenangan DPD berasal dari DPD; 

d. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika 

rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau 

e. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan 

pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan 

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari Presiden. 

(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan 

oleh: 

a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR; 

b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden; 
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c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang 

berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

huruf c; 

d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang 

terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf 

c; atau 

e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang 

terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf 

c. 

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: 

a. fraksi; 

b. DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; dan 

c. Presiden. 

(5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

huruf b dan huruf e dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. 

(6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau 

lembaga lain jika materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga 

negara atau lembaga lain. 

 
Pasal 171 

(1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan 

Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan: 

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini 

DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; 

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR 

secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan 

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi. 

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara 

musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan suara terbanyak. 

(3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan 

lagi dalam persidangan DPR masa itu. 

 
Pasal 172 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan diatur dalam peraturan DPR 

tentang tata tertib. 
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Pasal 173 

(1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk 

pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan 

DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya. 

(2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas rancangan 

undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari 

masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan masukan dan penyerapan 

aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-

undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Penerimaan Pertimbangan DPD 
terhadap Rancangan Undang-Undang 

 
Pasal 174 

(1) DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis mengenai rancangan 

undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum 

memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden. 

(2) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan 

surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya. 

(3) Apabila rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari DPR, pimpinan DPR menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD 

memberikan pertimbangannya. 

(4) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan 

secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak 

diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali rancangan undang-undang tentang APBN 

disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum diambil persetujuan 

bersama antara DPR dan Presiden. 

(5) Pada rapat paripurna DPR berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan kepada 

anggota DPR perihal diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang-

undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan meneruskannya kepada Badan 

Musyawarah untuk diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang akan 

membahasnya. 
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Paragraf 3 
Kuasa DPR di Persidangan Mahkamah Konstitusi 

 
Pasal 175 

(1) Dalam hal suatu undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kuasa 

DPR untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi 

adalah alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dengan 

melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang sudah 

tidak ada pada saat undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-

undangan menjadi kuasa DPR. 

(3) Dalam hal tertentu DPR dapat memanggil setiap orang yang terlibat dalam 

penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang yang diuji untuk 

memberikan keterangan sebagai saksi dan/atau ahli. 

 
Paragraf 4 

Penetapan APBN 
 

Pasal 176 

(1) Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam 

rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 

(2) Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan 

disepakati bersama dengan DPR. 

(3) Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan 

rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan 

APBN, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan 

Presiden. 

 
Pasal 177 

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf 

e, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 

a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka 

menyusun rancangan APBN; 

b. pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan 

undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden; 

c. pembahasan: 

1. laporan realisasi semester pertama dan 6 (enam) bulan berikutnya; 

2. penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka 

penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang 

bersangkutan, apabila terjadi: 
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a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang 

digunakan dalam APBN; 

b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; 

c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran 

antar-unit organisasi; dan/atau 

d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan; 

d. pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas 

undang-undang tentang APBN; dan 

e. pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN. 

 
Pasal 178 

(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN dilakukan 

segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan 

pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi: 

a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 

berikutnya; 

b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap 

kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan 

c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program. 

(2) Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan 

fiskal kepada DPR pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya 

apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. 

(3) Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat 

dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran 

kementerian/lembaga tersebut. 

(4) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disampaikan kepada Badan Anggaran. 

 
Pasal 179 

Kegiatan dalam tahap pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

178 meliputi: 

a. rapat kerja yang diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi 

anggaran menurut fungsi dan program kementerian/lembaga; dan 

b. rapat kerja yang diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank 

Indonesia untuk penyelesaian akhir kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok 

kebijakan fiskal, dengan memperhatikan pemandangan umum fraksi, jawaban 

Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi 

dengan Pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi dan program 

kementerian/lembaga. 
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Pasal 180 

(1) Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai nota 

keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun 

sebelumnya. 

(2) Rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen 

pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat 

paripurna DPR. 

(3) Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan 

tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, 

dan Pasal 171. 

(4) DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan 

dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. 

(5) Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang 

APBN dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang 

bersangkutan dilaksanakan. 

(6) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan 

program. 

(7) Dalam hal DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran paling tinggi 

sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. 

 
Pasal 180A34 

Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara 

Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil 

pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR. 

 
Pasal 181 

Badan Anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada 

triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang laporan realisasi semester pertama APBN 

dan perkiraan realisasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disampaikan Pemerintah 

kepada DPR paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

 
Pasal 182 

(1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur 

APBN yang sangat signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang 

tentang perubahan APBN tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa: 

                                                        
34  Pasal 180A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                    89 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

a. penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah 

asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau 

b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 

asumsi yang telah ditetapkan. 

(3) Perubahan postur APBN yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 

pagu yang telah ditetapkan; 

b. kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau lembaga paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; 

c. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu 

anggarannya; dan/atau 

d. kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN 

terhadap produk domestik bruto yang telah ditetapkan. 

(4) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan 

Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam 

masa sidang setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan 

oleh Pemerintah kepada DPR. 

(5) Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan 

postur APBN yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3), pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan 

pelaksanaannya disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah. 

 
Pasal 183 

Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke 

DPR. 

 
Pasal 184 

(1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi 

realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang 

dilampiri dengan laporan keuangan kementerian/lembaga. 

 

 

 

 



 

 

90 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

Paragraf 5 
Pengajuan dan Pemberian Persetujuan atau 

Pertimbangan atas Calon untuk Pengisian Jabatan 
 

Pasal 185 

(1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR. 

(2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu 

jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat 

paripurna DPR. 

(3) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menugasi 

Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya 

kepada alat kelengkapan DPR terkait. 

(4) Pembahasan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 186 

DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar 

untuk negara lain dan menerima penempatan duta besar dari negara lain. 

 
Pasal 187 

(1) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari Presiden mengenai 

penempatan calon duta besar untuk negara lain, pimpinan DPR menyampaikan 

pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna DPR. 

(2) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugasi alat 

kelengkapan DPR terkait untuk membahasnya secara rahasia. 

 
Pasal 188 

(1) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari Presiden mengenai 

penempatan calon duta besar negara lain untuk Republik Indonesia, pimpinan DPR 

menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna DPR tanpa 

menyebut nama calon duta besar. 

(2) Dalam hal permintaan pertimbangan terhadap calon duta besar negara lain untuk 

Republik Indonesia disampaikan pada masa reses, permintaan tersebut dibahas 

dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan 

pimpinan fraksi. 

 
Pasal 189 

Pertimbangan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 disampaikan oleh pimpinan 

DPR kepada Presiden secara rahasia. 
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Pasal 190 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian persetujuan atau 

pertimbangan atas calon untuk pengisian jabatan diatur dalam peraturan DPR tentang 

tata tertib. 

Paragraf 6 
Pemilihan Anggota BPK 

 
Pasal 191 

DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 

 
Pasal 192 

(1) Pimpinan DPR memberitahukan kepada pimpinan DPD mengenai rencana 

pemilihan anggota BPK disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota 

BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK, 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses 

pelaksanaan pemilihan anggota BPK. 

(2) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 

tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan 

pemilihan, yang selanjutnya segera disampaikan kepada alat kelengkapan DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai bahan 

pertimbangan. 

(3) Dalam hal pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

disampaikan, pemilihan anggota BPK tetap dilaksanakan. 

(4) Nama calon terpilih anggota BPK disampaikan oleh DPR kepada Presiden paling 

lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa jabatan anggota BPK berakhir. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK dan penerimaan 

pertimbangan dari DPD diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Pasal 193 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Bagian Kesepuluh 

Pelaksanaan Hak DPR 
 

Paragraf 1 
Hak Interpelasi 

 
Pasal 194 

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a diusulkan 

oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi. 
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(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen 

yang memuat paling sedikit: 

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan 

dimintakan keterangan; dan 

b. alasan permintaan keterangan. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPR apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 

1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. 

 
Pasal 195  

(1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 disampaikan oleh 

pengusul kepada pimpinan DPR.  

(2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh 

pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota. 

(3) Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul interpelasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada 

pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul interpelasinya secara ringkas.  

(4) Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui 

oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik 

usulnya kembali. 

(5) Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR 

secara tertulis dan pimpinan DPR membagikan kepada semua anggota. 

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1), harus diadakan penambahan 

penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.  

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak interpelasi sebelum 

dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan 

Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk 

itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. 

(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang 

menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda 

tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal 

tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat 

dilanjutkan.  

(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang 
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dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. 

 
Pasal 196 

(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) 

menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden atau pimpinan 

lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi 

interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya. 

(2) Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menugasi menteri/pejabat terkait 

untuk mewakilinya. 

 
Pasal 197 

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan 

lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196. 

(2) Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan 

materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali. 

(3) Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya. 

(4) Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan 

lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari 

rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

 
Pasal 198 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Hak Angket 
 

Pasal 199 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh 

paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 

(2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

dokumen yang memuat paling sedikit: 

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; 

dan 

b. alasan penyelidikan. 
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(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 

1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. 

 
Pasal 200  

(1) Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 disampaikan oleh 

pengusul kepada pimpinan DPR. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam 

rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota. 

(3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul 

hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan 

kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket 

secara ringkas.  

(4) Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh 

rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik 

usulnya kembali. 

(5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR 

secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya kepada semua anggota.  

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki 

pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 199 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga 

jumlahnya mencukupi. 

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan 

pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang 

berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), ketua rapat paripurna mengumumkan 

pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda 

dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. 

(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang 

menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan 

pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan 

rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan. 

(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang 

dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. 

 
Pasal 201 

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 199 ayat (1). 
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(2) Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang 

keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. 

(3) Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul 

tersebut tidak dapat diajukan kembali. 

 
Pasal 202  

(1) Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita 

Negara.  

(2) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga penentuan 

biaya panitia angket.  

(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Presiden.  

(4) Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2). 

 
Pasal 203 

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2), dalam melakukan 

penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), selain meminta keterangan 

dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, 

dan/atau pihak terkait lainnya. 

 
Pasal 204 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia 

angket dapat memanggil warga negara 

Indonesia dan/atau orang asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia untuk 

dimintai keterangan. 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia 

angket dapat memanggil warga negara 

Indonesia dan/atau orang asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia untuk 

dimintai keterangan. 

(2) Warga negara Indonesia dan/atau orang 

asing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib memenuhi panggilan panitia 

angket. 

(2) Warga negara Indonesia dan/atau orang 

asing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib memenuhi panggilan panitia 

angket. 

(3) Dalam hal warga negara Indonesia 

dan/atau orang asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi 

panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah, 

panitia angket dapat memanggil secara 

paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(3) Dalam hal warga negara Indonesia 

dan/atau orang asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi 

panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah, 

panitia angket dapat memanggil secara 

paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(4) Bantuan Kepolisian Negara Republik (4) Bantuan Kepolisian Negara Republik 
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UU 17/2014 UU 2/2018 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) didasarkan atas permintaan 

pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) didasarkan atas permintaan 

pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

(5) Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dibebankan pada anggaran DPR. 

(5) Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dibebankan pada anggaran DPR. 

(6) Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia memerintahkan Kepala 

Kepolisian Daerah di tempat domisili 

yang dipanggil paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

(7) Dalam hal menjalankan panggilan 

paksa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dan ayat (6), Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dapat 

menyandera badan hukum dan/atau 

warga masyarakat paling lama 15 

(lima belas) Hari. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemanggilan paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan 

penyanderaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) diatur dengan 

Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.35 

 
Pasal 205  

(1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, 

pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan 

keterangan. 

(2) Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 

hukum, atau warga masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka waktu yang 

cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal 

pelaksanaannya. 

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan 

keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang 

diperlukan kepada panitia khusus.  

(4) Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.  

                                                        
35  Amanat peraturan pelaksana ini belum dilaksanakan. 
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(5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang 

sah, atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran 

yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.  

(6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan 

kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang 

bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 

atas permintaan panitia khusus. 

(7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi 

tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima 

belas) Hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 206 

(1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR 

paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket. 

(2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panita angket. 

 
Pasal 207  

(1) Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam 

rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua 

anggota. 

(2) Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir 

fraksi. 

 
Pasal 208  

(1) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) 

memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak 

menyatakan pendapat.  

(2) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) 

memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan 

materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.  

(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 

mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 

(satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan 
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lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. 

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPR 

kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat 

paripurna DPR.  

(5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai 

dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 209 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 3 

Hak Menyatakan Pendapat 
 

Pasal 210 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c 

diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR. 

(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: 

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a dan alasan 

pengajuan usul pernyataan pendapat; 

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b; atau 

c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak 

dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR 

apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir. 

 
Pasal 211  

(1) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 

disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam 

rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota DPR. 

(3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul 

menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat 

memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan atas 
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usul menyatakan pendapatnya secara ringkas. 

(4) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan dan 

menarik usulnya kembali. 

(5) Perubahan atau penarikan kembali usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR 

secara tertulis dan dibagikan kepada semua anggota DPR.  

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang belum 

memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan 

sehingga jumlahnya mencukupi. 

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat 

sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan 

Musyawarah, yang berakibat jumlah penanda tangan tidak mencukupi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu 

dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.  

(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang 

menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan 

membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.  

(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang 

dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. 

 
Pasal 212 

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1). 

(2) Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi 

DPR dengan keputusan DPR. 

(3) Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. 

 
Pasal 213 

(1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) melaporkan 

pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) 

Hari sejak dibentuknya panitia khusus. 

(2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus. 
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Pasal 214 

(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) 

memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR menyatakan 

pendapatnya kepada Pemerintah. 

(2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) 

memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan. 

(3) Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus terhadap materi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut 

dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali. 

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari 

rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua 

per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir. 

(5) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden. 

 
Pasal 215 

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) terbukti, DPR menyelenggarakan rapat 

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden kepada MPR. 

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) tidak terbukti, usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. 

 
Pasal 216 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur 

dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 
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Bagian Kesebelas 

Pelaksanaan Hak Anggota 
 

Paragraf 1 
Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang 

 
Pasal 217 

(1) Anggota DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usul rancangan undang-undang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib. 

 
Paragraf 2 

Hak Mengajukan Pertanyaan 
 

Pasal 218 

(1) Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan. 

(2) Dalam hal pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas serta 

disampaikan kepada pimpinan DPR. 

(3) Apabila diperlukan, pimpinan DPR dapat meminta penjelasan kepada anggota DPR 

yang mengajukan pertanyaan. 

(4) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Presiden, pimpinan lembaga negara, atau badan hukum dan meminta agar 

Presiden, pimpinan lembaga negara, atau badan hukum memberikan jawaban. 

(5) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat tertutup atau 

terbuka. 

(6) Pimpinan DPR tidak dapat mengumumkan pertanyaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) yang bersifat tertutup. 

(7) Pimpinan DPR dapat mengumumkan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) yang bersifat terbuka. 

 
Pasal 219 

(1) Jawaban atas pertanyaan anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 

ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Presiden, pimpinan lembaga negara, atau 

badan hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak 

pertanyaan diterima oleh Presiden, pimpinan lembaga negara, atau badan hukum. 

(2) Penyampaian jawaban oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diwakilkan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
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Paragraf 3 
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat 

 
Pasal 220 

(1) Anggota DPR berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik 

yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat. 

(2) Tata cara penyampaian usul dan pendapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

mengenai hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul dan pendapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPR 

tentang tata tertib. 

 
Pasal 221  

(1) Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, anggota mendaftar pada 

ketua rapat. 

(2) Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu 

kepada anggota yang datang lebih awal.  

(3) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara 

lisan dan/ atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat. 

(4) Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul 

dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya. 

 
Paragraf 4 

Hak Memilih dan Dipilih 
 

Pasal 222 

(1) Anggota DPR mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan 

tertentu pada alat kelengkapan DPR. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Paragraf 5 

Hak Membela Diri 
 

Pasal 223 

(1) Anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, 

dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk 

membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan 

Dewan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 
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tertib. 

 
Paragraf 6 

Hak Imunitas 
 

Pasal 224 
 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(3) Anggota DPR tidak dapat dituntut di 

depan pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik secara lisan 

maupun tertulis di dalam rapat DPR 

ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan 

dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPR. 

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan 

pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik secara lisan 

maupun tertulis di dalam rapat DPR 

ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan 

dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPR. 

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di 

depan pengadilan karena sikap, tindakan, 

kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di 

luar rapat DPR yang semata-mata karena 

hak dan kewenangan konstitusional DPR 

dan/atau anggota DPR. 

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan 

pengadilan karena sikap, tindakan, 

kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di 

luar rapat DPR yang semata-mata karena 

hak dan kewenangan konstitusional DPR 

dan/atau anggota DPR. 

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti 

antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik di dalam rapat DPR 

maupun di luar rapat DPR yang berkaitan 

dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPR. 

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti 

antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik di dalam rapat DPR 

maupun di luar rapat DPR yang berkaitan 

dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPR. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 

yang bersangkutan mengumumkan 

materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain 

yang dinyatakan sebagai rahasia negara 

menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan.36 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 

yang bersangkutan mengumumkan materi 

yang telah disepakati dalam rapat tertutup 

untuk dirahasiakan atau hal lain yang 

dinyatakan sebagai rahasia negara 

menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Pemanggilan dan permintaan keterangan 

kepada anggota DPR yang diduga 

melakukan tindak pidana sehubungan 

dengan pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) 

dan ayat (4) harus mendapatkan 

Dihapus 

                                                        
36  Dilaksanakan dengan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 
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UU 17/2014 UU 2/2018 

persetujuan tertulis dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan.37 

(6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus 

memproses dan memberikan putusan 

atas surat pemohonan tersebut dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

Hari setelah diterimanya permohonan 

persetujuan pemanggilan keterangan 

tersebut. 

Dihapus 

(7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan 

Dewan memutuskan tidak memberikan 

persetujuan atas pemanggilan angggota 

DPR, surat pemanggilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki 

kekuatan hukum/batal demi hukum. 

Dihapus 

 
 

Paragraf 7 
Hak Protokoler 

 
Pasal 225 

(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak protokoler. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 
Paragraf 8 

Hak Keuangan dan Administratif 
 

Pasal 226 

(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan DPR dan anggota DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Paragraf 9 

Hak Pengawasan 
 

Pasal 227 

(1) Setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan 

kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan. 

                                                        
37 Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 menyatakan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan 

Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. 
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(2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPR 

berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib 

menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan 

kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah undang-undang tentang APBN 

atau undang-undang tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR. 

(4) Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat diakses oleh publik. 

(5) Anggota DPR dapat meminta pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. 

(6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menindaklanjutinya dan 

menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada anggota DPR. 

 
Bagian Kedua Belas 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 
 

Paragraf 1 
Persidangan 

 
Pasal 228 

(1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 

Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, 

pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 

(2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPR dimulai pada saat 

pengucapan sumpah/janji anggota. 

(3) Tahun sidang dibagi dalam masa persidangan. 

(4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan 

terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan. 

(5) Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota 

DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang 

bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. 

 
Pasal 229 

Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang 

dinyatakan tertutup. 

 
Pasal 230 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dalam peraturan 

DPR tentang tata tertib. 



 

 

106 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

 
Paragraf 2 

Pengambilan Keputusan 
 

Pasal 231 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara 

musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(3) Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang 

terkait dalam pengambilan keputusan. 

 
Pasal 232 

(1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi 

kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh 

lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 

(satu per dua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap 

pelaksanaan hak menyatakan pendapat. 

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat 

ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak 

lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR. 

 
Pasal 233 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Bagian Ketiga Belas 

Tata Tertib dan Kode Etik 
 

Paragraf 1 
Tata Tertib 

 
Pasal 234 

(1) Tata tertib DPR ditetapkan oleh DPR dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal 

DPR. 
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(3) Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang: 

a. pengucapan sumpah/janji; 

b. penetapan pimpinan; 

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 

d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat; 

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban 

anggota; 

f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan; 

g. penggantian antarwaktu anggota; 

h. pengambilan keputusan; 

i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif; 

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 

k. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan 

l. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

 
Paragraf 2 
Kode Etik 

 
Pasal 235 

DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota 

selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan 

kredibilitas DPR. 

 
Bagian Keempat Belas 
Larangan dan Sanksi 

 
Paragraf 1 
Larangan 

 
Pasal 236 

(1) Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a. pejabat negara lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada 

lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, 

notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas 

DPR serta hak sebagai anggota DPR. 

(3) Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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Paragraf 2 
Sanksi 

 
Pasal 237 

(1) Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 236 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota 

DPR. 

(3) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 236 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR. 

 
Pasal 238 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 

 
Bagian Kelima Belas 

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, 
dan Pemberhentian Sementara 

 
Paragraf 1 

Pemberhentian Antarwaktu 
 

Pasal 239 

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa 

pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD 

dan DPRD; 

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau 

h. menjadi anggota partai politik lain. 

 
Pasal 240 

(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) 

huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h 

diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan 

kepada Presiden. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian 

anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. 

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR 

dari pimpinan DPR. 

 
Pasal 241 

(1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan 

keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 147 ayat (2), Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam 

rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. 

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR 

dari pimpinan DPR. 

 
Paragraf 2 

Penggantian Antarwaktu 
 

Pasal 242 

(1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 

ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang 

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan 

suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara 

terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan 

yang sama. 

(3) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan 

anggota DPR yang digantikannya. 

 
Pasal 243 

(1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu 

dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU. 

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR 

paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari 

KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama 

anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada 

Presiden. 

(4) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPR yang 

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan 

pengangkatannya dengan keputusan Presiden. 

(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan 

DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. 

(6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan 

anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

 
Paragraf 3 

Pemberhentian Sementara 
Pasal 244 

(1) Anggota DPR diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 

(2) Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR 

yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR. 

(3) Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang 

bersangkutan diaktifkan. 
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(4) Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan 

tertentu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam 

peraturan DPR tentang tata tertib. 

 
Bagian Keenam Belas 

Penyidikan 
 

Pasal 245 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan 

untuk penyidikan terhadap anggota DPR 

yang diduga melakukan tindak pidana 

harus mendapat persetujuan tertulis dari 

Mahkamah Kehormatan Dewan.38 

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan 

kepada anggota DPR sehubungan dengan 

terjadinya tindak pidana yang tidak 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 

harus mendapatkan persetujuan tertulis 

dari Presiden setelah mendapat 

pertimbangan dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan.39 

(2) Dalam hal persetujuan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

diberikan oleh Mahkamah Kehormatan 

Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari 

terhitung sejak diterimanya permohonan, 

pemanggilan, dan permintaan keterangan 

untuk penyidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan. 

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

apabila anggota DPR: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak 

pidana; 

b. disangka melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau tindak pidana kejahatan terhadap 

kemanusiaan dan keamanan negara 

berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup; atau 

c. disangka melakukan tindak pidana 

khusus. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku apabila anggota 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku apabila anggota 

                                                        
38  Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 menyatakan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari 
Presiden” 

39 Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018 menyatakan frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan 
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata 
pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga 
melakukan tindak pidana. sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah 
Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 



 

 

112 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

UU 17/2014 UU 2/2018 

DPR: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak 

pidana; 

b. disangka melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau tindak pidana kejahatan terhadap 

kemanusiaan dan keamanan negara 

berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup; atau 

c. disangka melakukan tindak pidana 

khusus. 

DPR: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak 

pidana; 

b. disangka melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau tindak pidana kejahatan terhadap 

kemanusiaan dan keamanan negara 

berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup; atau 

c. disangka melakukan tindak pidana 

khusus. 

 
BAB IV 

DPD 
 

Bagian Kesatu 
Susunan dan Kedudukan 

 
Pasal 246 

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. 

 
Pasal 247 

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga 

negara. 

 
Bagian Kedua 

Fungsi 
 

Pasal 248 

(1) DPD mempunyai fungsi: 

a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; 

b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta 

d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 
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daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka 

perwakilan daerah. 

 

Bagian Ketiga 
Wewenang dan Tugas 

 
Pasal 249 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas: 

a. mengajukan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan 

daerah kepada DPR; 

b. ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan hal 

sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a; 

c. menyusun dan menyampaikan 

daftar inventaris masalah rancangan 

undang-undang yang berasal dari 

DPR atau Presiden yang berkaitan 

dengan hal sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a; 

d. memberikan pertimbangan kepada 

DPR atas rancangan undang-undang 

tentang APBN dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan 

agama; 

e. dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 

f. menyampaikan hasil pengawasan 

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas: 

a. mengajukan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan 

daerah kepada DPR; 

b. ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan hal 

sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a; 

c. menyusun dan menyampaikan 

daftar inventaris masalah rancangan 

undang-undang yang berasal dari 

DPR atau Presiden yang berkaitan 

dengan hal sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a; 

d. memberikan pertimbangan kepada 

DPR atas rancangan undang-undang 

tentang APBN dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan 

agama; 

e. dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan, dan 

agama; 
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atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan 

undang-undang APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti; 

g. menerima hasil pemeriksaan atas 

keuangan negara dari BPK sebagai 

bahan membuat pertimbangan 

kepada DPR tentang rancangan 

undang-undang yang berkaitan 

dengan APBN; 

h. memberikan pertimbangan kepada 

DPR dalam pemilihan anggota BPK; 

dan 

i. menyusun program legislasi 

nasional yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

f. menyampaikan hasil pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan 

undang-undang APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti; 

g. menerima hasil pemeriksaan atas 

keuangan negara dari BPK sebagai 

bahan membuat pertimbangan 

kepada DPR tentang rancangan 

undang-undang yang berkaitan 

dengan APBN; 

h. memberikan pertimbangan kepada 

DPR dalam pemilihan anggota BPK; 

dan 

i. menyusun program legislasi 

nasional yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

j. melakukan pemantauan dan 

evaluasi atas rancangan 

peraturan daerah dan peraturan 

daerah. 

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, anggota DPD dapat melakukan 

rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, 

dan unsur masyarakat di daerah 

pemilihannya. 

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, anggota DPD dapat melakukan 

rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, 

dan unsur masyarakat di daerah 

pemilihannya. 

 
Pasal 250 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam 

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang 

dituangkan dalam program dan kegiatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.40 

Pasal 249, DPD memiliki kemandirian 

dalam menyusun anggaran yang 

dituangkan ke dalam program dan 

kegiatan yang disampaikan kepada 

Presiden sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan 

DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), untuk memenuhi kebutuhannya, 

DPD dapat menyusun standar biaya 

khusus dan mengajukannya kepada 

Pemerintah untuk dibahas bersama. 

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan 

DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), untuk memenuhi kebutuhannya, 

DPD dapat menyusun standar biaya 

khusus dan mengajukannya kepada 

Pemerintah untuk dibahas bersama. 

(3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah 

pengawasan Panitia Urusan Rumah 

Tangga sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah 

pengawasan Panitia Urusan Rumah 

Tangga sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) DPD menetapkan pertanggungjawaban 

pengelolaan anggaran DPD dalam 

peraturan DPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) DPD menetapkan pertanggungjawaban 

pengelolaan anggaran DPD dalam 

peraturan DPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada publik dalam laporan kinerja 

tahunan. 

(5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada publik dalam laporan kinerja 

tahunan. 

 
Pasal 251 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas DPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 249 diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Bagian Keempat 

Keanggotaan 
 

Pasal 252 

(1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang. 

(2) Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR. 

(3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. 

(4) Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan 

                                                        
40 Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 250 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 
Tahun NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam 
melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian 
dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden 
untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 
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mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. 

(5) Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota 

DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

 
Pasal 253 

(1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 

bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna 

DPD. 

(2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu 

oleh pimpinan DPD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPD tentang tata 

tertib. 

 
Pasal 254 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan 

Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi 

tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan 

daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan 

tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Pasal 255 

(1) Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum tidak diadakan 

pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya. 

(2) Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah 

pemilihan umum. 

 
Bagian Kelima 

Hak DPD 
 

Pasal 256 

DPD berhak: 

a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
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hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; 

c. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-

undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

 
 

Bagian Keenam 
Hak dan Kewajiban Anggota 

 
Paragraf 1 

Hak Anggota 
 

Pasal 257 

Anggota DPD berhak: 

a. bertanya; 

b. menyampaikan usul dan pendapat; 

c. memilih dan dipilih; 

d. membela diri; 

e. imunitas; 

f. protokoler; dan 

g. keuangan dan administratif. 

 

Paragraf 2 
Kewajiban Anggota 

 
Pasal 258 

Anggota DPD berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

menaati peraturan perundang-undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, 

dan daerah; 

e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; 
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f. menaati tata tertib dan kode etik; 

g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; 

h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di 

daerah yang diwakilinya. 

 
Bagian Ketujuh 

Alat Kelengkapan 
 

Pasal 259 

(1) Alat kelengkapan DPD terdiri atas: 

a. pimpinan; 

b. Panitia Musyawarah; 

c. panitia kerja; 

d. Panitia Perancang Undang-Undang; 

e. Panitia Urusan Rumah Tangga; 

f. Badan Kehormatan; dan 

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang 

dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Pasal 260 

UU 17/2014 UU 2/2018 

(1) Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam 

sidang paripurna DPD. 

(1) Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggota DPD 

dalam sidang paripurna DPD. 

(2) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 

DPD dipimpin oleh pimpinan sementara 

DPD. 

(2) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, 

DPD dipimpin oleh pimpinan sementara 

DPD. 

(3) Pimpinan sementara DPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 

(satu) orang ketua sementara dan 1 

(satu) orang wakil ketua sementara yang 

merupakan anggota tertua dan anggota 

termuda usianya. 

(3) Dalam hal anggota tertua dan/atau 

anggota termuda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berhalangan, sebagai 

penggantinya adalah 

(4) Dalam hal anggota tertua dan/atau 

anggota termuda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berhalangan, sebagai 

penggantinya adalah 

(4) Dalam hal anggota tertua dan/atau 

anggota termuda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berhalangan, sebagai 

penggantinya adalah 

(5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan 

dengan keputusan DPD. 

(5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan 

dengan keputusan DPD. 

(6) Pimpinan DPD sebelum memangku 

jabatannya mengucapkan sumpah/janji 

(6) Pimpinan DPD sebelum memangku 

jabatannya mengucapkan sumpah/janji 
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yang teksnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua 

Mahkamah Agung. 

yang teksnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 258 yang dipandu oleh 

Ketua Mahkamah Agung. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan DPD diatur dalam 

peraturan DPD tentang tata tertib. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pemilihan pimpinan DPD diatur 

dalam peraturan DPD tentang tata 

tertib.41 

 
 

Pasal 261 

(1) Pimpinan DPD bertugas: 

a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 

keputusan; 

b. menyusun rencana kerja pimpinan; 

c. menjadi juru bicara DPD; 

d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD; 

e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya 

sesuai dengan keputusan DPD; 

f. mewakili DPD di pengadilan; 

g. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau 

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan 

i. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus 

diadakan untuk itu. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPD tentang tata 

tertib. 

 
Paragraf 2 

Panitia Musyawarah 
 

Pasal 262 

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang 

bersifat tetap. 

 
Pasal 263 

(1) Panitia Musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan acara persidangan. 

(2) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan 

jadwal dan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPD dapat 

menetapkan jadwal dan acara tersebut. 

                                                        
41  Dilaksanakan dengan Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja 

Panitia Musyawarah diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 3 

Panitia Kerja 
 

Pasal 264 

(1) Panitia kerja dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang 

bersifat tetap. 

(2) Keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan 

masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada 

permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD. 

(3) Panitia kerja dipimpin oleh pimpinan panitia kerja. 

 

Pasal 265 

(1) Tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang-undang adalah 

mengadakan persiapan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu. 

(2) Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal 

dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan 

dan pendapat DPD. 

(3) Tugas panitia kerja dalam pemberian pertimbangan adalah: 

a. melakukan pembahasan dan penyusunan pertimbangan DPD mengenai 

rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan 

b. menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK yang diajukan DPR. 

(4) Tugas panitia kerja di bidang pengawasan adalah: 

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu; dan 

b. membahas hasil pemeriksaan BPK. 

 
Pasal 266 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia 

kerja diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 4 

Panitia Perancang Undang-Undang 
 

Pasal 267 

(1) Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD dan merupakan alat 

kelengkapan DPD yang bersifat tetap. 

(2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh sidang paripurna 
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DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun 

sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir masa keanggotaan DPD. 

(3) Panitia Perancang Undang-Undang dipimpin oleh pimpinan Panitia Perancang 

Undang-Undang. 

 
Pasal 268 

(1) Panitia Perancang Undang-Undang bertugas: 

a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul 

rancangan undang-undang untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di 

lingkungan DPD; 

b. membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas 

yang telah ditetapkan; 

c. melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD; 

d. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan 

undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah 

dan/atau sidang paripurna; 

e. melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti 

perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas 

oleh panitia kerja; 

f. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-

undang; dan 

g. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun 

yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia 

Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya. 

 
Pasal 269 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Panitia 

Perancang Undang-Undang diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 5 

Badan Kehormatan 
 

Pasal 270 

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang 

bersifat tetap. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur 

dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Pasal 271 

(1) (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas 
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pengaduan terhadap anggota karena: 

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258; 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa 

pun; 

c. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang 

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa 

alasan yang sah; 

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD; dan/atau 

e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan 

evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang tata tertib dan kode etik DPD. 

(3) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama 

dengan lembaga lain. 

(4) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan. 

 
Pasal 272 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan wewenang dan tugas Badan 

Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan. 

 
Paragraf 6 

Panitia Urusan Rumah Tangga 
 

Pasal 273 

(1) Panitia Urusan Rumah Tangga dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan 

DPD yang bersifat tetap. 

(2) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan oleh sidang paripurna DPD 

pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, 

kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD. 

(3) Panitia Urusan Rumah Tangga dipimpin oleh pimpinan Panitia Urusan Rumah 

Tangga. 

 
Pasal 274 

(1) Panitia Urusan Rumah Tangga bertugas: 

a. membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan 

DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD; 

b. membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD; 

c. membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                    123 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

anggaran DPD; 

d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan 

DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia 

Musyawarah; dan 

e. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus 

diadakan untuk itu. 

(2) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan 

kepada Sekretariat Jenderal DPD. 

(3) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah 

maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh 

Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya. 

 
 

Pasal 275 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Panitia 

Urusan Rumah Tangga diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Bagian Kedelapan 

Pelaksanaan Wewenang dan Tugas DPD 
 

Paragraf 1 
Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang 

 
Pasal 276 

(1) DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi 

nasional. 

(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai 

dengan naskah akademik dapat diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-Undang 

dan/atau panitia kerja. 

(3) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan 

menjadi rancangan undang-undang yang berasal dari DPD dalam sidang paripurna 

DPD. 

 
Pasal 277 

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) 

beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD 

kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.42 

(2) Surat pengantar pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebut 

                                                        
42  Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 277 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik 
disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden” 
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juga Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau panitia kerja yang mewakili DPD 

dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. 

 
Pasal 278 

(1) DPD menyampaikan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang yang 

berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR paling 

lama 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya usulan rancangan undang-undang 

dari DPR atau Presiden. 

(2) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada DPR dan Presiden dengan surat pengantar pimpinan DPD. 

 
Pasal 279 

Dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 

ayat (1) huruf b dan huruf c, DPD menyampaikan pandangan dan pendapat dalam 

pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 ayat 

(2) huruf b dan huruf e, serta Pasal 170 ayat (4) huruf b. 

 
Pasal 280 

Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan 

undang-undang diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Pemberian Pertimbangan 
terhadap Rancangan Undang-Undang 

 
Pasal 281 

DPD memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf c kepada pimpinan DPR. 

 
Pasal 282 

(1) Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, DPD memberikan 

pertimbangan kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum diambil 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 

(2) Terhadap rancangan undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR paling lama 30 (tiga puluh) 

Hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR. 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 

secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada DPR setelah diputuskan dalam sidang 

paripurna DPD. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                    125 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

(4) Dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) berlaku ketentuan Pasal 176. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pertimbangan diatur dalam peraturan 

DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 3 

Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK 
 

Pasal 283 

(1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai calon anggota BPK. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang 

paripurna DPD. 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis 

oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum 

pelaksanaan pemilihan anggota BPK. 

(4) Dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) berlaku ketentuan Pasal 192. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pertimbangan diatur dalam peraturan 

DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 4 

Penyampaian Hasil Pengawasan 
 

Pasal 284 

(1) DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf d kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan. 

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam sidang 

paripurna DPD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 5 

Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK 
 

Pasal 285 

(1) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh 

pimpinan BPK kepada pimpinan DPD dalam acara yang khusus diadakan untuk itu. 

(2) DPD menugasi panitia kerja untuk membahas hasil pemeriksaan keuangan negara 

oleh BPK setelah BPK menyampaikan penjelasan. 

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam sidang 
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paripurna DPD. 

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPR dengan 

surat pengantar dari pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan hasil pemeriksaan keuangan negara 

oleh BPK diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan Hak Anggota 
 

Paragraf 1 
Hak Bertanya 

 
Pasal 286 

(1) Anggota DPD mempunyai hak bertanya. 

(2) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang 

dan/atau rapat sesuai dengan wewenang dan tugas DPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 249 ayat (1) huruf e. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak bertanya diatur dalam peraturan DPD tentang 

tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat 
 

Pasal 287 

(1) Anggota DPD berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik 

yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian usul dan pendapat diatur dalam 

peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 3 

Hak Memilih dan Dipilih 
 

Pasal 288 

(1) Anggota DPD mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan 

tertentu pada alat kelengkapan DPD. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib. 
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Paragraf 4 
Hak Membela Diri 

 
Pasal 289 

(1) Anggota DPD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, 

dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk 

membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPD tentang tata 

beracara Badan Kehormatan. 

Paragraf 5 
Hak Imunitas 

 
Pasal 290 

(1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas. 

(2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun 

tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi 

serta wewenang dan tugas DPD. 

(3) Anggota DPD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, 

dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPD maupun di luar 

rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 

yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan 

mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Paragraf 6 

Hak Protokoler 
 

Pasal 291 

(1) Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 
Paragraf 7 

Hak Keuangan dan Administratif 
 

Pasal 292 

(1) Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPD sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPD dan diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kesepuluh 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 
 

Paragraf 1 
Persidangan 

 
Pasal 293 

(1) Tahun sidang DPD dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 

Agustus tahun berikutnya, dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, 

pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 

(2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPD dimulai pada saat 

pengucapan sumpah/janji anggota. 

(3) Kegiatan DPD meliputi sidang DPD di ibu kota negara serta rapat di daerah dan 

tempat lain sesuai dengan penugasan DPD. 

(4) Sidang DPD di ibu kota negara dalam hal pengajuan dan pembahasan rancangan 

undang-undang mengikuti masa sidang DPR. 

(5) Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota 

DPD dan anggota DPR mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang 

bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara bergantian. 

 
Pasal 294 

Semua rapat di DPD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang 

dinyatakan tertutup. 

 
Pasal 295 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPD diatur dalam 

peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Pengambilan Keputusan 
 

Pasal 296 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang DPD pada dasarnya dilakukan 

dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 
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Pasal 297 

(1) Setiap rapat atau sidang DPD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi 

kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh 

lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota rapat atau sidang. 

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat atau 

sidang ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 

tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD. 

 
Pasal 298 

Setiap keputusan rapat DPD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun 

berdasarkan suara terbanyak, menjadi perhatian semua pihak yang terkait. 

 
Pasal 299 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam 

peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
Bagian Kesebelas 

Tata Tertib dan Kode Etik 
 

Paragraf 1 
Tata Tertib 

 
Pasal 300 

(1) Tata tertib DPD ditetapkan oleh DPD dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal 

DPD. 

(3) Tata tertib DPD paling sedikit memuat ketentuan tentang: 

a. pengucapan sumpah/janji; 

b. pemilihan dan penetapan pimpinan; 

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 

d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat; 

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban 

anggota; 

f. penggantian antarwaktu anggota; 

g. pembentukan, susunan, wewenang dan tugas alat kelengkapan; 

h. pengambilan keputusan; 

i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif; 

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 
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k. pengaturan protokoler; 

l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan 

m. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

 
Paragraf 2 
Kode Etik 

 
Pasal 301 

DPD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota 

selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan 

kredibilitas DPD. 

 
Bagian Kedua Belas 

Larangan dan Sanksi 
 

Paragraf 1 
Larangan 

 
Pasal 302 

(1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a. pejabat negara lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada 

lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, 

notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas 

DPD serta hak sebagai anggota DPD. 

(3) Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 
Paragraf 2 

Sanksi 
 

Pasal 303 

(1) Anggota DPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 258 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. 

(2) Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 302 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota 

DPD. 

(3) Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 302 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
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kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD. 

 
Pasal 304  

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) berupa:  

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis; dan/atau  

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.  

 
Pasal 305  

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan 

Kehormatan DPD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPD 

yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 258 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

302.  

 
Pasal 306  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi 

diatur dalam peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan.  

 
Bagian Ketiga Belas  

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,  
dan Pemberhentian Sementara  

 
Paragraf 1  

Pemberhentian Antarwaktu  
 

Pasal 307  

(1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena:  

a. meninggal dunia;  

b. mengundurkan diri; atau  

c. diberhentikan.  

(2) Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa 

pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang 

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa 

alasan yang sah; 

e. tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan 



 

 

132 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau 

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 
Pasal 308 

(1) Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) 

huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh pimpinan DPD yang 

diumumkan dalam sidang paripurna. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pimpinan DPD diumumkan dalam sidang 

paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPD menyampaikan 

usul pemberhentian anggota DPD kepada Presiden untuk memperoleh peresmian 

pemberhentian. 

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPD 

dari pimpinan DPD. 

 
Pasal 309 

(1) Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) 

huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan setelah adanya hasil 

penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan 

DPD atas pengaduan dari pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPD mengenai pemberhentian anggota DPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPD 

kepada sidang paripurna. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPD yang telah 

dilaporkan dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan 

DPD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPD kepada Presiden untuk 

memperoleh peresmian pemberhentian. 

(4) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPD 

dari pimpinan DPD. 

 
Pasal 310 

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 309 ayat (1), Badan Kehormatan DPD dapat meminta bantuan dari ahli 

independen. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan 

pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPD diatur dalam peraturan DPD 

tentang tata beracara Badan Kehormatan. 
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Paragraf 2 
Penggantian Antarwaktu 

 
Pasal 311 

(1) Anggota DPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 

ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak 

urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPD dari 

provinsi yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 

dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai calon anggota DPD, anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digantikan oleh calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan 

berikutnya. 

(3) Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan 

anggota DPD yang digantikannya. 

 
Pasal 312 

(1) Pimpinan DPD menyampaikan nama anggota DPD yang diberhentikan antarwaktu 

dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU. 

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan 

DPD paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPD. 

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari 

KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPD menyampaikan nama 

anggota DPD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada 

Presiden. 

(4) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPD yang 

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan 

pengangkatannya dengan keputusan Presiden. 

(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD pengganti antarwaktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu 

oleh pimpinan DPD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur 

dalam Pasal 253 dan Pasal 254. 

(6) Penggantian antarwaktu anggota DPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan 

anggota DPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 
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Paragraf 3 
Pemberhentian Sementara 

 
Pasal 313 

(1) Anggota DPD diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 

(2) Dalam hal anggota DPD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPD 

yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPD. 

(3) Dalam hal anggota DPD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPD yang 

bersangkutan diaktifkan. 

(4) Anggota DPD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan 

tertentu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam 

peraturan DPD tentang tata tertib. 

 
BAB V 

DPRD PROVINSI 
 

Bagian Kesatu 
Susunan dan Kedudukan 

 
Pasal 314 

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih 

melalui pemilihan umum. 

 
Pasal 315 

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. 

 
Bagian Kedua 

Fungsi 
 

Pasal 316 

(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi: 

a. legislasi; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 
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(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat di provinsi. 

 
Bagian Ketiga 

Wewenang dan Tugas 
 

Pasal 317 

(1) DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas: 

a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur; 

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah 

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh 

gubernur; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil 

gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan 

pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 

e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur; 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi 

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi 

tentang tata tertib. 

 
Bagian Keempat 

Keanggotaan 
 

Pasal 318 

(1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan 

paling banyak 100 (seratus) orang. 

(2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 

(3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. 
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(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat 

anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

 
Pasal 319 

(1) Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi 

dalam rapat paripurna DPRD provinsi. 

(2) Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang 

dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang 

tata tertib. 

 
Pasal 320 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi 

tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan 

tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 
Pasal 321 

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan provinsi setelah pemilihan umum, pengisian 

anggota DPRD provinsi di provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah 

pemilihan umum dilakukan dengan cara: 

a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan provinsi yang dibentuk 

setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, 

DPD, dan DPRD; 

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi 

berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan 

provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di 

daerah pemilihan provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan 

umum; 
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d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum 

berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan provinsi induk dan 

provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan 

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi 

sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Pengisian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh KPU provinsi induk. 

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi provinsi yang dibentuk 

setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir 

pada saat anggota DPRD provinsi hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan 

sumpah/janji. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian 

keanggotaan DPRD provinsi induk dan provinsi yang dibentuk setelah pemilihan 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kelima 

Hak DPRD Provinsi 
 

Pasal 322 

(1) DPRD provinsi berhak: 

a. interpelasi; 

b. angket; dan 

c. menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD 

provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan 

pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi 

untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang 

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, 

dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak 

DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau 

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi 

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 

angket. 
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Bagian Keenam 
Hak dan Kewajiban Anggota 

 
Paragraf 1 

Hak Anggota 
 

Pasal 323 

Anggota DPRD provinsi berhak: 

a. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. membela diri; 

f. imunitas; 

g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 

h. protokoler; dan 

i. keuangan dan administratif. 

 
Paragraf 2 

Kewajiban Anggota 
 

Pasal 324 

Anggota DPRD provinsi berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

menaati peraturan perundang-undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

g. menaati tata tertib dan kode etik; 

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 

berkala; 

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di 

daerah pemilihannya. 
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Bagian Ketujuh 
Fraksi 

 
Pasal 325 

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, 

serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah 

berhimpun anggota DPRD provinsi. 

(2) Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. 

(3) Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah 

komisi di DPRD provinsi. 

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi. 

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung 

dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. 

(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk 

membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi 

gabungan. 

(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling 

banyak 2 (dua) fraksi. 

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus 

mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi. 

(9) Fraksi mempunyai sekretariat. 

(10) Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna 

kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan 

memperhatikan kemampuan APBD. 

 
Bagian Kedelapan 

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi 
 

Pasal 326 

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: 

a. pimpinan; 

b. Badan Musyawarah; 

c. komisi; 

d. Badan Legislasi Daerah; 

e. Badan Anggaran; 

f. Badan Kehormatan; dan 

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. 
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(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas 

alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang 

tata tertib. 

 

Pasal 327 

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang 

beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang; 

b. (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang 

beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) 

orang; 

c. (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang 

beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) 

orang. 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik 

berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. 

(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik 

yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi. 

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi 

ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh 

suara terbanyak. 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara 

terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD 

provinsi dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik 

yang lebih luas secara berjenjang. 

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD 

provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang 

memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat. 

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD provinsi yang belum terisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota 

DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 

kedua. 

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. 

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua 

DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan 
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persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara 

berjenjang. 

 

Pasal 328 

(1) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat 

(1) belum terbentuk, DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD 

provinsi. 

(2) Pimpinan sementara DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) 

partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD 

provinsi. 

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD provinsi ditentukan secara 

musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD provinsi. 

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam 

Negeri. 

(5) Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan 

sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 yang dipandu 

oleh ketua pengadilan tinggi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD provinsi 

diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

 

Pasal 329 

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf c dibentuk dengan 

ketentuan: 

a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima 

puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi; 

b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 

5 (lima) komisi. 

 
Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi 
 

Paragraf 1 
Hak Interpelasi 

 
Pasal 330 

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) huruf a diusulkan 

oleh: 

a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang 

sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; 



 

 

142 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh 

lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD 

provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD provinsi 

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri 

lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil 

dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi 

yang hadir. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam 

peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Hak Angket 
 

Pasal 331 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) huruf b diusulkan 

oleh: 

a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang 

sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; 

b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh 

lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD 

provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD provinsi 

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri 

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan 

diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota 

DPRD provinsi yang hadir. 

 
Pasal 332 

(1) DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1). 

(2) Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), DPRD provinsi membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur 

fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD provinsi. 

(3) Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. 
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Pasal 333 

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2), dalam melakukan 

penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3), dapat memanggil 

pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi 

yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk 

memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen 

yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. 

(2) Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi 

yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan 

DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-

undangan. 

(3) Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di 

provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi 

panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil 

secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 334 

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD provinsi 

paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket. 

 
Pasal 335 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam 

peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

 
Paragraf 3 

Hak Menyatakan Pendapat 
 

Pasal 336 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) huruf 

c diusulkan oleh: 

a. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 

orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; 

b. paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh 

lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD 

provinsi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat 
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DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi 

yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi 

dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir. 

 
Pasal 337 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur 

dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

 
Bagian Kesepuluh 

Pelaksanaan Hak Anggota 
 

Paragraf 1 
Hak Imunitas 

 
Pasal 338 

(1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas. 

(2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara 

lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD 

provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD 

provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta 

wewenang dan tugas DPRD provinsi. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 

yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan 

mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Paragraf 2 

Hak Protokoler 
 

Pasal 339 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokoler. 

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 

pemerintah.43 

 
Paragraf 3 

                                                        
43  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD  
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Hak Keuangan dan Administratif 
 

Pasal 340 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.44 

(3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD provinsi 

berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan 

daerah. 

(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) 

dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi sesuai dengan peraturan 

pemerintah.45 

 
Bagian Kesebelas 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 
 

Paragraf 1 
Persidangan 

 
Pasal 341 

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD provinsi dimulai pada 

saat pengucapan sumpah/janji anggota. 

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. 

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan 

terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD provinsi, masa reses ditiadakan. 

 
Pasal 342 

Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu 

yang dinyatakan tertutup. 

 
Pasal 343 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD provinsi diatur 

dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Pengambilan Keputusan 
 

Pasal 344 

                                                        
44  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
45  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
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(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD provinsi pada dasarnya dilakukan 

dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 
Pasal 345 

(1) Setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan apabila memenuhi 

kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila: 

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota 

DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan 

hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul 

pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur; 

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

provinsi untuk memberhentikan pimpinan DPRD provinsi serta untuk 

menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi 

untuk rapat paripurna DPRD provinsi selain rapat sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b. 

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila: 

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang 

hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; 

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c. 

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat 

ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak 

lebih dari 1 (satu) jam. 

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) 

Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah. 

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat 

mengambil keputusan. 

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan 

kepada pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan fraksi. 
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Pasal 346 

Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti 

oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. 

 
Pasal 347 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam 

peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

 
Bagian Kedua Belas 

Tata Tertib dan Kode Etik 
 

Paragraf 1 
Tata Tertib 

 
Pasal 348 

(1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal 

DPRD provinsi. 

(3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang: 

a. pengucapan sumpah/janji; 

b. penetapan pimpinan; 

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 

d. jenis dan penyelenggaraan rapat; 

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban 

anggota; 

f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan; 

g. penggantian antarwaktu anggota; 

h. pembuatan pengambilan keputusan; 

i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi; 

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 

k. pengaturan protokoler; dan 

l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. 

 
Paragraf 2 
Kode Etik 

 
Pasal 349 

DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap 

anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan 

kredibilitas DPRD provinsi. 
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Bagian Ketiga Belas 
Larangan dan Sanksi 

 
Paragraf 1 
Larangan 

 
Pasal 350 

(1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural 

pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau 

pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang 

dan tugas DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 
Paragraf 2 

Sanksi 
 

Pasal 351 

(1) Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 324 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan 

Kehormatan. 

(2) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 350 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai 

anggota DPRD provinsi. 

(3) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 350 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD 

provinsi. 

 
Pasal 352 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 

 
Pasal 353 

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan 
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Kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat 

anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dan/atau melanggar ketentuan larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350. 

 
Pasal 354 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi 

diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan. 

 
Bagian Keempat Belas 

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, 
dan Pemberhentian Sementara 

 
Paragraf 1 

Pemberhentian Antarwaktu 
 

Pasal 355 

(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa 

keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD 

provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; 

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau 

i. menjadi anggota partai politik lain. 

 
Pasal 356 

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 
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ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf 

i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan 

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul 

pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri 

Dalam Negeri. 

(4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian 

anggota DPRD provinsi dari gubernur. 

 
Pasal 357 

(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 

ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil 

penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan 

DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, 

dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian anggota 

DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan 

kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi yang 

telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD 

provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. 

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang 

pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga 

puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD provinsi. 

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan Badan 

Kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri 

Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian. 

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menyampaikan keputusan tersebut 

kepada Menteri Dalam Negeri. 

(7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan 

Kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang 

pemberhentian anggotanya dari gubernur. 

 
Pasal 358 

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 357 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD provinsi dapat meminta bantuan dari 

ahli independen. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan 

pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD provinsi diatur dalam 

peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara Badan Kehormatan. 

 
Paragraf 2 

Penggantian Antarwaktu 
 

Pasal 359 

(1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 356 ayat (1) dan Pasal 357 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD 

provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar 

peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan 

yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal 

dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, 

anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon 

anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari 

partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. 

(3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa 

jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya. 

 
Pasal 360 

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang 

diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada 

KPU provinsi. 

(2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) kepada 

pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat 

pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari 

KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi 

menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon 

pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 
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(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang 

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang 

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam 

Negeri. 

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi 

yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan 

pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang 

pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks 

sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 319 dan Pasal 320. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa 

masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

 
 

Pasal 361 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi 

terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti 

antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur dengan peraturan pemerintah. 

 
Paragraf 3 

Pemberhentian Sementara 
 

Pasal 362 

(1) Anggota DPRD provinsi diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 

(2) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

anggota DPRD provinsi yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD 

provinsi. 

(3) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD 

provinsi yang bersangkutan diaktifkan. 

(4) Anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak 

keuangan tertentu. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam 

peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 

 
BAB VI 

DPRD KABUPATEN/KOTA 
 

Bagian Kesatu 
Susunan dan Kedudukan 

 
Pasal 363 

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang 

dipilih melalui pemilihan umum. 

 
Pasal 364 

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

 
Bagian Kedua 

Fungsi 
 

Pasal 365 

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: 

a. legislasi; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan. 

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat di kabupaten/kota. 

 
Bagian Ketiga 

Wewenang dan tugas 
 

Pasal 366 

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: 

a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; 

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah 

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang 

diajukan oleh bupati/walikota; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau 

wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur 

untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 

e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

wakil bupati/wakil walikota; 
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f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata 

tertib. 

 
Bagian Keempat 

Keanggotaan 
 

Pasal 367 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 

paling banyak 50 (lima puluh) orang. 

(2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir 

pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. 

 
Pasal 368 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri 

dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji 

bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji 

yang dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota 

tentang tata tertib. 

 
Pasal 369 

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 sebagai berikut: 
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“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi 

tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; 

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan 

tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 
Pasal 370 

(1) Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, 

pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan 

kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: 

a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota 

yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai 

dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota 

DPR, DPD, dan DPRD; 

b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD 

kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan 

kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan 

umum; 

c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di 

daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk 

setelah pemilihan umum; 

d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum 

berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk 

dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum; 

e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi 

sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota induk. 

(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang 

dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. 

(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum 

berikutnya mengucapkan sumpah/janji. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian 
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keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk 

setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kelima 

Hak DPRD Kabupaten/Kota 
 

Pasal 371 

(1) DPRD kabupaten/kota berhak: 

a. interpelasi; 

b. angket; dan 

c. menyatakan pendapat. 

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD 

kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai 

kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak 

luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD 

kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah 

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak 

DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 

bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai 

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak 

interpelasi dan hak angket. 

 
Bagian Keenam 

Hak dan Kewajiban Anggota 
 

Paragraf 1 
Hak Anggota 

 
Pasal 372 

Anggota DPRD kabupaten/kota berhak: 

a. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. membela diri; 

f. imunitas; 

g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 

h. protokoler; dan 
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i. keuangan dan administratif. 

 
Paragraf 2 

Kewajiban Anggota 
 

Pasal 373 

Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

menaati peraturan perundang-undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

g. menaati tata tertib dan kode etik; 

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 

berkala; 

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di 

daerah pemilihannya. 

 
Bagian Ketujuh 

Fraksi 
 

Pasal 374 

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD 

kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk 

fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota. 

(2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi. 

(3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan 

jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota. 

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 

(satu) fraksi. 

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat 

bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. 

(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk 
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membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi 

gabungan. 

(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling 

banyak 2 (dua) fraksi. 

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus 

mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi. 

(9) Fraksi mempunyai sekretariat. 

(10) Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli 

guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan 

memperhatikan kemampuan APBD. 

 
Bagian Kedelapan 
Alat Kelengkapan 

 
Pasal 375 

(1) Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: 

a. pimpinan; 

b. Badan Musyawarah; 

c. komisi; 

d. Badan Legislasi Daerah; 

e. Badan Anggaran; 

f. Badan Kehormatan; dan 

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas 

alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD 

kabupaten/kota tentang tata tertib. 

 
Pasal 376 

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota 

yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) 

orang; 

b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota 

yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) 

orang. 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik 

berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota. 

(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 

partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota. 
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(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD 

kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai 

politik yang memperoleh suara terbanyak. 

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara 

terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD 

kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai 

politikyang lebih luas secara berjenjang. 

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD 

kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai 

politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat. 

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota 

DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak kedua. 

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak. 

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua 

DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan 

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas 

secara berjenjang. 

 
Pasal 377 

(1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

376 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan 

sementara DPRD kabupaten/kota. 

(2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 

(dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD 

kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD kabupaten/kota 

ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di 

DPRD kabupaten/kota. 

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan 

gubernur. 

(5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan 
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sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 yang dipandu 

oleh ketua pengadilan negeri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD 

kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

 
Pasal 378 

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (1) huruf c dibentuk dengan 

ketentuan: 

a. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga 

puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) Komisi; 

b. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang 

membentuk 4 (empat) Komisi. 

Bagian Kesembilan 
Pelaksanaan Hak DPRD Kabupaten/Kota 

 
Paragraf 1 

Hak Interpelasi 
 

Pasal 379 

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf a diusulkan 

oleh: 

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) 

sampai dengan 35 (tiga puluh lima); 

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga 

puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD 

kabupaten/kota. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD 

kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota 

DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 

(satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir. 

 
Pasal 380 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam 

peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 
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Paragraf 2 
Hak Angket 

 
Pasal 381 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf b diusulkan 

oleh: 

a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) 

sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; 

b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga 

puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD 

kabupaten/kota. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD 

kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 

anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling 

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir. 

 
Pasal 382 

(1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak usul hak angket 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1). 

(2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angket yang 

terdiri atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan keputusan DPRD 

kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. 

 
Pasal 383 

(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (2), dalam melakukan 

penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (3), dapat memanggil 

pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di 

kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang 

diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat 

atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. 

(2) Pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di 

kabupaten/kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memenuhi panggilan DPRD kabupaten/kota kecuali ada alasan yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan. 
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(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga 

masyarakat di kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut 

tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD 

kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 384 

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket. 

 
Pasal 385 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam 

peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

 
Paragraf 3 

Hak Menyatakan Pendapat 
 

Pasal 386 

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf 

c diusulkan oleh: 

a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) 

sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; 

b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 

1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga 

puluh lima) orang. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD 

kabupaten/kota. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat 

DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 

anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir. 

 
Pasal 387 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur 

dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 
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Bagian Kesepuluh 
Pelaksanaan Hak Anggota 

 
Paragraf 1 

Hak Imunitas 
 

Pasal 388 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara 

lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat 

DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPRD kabupaten/kota. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD 

kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan 

dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota 

yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan 

mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Paragraf 2 

Hak Protokoler 
 

Pasal 389 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak protokoler. 

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 

pemerintah.46 

 
Paragraf 3 

Hak Keuangan dan Administratif 
 

Pasal 390 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan 

administratif. 

(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 

(3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD 

                                                        
46  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 
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kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan 

dengan kemampuan daerah. 

(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

peraturan pemerintah.47 

 
Bagian Kesebelas 

Persidangan dan Pengambilan Keputusan 
 

Paragraf 1 
Persidangan 

 
Pasal 391 

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD kabupaten/kota dimulai 

pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. 

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. 

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan 

terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses 

ditiadakan. 

 
Pasal 392 

Semua rapat di DPRD kabupaten/kota pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat 

tertentu yang dinyatakan tertutup. 

 
Pasal 393 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dalam peraturan 

DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

 
Paragraf 2 

Pengambilan Keputusan 
 

Pasal 394 

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD kabupaten/kota pada dasarnya 

dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 
Pasal 395 

(1) Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil keputusan apabila memenuhi 

kuorum. 

                                                        
47  Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 
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(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila: 

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota 

DPRD kabupaten/kota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak 

angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan 

mengenai usul pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil 

walikota; 

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota untuk memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota serta 

untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; 

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota untuk rapat paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila: 

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a; 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b; 

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c. 

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat 

ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak 

lebih dari 1 (satu) jam. 

(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) 

Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat 

mengambil keputusan. 

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan 

kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan fraksi. 

 
Pasal 396 

Setiap keputusan rapat DPRD kabupaten/kota, baik berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk 

ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. 
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Pasal 397 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam 

peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

 
Bagian Kedua Belas 

Tata Tertib dan Kode Etik 
 

Paragraf 1 
Tata Tertib 

 
Pasal 398 

(1) Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal 

DPRD kabupaten/kota. 

(3) Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan tentang: 

a. pengucapan sumpah/janji; 

b. penetapan pimpinan; 

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; 

d. jenis dan penyelenggaraan rapat; 

e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban 

anggota; 

f. pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan; 

g. penggantian antarwaktu anggota; 

h. pembuatan pengambilan keputusan; 

i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota; 

j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 

k. pengaturan protokoler; dan 

l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. 

 
Paragraf 2 
Kode Etik 

 
Pasal 399 

DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh 

setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, 

citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota. 
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Bagian Ketiga Belas 
Larangan dan Sanksi 

 
Paragraf 1 
Larangan 

 
Pasal 400 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai: 

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya; 

b. hakim pada badan peradilan; atau 

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat 

struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat 

atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan 

wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD 

kabupaten/kota. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 
Paragraf 2 

Sanksi 
 

Pasal 401 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 373 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan 

Kehormatan. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi 

pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. 

(3) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian 

sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. 

 
Pasal 402 

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan/atau 

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. 
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Pasal 403 

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan 

Kehormatan DPRD kabupaten/kota dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat 

anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 dan/atau melanggar ketentuan larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400. 

 
Pasal 404 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi 

diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara Badan 

Kehormatan. 

 
Bagian Keempat Belas 

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,  
dan Pemberhentian Sementara 

 
Paragraf 1 

Pemberhentian Antarwaktu 
 

Pasal 405 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, apabila: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 

tanpa keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD 

kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; 

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau 

i. menjadi anggota partai politik lain. 
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Pasal 406 

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan 

huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD 

kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul 

pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui 

bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada 

gubernur. 

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD 

kabupaten/kota dari bupati/walikota. 

 
Pasal 407 

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

405 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya 

hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan 

Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD 

kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih. 

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian 

anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 

oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD 

kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan 

keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai 

politik yang bersangkutan. 

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang 

pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 

30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD 

kabupaten/kota. 

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui 

bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. 
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(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menyampaikan keputusan 

tersebut kepada gubernur. 

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling 

lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD 

kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian 

anggotanya dari bupati/walikota. 

 
Pasal 408 

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 407 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta 

bantuan dari ahli independen. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan 

pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur 

dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara Badan Kehormatan. 

 
Paragraf 2 

Penggantian Antarwaktu 
 

Pasal 409 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD 

kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam 

daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah 

pemilihan yang sama. 

(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak 

urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, 

mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, 

anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan 

oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak 

urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. 

(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan 

sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya. 

 
Pasal 410 

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD 

kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon 

pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota. 

(2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat 

(2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak 
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diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari 

KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD 

kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang 

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui 

bupati/walikota. 

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota 

yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD 

kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada 

gubernur. 

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD 

kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan 

pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur. 

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti 

antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang 

pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara 

dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila 

sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 

(enam) bulan. 

 
Pasal 411 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi 

terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti 

antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah.48 

 
Paragraf 3 

Pemberhentian Sementara 
 

Pasal 412 

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena: 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 

(2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b 

                                                        
48 Dilaksanakan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2017 tentang Pergantian 
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota 

DPRD kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan. 

(4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan 

hak keuangan tertentu. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam 

peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 

 

BAB VII 
SISTEM PENDUKUNG 

 
Bagian Kesatu 

Sistem Pendukung MPR, DPR, dan DPD 
 

Paragraf 1 
Organisasi 

 
Pasal 413 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, DPR, dan 

DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat 

Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan 

Presiden49 atas usul lembaga masing-masing. 

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk 

Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden.50 

(3) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional 

bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah 

Sekretariat Jenderal DPR. 

(4) Pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD melalui alat kelengkapan 

melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam 

kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD. 

 
Pasal 413A51 

(1) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 

                                                        
49 Dilaksanakan dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
50 Dilaksanakan dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
51 Pasal 413A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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memberikan dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR berkoordinasi dan 

bertanggung jawab kepada Badan Legislasi. 

(2) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 

memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR berkoordinasi dan 

bertanggung jawab kepada Badan Anggaran. 

(3) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) dalam 

memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan 

bertanggung jawab kepada alat kelengkapan dewan yang melaksanakan fungsi 

pengawasan. 

 
 

Paragraf 2 
Pimpinan Organisasi 

 
Pasal 414 

(1) Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, masing-masing dipimpin oleh seorang 

sekretaris jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga masing-masing 

sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden. 

(2) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal 

dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Sebelum mengajukan usul nama calon sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan lembaga masing-masing harus berkonsultasi 

dengan Pemerintah. 

(4) Usul nama calon Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal DPR, dan Sekretaris 

Jenderal DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan lembaga masing-masing untuk diangkat dengan keputusan Presiden.52 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal DPR, 

dan Sekretaris Jenderal DPD bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga masing-

masing. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan tata cara 

pertanggungjawaban sekretaris jenderal diatur dengan peraturan lembaga masing-

masing. 

 
Paragraf 3 

Pegawai 
 

Pasal 415 

(1) Pegawai Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian 

                                                        
52  Dilaksanakan dengan Keputusan Presiden No. 49/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan 
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DPR, serta Sekretariat Jenderal DPD terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai 

tidak tetap. 

(2) Ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD diatur dengan 

peraturan lembaga masing-masing yang dibahas bersama dengan Pemerintah 

untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.53 

 
Paragraf 4 

Kelompok Pakar atau Tim Ahli 
 

Pasal 416 

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR dan DPD dibentuk 

kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada anggota. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR atau Sekretaris Jenderal 

DPD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota. 

 
Paragraf 5 

Tenaga Ahli 
 

Pasal 417 

(1) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan tenaga ahli fraksi 

adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR, anggota dan fraksi. 

(2) Dalam satu kali periode masa bakti DPR terdapat paling sedikit 1 (satu) kali 

kenaikan honorarium tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Rekrutmen tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alat 

kelengkapan DPR, anggota dan fraksi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

Sekretaris Jenderal DPR. 

 
Bagian Kedua 

Sistem Pendukung DPRD Provinsi 
 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 418 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD provinsi, 

dibentuk sekretariat DPRD provinsi yang susunan organisasi dan tata kerjanya 

ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

                                                        
53  Amanat peraturan pelaksana ini belum ditetapkan. 
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(2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan 

keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi. 

(3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari 

pegawai negeri sipil. 

 
Paragraf 2 

Kelompok Pakar atau Tim Ahli 
 

Pasal 419 

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD provinsi, dibentuk 

kelompok pakar atau tim ahli. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan 

kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai 

dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD provinsi yang tercermin dalam 

alat kelengkapan DPRD provinsi. 

 
Bagian Ketiga 

Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota 
 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 420 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD 

kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan 

organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan 

dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD 

kabupaten/kota. 

(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota 

berasal dari pegawai negeri sipil. 

 
Paragraf 2 

Kelompok Pakar atau Tim Ahli 
 

Pasal 421 

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk 

kelompok pakar atau tim ahli. 
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(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai 

dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota yang 

tercermin dalam alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 422 

Undang-Undang ini berlaku juga bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dewan 

perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRK) di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua 

(DPRP) di Provinsi Papua, dan DPRD Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur khusus 

dalam undang-undang tersendiri. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 423 

(1) Penyampaian rincian unit organisasi, fungsi, dan program untuk pembicaraan 

pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 178 huruf c mulai dilaksanakan tahun 2014 untuk penyusunan APBN 

Tahun 2015. 

(2) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tetap melaksanakan tugas sampai dengan 

berakhir masa keanggotaan DPR periode 2009-2014. 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 424 

UU 17/2014 UU 2/2018 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini 

harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini 

harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

 
Pasal 425 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau 

tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. 
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Pasal 425A54 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

 
 

Pasal 426 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043) sampai dengan berakhir masa jabatan. 

 
Pasal 427 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 Pasal 427A55 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku: 

a. pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap 

melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil 

pemilihan umum Tahun 2014; 

b. penambahan kursi pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 

pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk jabatan wakil ketua; dan 

c. penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan 

kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum 

Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan 

penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan 

kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum 

Tahun 2014 urutan ke-1 (satu). 

 

                                                        
54  Pasal 425A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
55  Pasal 425A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Pasal 427B56 

(1) Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan MPR dan DPR 

sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 427A berlaku sampai 

berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014. 

(2) Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan 

Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT 

sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan 

Pasal 152 berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR hasil pemilihan 

umum tahun 2014. 

 
Pasal 427C57 

UU 17/2014 UU 9/2019 

(1) Susunan dan mekanisme pemilihan 

pimpinan MPR masa keanggotaan MPR 

setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) 

orang ketua dan 4 (empat) orang wakil 

ketua yang dipilih dari dan oleh anggota 

MPR; 

b. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dipilih dari dan oleh 

anggota MPR dalam satu paket yang 

bersifat tetap; 

c. bakal calon pimpinan MPR berasal dari 

fraksi dan/atau kelompok anggota 

disampaikan didalam sidang paripurna; 

d. tiap fraksi dan kelompok anggota 

sebagaimana dimaksud pada huruf c 

dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal 

calon pimpinan MPR; 

e. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dipilih secara musyawarah 

untuk mufakat dan ditetapkan dalam 

rapat paripurna MPR; 

f. dalam hal musyawarah untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud pada huruf e 

tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih 

dengan pemungutan suara dan yang 

memperoleh suara terbanyak 

ditetapkan sebagai pimpinan MPR 

dalam rapat paripurna MPR; 

Dihapus 

                                                        
56  Pasal 425B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
57 Pasal 425C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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UU 17/2014 UU 9/2019 

g. selama pimpinan MPR sebagaimana 

dimaksud pada huruf a belum 

terbentuk, sidang MPR pertama kali 

untuk menetapkan pimpinan MPR 

dipimpin oleh pimpinan sementara 

MPR; 

h. pimpinan sementara MPR sebagaimana 

dimaksud pada huruf g berasal dari 

anggota MPR yang tertua dan termuda 

dari fraksi dan/atau kelompok anggota 

yang berbeda; dan 

i. pimpinan MPR ditetapkan dengan 

keputusan MPR. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemilihan pimpinan MPR diatur dalam 

peraturan MPR tentang tata tertib.58 

 
Pasal 427D59 

(1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR 

setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil 

ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi 

terbanyak di DPR; 

b. ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR; 

c. wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima; 

d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 

terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b 

dan huruf c ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak 

dalam pemilihan umum; dan 

e. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara 

sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c 

ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib.60 

                                                        
58 Dilaksanakan dengan Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 
59 Pasal 427D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
60 Dilaksanakan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang 
Tata Tertib 
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Pasal 427E61 

(1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan 

Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT masa keanggotaan 

DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah 

Kehormatan Dewan, dan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang 

bersifat kolektif dan kolegial; 

b. pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah 

Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling 

banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota 

komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan 

Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan 

proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; dan 

c. penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, 

Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada 

huruf b dilakukan dalam rapat komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, 

BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan,dan BURT yang dipimpin oleh 

pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi, Badan 

Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan 

BURT. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan 

Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata 

tertib.62 

 
Pasal 428 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta, 

pada tanggal 5 Agustus 2014 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

                                                        
61 Pasal 427E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
62 Dilaksanakan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang 
Tata Tertib 
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DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Agustus 2014 

MENTE RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

AMIR SYAMSUDIN 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 182 
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PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

LAMPIRAN I 
 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN  

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 
 

I. UMUM 

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga 

permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan 

dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih 

demokratis, efektif, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keempat lembaga 

tersebut, pada dasarnya sudah membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga 

permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, 

sejak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan, masih terdapat beberapa hal yang 

dipandang perlu untuk ditata kembali melalui penggantian Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2009. Penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

didasarkan pada materi muatan baru yang telah melebihi 50% (lima puluh persen) 

dari substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut. 

Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan 

untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam 

pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

membatalkan beberapa ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam proses 

pembentukan undang-undang. Perkembangan lainnya adalah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 35 /PUU-XI/2013 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2009 yang mengurangi kewenangan DPR dalam pembahasan APBN. 

Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan Undang-Undang 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai 

upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks 
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and balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi 

masyarakat. 

Sejalan dengan pemikiran di atas serta untuk mewujudkan lembaga perwakilan 

rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, Undang-Undang ini memperkuat dan 

memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD seperti mekanisme pembentukan undang-undang dan penguatan fungsi 

aspirasi, penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi 

dewan yang bermitra dengan Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem 

pendukung, baik sekretariat jenderal maupun Badan Keahlian DPR. 
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LAMPIRAN II 
 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 
TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 

TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

I. Umum 

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan 

lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi 

rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, “Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 

Dasar.” Selanjutnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan 

bahwa, “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” dan ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah telah memuat pengaturan yang lengkap mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai 

demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun masih 

terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan 

presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui 

perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan adalah ketentuan mengenai 

penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota 

DPR mengajukan pertanyaan kepada: 

a. pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan atau tidak 

melaksanakan rekomendasi DPR atau tidak melaksanakan keputusan dan/atau 

kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi serta 

permintaan DPR kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif 
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kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah tersebut; dan 

b. badan hukum atau warga negara yang mengabaikan atau tidak melaksanakan 

rekomendasi DPR atau tidak melaksanakan keputusan dan/atau kesimpulan 

rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi serta permintaan DPR 

kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada badan 

hukum atau warga negara tersebut. 

Di samping itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai 

susunan pimpinan alat kelengkapan DPR yaitu komisi, Badan Legislasi, Badan 

Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan 

Badan Urusan Rumah Tangga dilakukan dengan cara menambah jumlah wakil ketua 

sebanyak 1 (satu) orang pada setiap alat kelengkapan DPR tersebut guna 

meningkatkan kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya 

agar lebih optimal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR 

sebagai lembaga perwakilan yang mencerminkan representasi rakyat. 
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PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

LAMPIRAN III 
 

PENJELASAN 
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, 
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

I. Umum 

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, diperlukan 

lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi 

rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, "Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar'" 

Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (selanjutnya disebut UU MD3). Dalam undang-undang tersebut telah secara 

eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi 

serta menyerap dan mempeduangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU 

MD3 telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai 

demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak 

sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem 

pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan 

penyempurnaan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah ketentuan mengenai kedudukan 

partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR. Dalam suatu tatanan yang 

demokratis apa yang disuarakan ralqyat dalam pemilu semestinya tercermin dalam 

susunan dan konfigurasi pimpinan DPR. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai susunan pimpinan DPR dan MPR 

dengan cara penambahan jumlah wakil ketua pimpinan pada MPR dan DPR yang 

memberikan cerminan keterwakilan suara partai pemenang pemilu pada struktur 

pimpinan dua lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan yang mencerminkan 

representasi rakyat. Selain itu, perlu juga dilakukan penataan struktur organisasi 

Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan dan 
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memperjelas wewenang dan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana yang 

telah dilakukan penambahan pimpinan pada alat kelengkapan dewan pada saat 

perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat mencerminkan asas 

proporsionalitas. 

Demikian juga penataan Badan Legislasi terkait dengan kewenangan Badan 

Legislasi dalam menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademik. Sebagai 

alat kelengkapan dewan yang secara khusus menangani bidang legislasi, maka sangat 

tidak tepat kewenangan tersebut tidak melekat dalam Badan Legislasi. Selain fungsi 

legislasi, juga dilakukan penataan lembaga DPR dengan menghidupkan kembali 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, suatu alat kelengkapan dewan yang akan 

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan yang 

hasil kerjanya disampaikan kepada komisi untuk melakukan pengawasan. Terkait 

dengan kewenangan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perubahan 

Undang-Undang ini juga memuat ketentuan pemberian sanksi dan bagi pihak-pihak 

yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR dan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak 

yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR. 
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LAMPIRAN IV 
 

PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, 
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

I. UMUM 

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan 

lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi 

rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, "Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". 

Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu 

mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan 

aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU MD3 telah secara komprehensif diatur 

mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa 

ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan umum serta sistem pemerintahan 

presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui 

perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah 

susunan dan mekanisme Pimpinan MPR yang memberikan cerminan keterwakilan 

suara partai pada struktur pimpinan lembaga tersebut. 
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LAMPIRAN V 
 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 

BESERTA PERUBAHANNYA 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa 
Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik 
atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan wewenang dan tugas MPR perlu 
disediakan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kemampuan keuangan 
negara. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban pengelolaan anggaran MPR” 
adalah format dan prosedur pengelolaan anggaran. 
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Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas.  

Pasal 9 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi 
rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan 
perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota MPR. 

Pasal 10 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan 
keputusan” adalah dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota MPR untuk 
memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara 
kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan 
partai politik, daerah, suku, agama, dan ras. 
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Huruf f 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
UU 17/2014 UU 2/2018 UU 13/2019 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 
"representasi dari masing-
masing fraksi dan kelompok 
anggota" adalah setiap 
fraksi atau kelompok 
anggota mengajukan 1 
(satu) orang Pimpinan MPR. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 
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Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan anggota MPR” adalah 
mempersiapkan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat menjalankan tugas 
dan wewenangnya pada lembaga masing-masing. Ketentuan ini tidak 
menutup kesempatan bagi Pemerintah dan masyarakat untuk 
memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Huruf f 
Dalam mewakili MPR di pengadilan, pimpinan dapat menunjuk kuasa 
hukum. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Huruf a 
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang 
bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang 
mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau 
tidak diketahui keberadaannya. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 
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Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 
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Dalam hal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di hadapan rapat paripurna 
DPR, berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh 
pimpinan MPR. 

Ayat (8) 
Pidato awal masa jabatan disampaikan oleh Presiden: 
a. dalam sidang paripurna MPR apabila pengucapan sumpah/janji di hadapan 

sidang paripurna MPR; 
b. dalam rapat paripurna DPR apabila pengucapan sumpah/janji di hadapan 

rapat paripurna DPR; atau 
c. di hadapan pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung apabila 

pengucapan sumpah/janji dilakukan di hadapan pimpinan MPR dan 
pimpinan Mahkamah Agung. 

Pasal 35 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 
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Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Pidato pelantikan disampaikan oleh Presiden: 
a. dalam sidang paripurna MPR apabila pengucapan sumpah/janji di hadapan 

sidang paripurna MPR; 
b. dalam rapat paripurna DPR apabila pengucapan sumpah/janji di hadapan rapat 

paripurna DPR; atau 
c. di hadapan pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung apabila pengucapan 

sumpah/janji dilakukan di hadapan pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah 
Agung. 
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Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59  
Cukup jelas.  

Pasal 60  
Cukup jelas.  

Pasal 61  
Cukup jelas.  

Pasal 62  
Cukup jelas.  

Pasal 63  
Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Ketentuan ini harus mencerminkan unsur anggota DPR dan anggota DPD.  

Pasal 64  
Cukup jelas.  

Pasal 65  
Cukup jelas.  

Pasal 66  
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, 
antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi 
pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. 

Pasal 70 
Cukup jelas.  
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Pasal 71 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Setiap orang adalah orang perseorangan 
atau badan hukum atau pejabat negara 
atau pejabat pemerintah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 74 

UU 17/2014 UU 42/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas 

 
Pasal 75 

Ayat (1) 
Memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran dimaksudkan agar tersedia 
anggaran yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas 
DPR sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR” 
adalah format dan prosedur pengelolaan anggaran. 

Pasal 76 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
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Selama menjadi anggota DPR, yang bersangkutan harus berdomisili di ibu kota 
negara Republik Indonesia untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas 
penuh waktu. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi 
rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan 
perundangundangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR. 

Pasal 79 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat 
berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, 
menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementerian. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Huruf a 

Hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPR menyikapi dan 
menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam 
bentuk pengajuan usul rancangan undang-undang. 

Huruf b 
Hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan, baik secara lisan maupun 
tertulis, kepada Pemerintah sesuai dengan fungsi serta wewenang dan tugas 
DPR. 

Huruf c 
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Hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik 
kepada Pemerintah maupun kepada DPR sendiri sehingga ada jaminan 
kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh 
karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam 
proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan 
pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan 
santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota DPR untuk 
memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara 
kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup Jelas. 

Pasal 81 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan 
partai politik, daerah, agama, ras, dan suku. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban 
anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap 
masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara 
tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. 

Huruf j 
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Cukup jelas. 
Huruf k 

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada 
pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui 
perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Panitia khusus dibentuk untuk 
melaksanakan fungsi legislasi 
dan/atau fungsi pengawasan, 
termasuk menangani 
masalah/urusan yang bersifat 
mendesak atau memerlukan 
penanganan segera. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 84 

UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
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Pasal 86 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Dalam memasyarakatkan keputusan DPR, pimpinan dapat menugasi 
anggota DPR. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Dalam mewakili DPR di pengadilan, pimpinan dapat menunjuk kuasa 
hukum. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Ayat (1) 

Huruf a 
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang 
bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang 
mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak 
diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa 
keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
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Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 
UU 17/2014 UU 42/2014 

Cukup jelas. Cukup jelas. 
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Pasal 98 
UU 17/2014 UU 42/2014 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Alokasi anggaran terkait fungsi dan 
program kementerian/lembaga 
ditetapkan dalam rapat kerja komisi 
sehingga harus menjadi kesimpulan 
rapat kerja komisi. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Alokasi anggaran terkait fungsi dan 
program kementerian/lembaga 
ditetapkan dalam rapat kerja komisi 
sehingga harus menjadi kesimpulan 
rapat kerja komisi. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (6)  
Cukup jelas. 

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

Ayat (7)  
Cukup jelas. 

Ayat (8)  
Cukup jelas. 

Ayat (8)  
Cukup jelas. 

Ayat (9)  
Cukup jelas. 

Ayat (9)  
Cukup jelas. 

Ayat (10)  
Cukup jelas. 

Ayat (10)  
Cukup jelas. 

Ayat (11)  
Cukup jelas. 

Ayat (11)  
Cukup jelas. 

 
Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 
Jumlah komisi disesuaikan dengan jumlah institusi pemerintah yang meliputi 
kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau sekretariat 
lembaga negara. Ruang lingkup tugas komisi disesuaikan dengan ruang lingkup 
kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau sekretariat 
lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR. 



 

 

204 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

Yang dimaksud dengan “mitra kerja komisi” adalah kementerian/lembaga termasuk 
sekretariat lembaga negara seperti Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan 
Sekretariat Jenderal DPR. 

 
Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
UU 17/2014 UU 42/2014 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 105 

UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Jumlah anggota Badan Anggaran memberikan alokasi yang lebih banyak 
terhadap komisi yang menangani urusan keuangan negara. 

Pasal 109 
UU 17/2014 UU 42/2014 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 110 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 
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Dalam rangka efektivitas pembahasan alokasi dana transfer ke daerah oleh 
komisi, pembahasan dapat dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau 
lintas komisi bersama pemerintah. 

 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas 

Pasal 112A63 
  Cukup jelas. 

Pasal 112B64 
  Cukup jelas. 

Pasal 112C65 
  Cukup jelas. 

Pasal 112D66 
  Cukup jelas. 

Pasal 112E67 
  Cukup jelas. 

Pasal 112F68 
  Cukup jelas. 

Pasal 112G69 
  Cukup jelas. 

Pasal 113 

                                                        
63 Penjelasan Pasal 112A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
64 Penjelasan Pasal 112B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
65 Penjelasan Pasal 112C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
66 Penjelasan Pasal 112D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
67 Penjelasan Pasal 112E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
68 Penjelasan Pasal 112F merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
69 Penjelasan Pasal 112G merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
UU 17/2014 UU 42/2014 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 116 

Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
UU 17/2014 UU 42/2014 UU 2/2018 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Usulan fraksi 
memperhatikan syarat-
syarat senioritas dan 
integritas dari 
keanggotaan fraksi yang 
bersangkutan. 

 

Ayat (2) 
Penambahan kursi 
pimpinan Mahkamah 
Kehormatan Dewan 
untuk jabatan wakil 
ketua. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan 
“pihak yang berkaitan” 
adalah lembaga negara, 
pejabat 
negara/pemerintah, 
badan hukum, organisasi 
masyarakat, warga 
negara Indonesia, 
dan/atau orang asing 
yang bertempat tinggal di 
Indonesia. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 121A70 

                                                        
70 Penjelasan Pasal 121A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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  Cukup jelas. 

Pasal 122 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “pihak yang 
berkaitan” adalah lembaga negara, 
pejabat negara/pemerintah, badan 
hukum, organisasi masyarakat, warga 
negara Indonesia, dan/atau orang asing 
yang bertempat tinggal di Indonesia. 

 
Pasal 122A71 
  Cukup jelas. 

Pasal 122B72 
  Cukup jelas. 

Pasal 123  
Cukup jelas.  

Pasal 124  
Cukup jelas. 

Pasal 125  
Cukup jelas.  

Pasal 126  
Cukup jelas.  

Pasal 127  
Cukup jelas.  

Pasal 128  
Cukup jelas.  

Pasal 129  
Cukup jelas.  

Pasal 130  
Cukup jelas.  

Pasal 131  
Cukup jelas.  

                                                        
71 Penjelasan Pasal 122A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
72 Penjelasan Pasal 122B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Pasal 132  
Cukup jelas.  

Pasal 133  
Cukup jelas.  

Pasal 134  
Cukup jelas. 

Pasal 135 
Cukup jelas. 

Pasal 136 
Cukup jelas. 

Pasal 137 
Cukup jelas. 

Pasal 138 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat asli atau jika berupa fotokopi harus 
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. 
Alat bukti surat yang bukan surat asli atau fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat 
yang berwenang hanya menjadi petunjuk. 

Huruf d 
Alat bukti data atau informasi elektronik antara lain diperoleh dari pengadu, 
teradu, dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Pasal 139 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal 141 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 
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Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

Pasal 148 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas. 

Pasal 152 
UU 17/2014 UU 42/2014 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 
Cukup jelas. 

Pasal 155 
Cukup jelas. 

Pasal 156 
Cukup jelas. 

Pasal 157 
Cukup jelas. 

Pasal 158 
Cukup jelas. 

Pasal 159 
Cukup jelas. 

Pasal 160 
Cukup jelas. 

Pasal 161 
Cukup jelas. 
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Pasal 162 
Cukup jelas 

Pasal 163 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pada prinsipnya semua naskah rancangan undang-undang harus disertai naskah 
akademik, tetapi beberapa rancangan undang-undang, seperti rancangan 
undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang tentang penetapan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, 
rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional, atau 
rancangan undang-undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi 
yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya dapat disertai atau tidak 
disertai naskah akademik. 

Pasal 164 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 165 

Cukup jelas. 

Pasal 166 
Cukup jelas. 

Pasal 167 
Cukup jelas. 

Pasal 168 
Cukup jelas. 

Pasal 169 
Cukup jelas. 

Pasal 170 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Pendapat mini DPD hanya disampaikan terhadap rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD. 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 171 
Cukup jelas. 

Pasal 172 
Cukup jelas. 

Pasal 173 
Cukup jelas. 

Pasal 174 
Cukup jelas. 

Pasal 175 
Cukup jelas. 

Pasal 176 
Cukup jelas. 

Pasal 177 
Cukup jelas. 

Pasal 178 
Cukup jelas. 

Pasal 179 
Cukup jelas. 

Pasal 180 
Cukup jelas. 

Pasal 180A73 
  Cukup jelas. 

Pasal 181 
Cukup jelas. 

Pasal 182 
Cukup jelas. 

Pasal 183 
Cukup jelas. 

Pasal 184 
Cukup jelas. 

                                                        
73 Penjelasan Pasal 180A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Pasal 185 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Pembahasan dilakukan, antara lain, dengan penelitian administrasi; 
penyampaian visi dan misi; uji kepatutan dan kelayakan. 

Pasal 186 
Cukup jelas. 

Pasal 187 
Cukup jelas. 

Pasal 188 
Cukup jelas. 

Pasal 189 
Cukup jelas. 

Pasal 190 
Cukup jelas. 

Pasal 191 
Cukup jelas. 

Pasal 192 
Cukup jelas. 

Pasal 193 
Cukup jelas. 

Pasal 194 
Cukup jelas. 

Pasal 195 
Cukup jelas. 

Pasal 196 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang diberikan kewenangan 
oleh undang-undang. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 197 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “menerima penjelasan Presiden” adalah menerima tanpa 
catatan atau menerima dengan catatan. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 198 
Cukup jelas. 

Pasal 199 
Cukup jelas. 

Pasal 200 
Cukup jelas. 

Pasal 201 
Cukup jelas. 

Pasal 202 
Cukup jelas. 

Pasal 203 
Cukup jelas. 

Pasal 204 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 205 

Cukup jelas. 

Pasal 206 
Cukup jelas. 

Pasal 207 
Cukup jelas. 

Pasal 208 
Cukup jelas. 

Pasal 209 
Cukup jelas. 

Pasal 210 
Cukup jelas. 

Pasal 211 
Cukup jelas. 

Pasal 212 
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Cukup jelas. 

Pasal 213 
Cukup jelas. 

Pasal 214 
Cukup jelas. 

Pasal 215 
Cukup jelas. 

Pasal 216 
Cukup jelas. 

Pasal 217 
Cukup jelas. 

Pasal 218 
Cukup jelas. 

Pasal 219 
Cukup jelas. 

Pasal 220 
Cukup jelas. 

Pasal 221 
Cukup jelas. 

Pasal 222 
Cukup jelas. 

Pasal 223 
Cukup jelas. 

Pasal 224 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 225 

Cukup jelas. 

Pasal 226 
Cukup jelas. 

Pasal 227 
Cukup jelas. 

Pasal 228 
Cukup jelas. 
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Pasal 229 
Cukup jelas. 

Pasal 230 
Cukup jelas. 

Pasal 231 
Cukup jelas. 

Pasal 232 
Cukup jelas. 

Pasal 233 
Cukup jelas. 

Pasal 234 
Cukup jelas. 

Pasal 235 
Cukup jelas. 

Pasal 236 
Cukup jelas. 

Pasal 237 
Cukup jelas. 

Pasal 238 
Cukup jelas. 

Pasal 239 
Ayat (1) 

Huruf a 
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang 
bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang 
mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak 
diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa 
keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan 
yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, 
pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Huruf h 
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai politik lokal sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Pasal 240 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua umum atau 
sebutan lain yang sejenis sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga 
partai politik masing-masing. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 241 
Cukup jelas. 

Pasal 242 
Cukup jelas. 

Pasal 243 
Cukup jelas. 

Pasal 244 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak keuangan yang 
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, 
dan uang paket. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 245 
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UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 246 

Cukup jelas. 

Pasal 247 
Cukup jelas. 

Pasal 248 
Cukup jelas. 

Pasal 249 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 250 

UU 17/2014 UU 2/2018 

Ayat (1)  
Untuk mendukung efektivitas 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada DPD, perlu disediakan 
anggaran yang mencukupi sesuai 
dengan kemampuan keuangan 
negara. 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan 
“pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran DPD” adalah format dan 
prosedur pengelolaan anggaran. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 251 

Cukup jelas. 

Pasal 252 
Cukup jelas. 

Pasal 253 
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Cukup jelas. 

Pasal 254 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji adalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi daerah 
yang diwakilinya dengan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab 
yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPD. 

Pasal 255 
Cukup jelas. 

Pasal 256 
Cukup jelas. 

Pasal 257 
Huruf a 

Hak bertanya anggota DPD tidak bermakna sama dengan hak mengajukan 
pertanyaan anggota DPR. 

Huruf b 
Hak anggota DPD untuk mendapatkan keleluasaan menyampaikan usul dan 
pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada DPD sehingga ada jaminan 
kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh 
karena itu, setiap anggota DPD tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam 
proses pengambilan keputusan. Tata cara penyampaian usul dan pendapat 
dimaksud dilakukan dengan tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, 
sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil daerah. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota DPD untuk 
memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara 
kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Pasal 258 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 
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Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Kepentingan kelompok, golongan, dan daerah dalam ketentuan ini termasuk 
kepentingan daerah yang diwakili, agama, ras, dan suku. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada 
masyarakat dan pemilih di daerah yang diwakilinya pada masa sidang melalui 
perjuangan politik yang menyangkut kepentingan daerah yang diwakilinya, serta 
di luar masa sidang melalui pertemuan-pertemuan dengan konstituen dan 
masyarakat di daerah yang diwakilinya. 

Pasal 259 
Cukup jelas. 

Pasal 260 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 261 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Dalam mewakili DPD di pengadilan, pimpinan dapat menunjuk kuasa 
hukum. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 262 
Cukup jelas. 

Pasal 263 
Cukup jelas. 

Pasal 264 
Cukup jelas. 

Pasal 265 
Cukup jelas. 

Pasal 266 
Cukup jelas. 

Pasal 267 
Cukup jelas. 

Pasal 268 
Cukup jelas. 

Pasal 269 
Cukup jelas. 

Pasal 270 
Cukup jelas. 

Pasal 271 
Cukup jelas. 

Pasal 272 
Cukup jelas. 

Pasal 273 
Cukup jelas. 

Pasal 274 
Cukup jelas. 

Pasal 275 
Cukup jelas. 

Pasal 276 
Cukup jelas. 

Pasal 277 
Cukup jelas. 

Pasal 278 
Ayat (1) 
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Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang yang terkait 
dengan kewenangan DPD, antara lain menyampaikan pandangan/pendapat dan 
mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) secara tertulis namun tidak ikut 
dalam pengambilan keputusan. 

Pasal 279 
Cukup jelas. 

Pasal 280 
Cukup jelas. 

Pasal 281 
Cukup jelas. 

Pasal 282 
Cukup jelas. 

Pasal 283 
Cukup jelas. 

Pasal 284 
Cukup jelas. 

Pasal 285 
Ayat (1) 

Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan laporan keuangan, hasil 
pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan, dan ikhtisar 
pemeriksaan semester. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 286 
Cukup jelas. 

Pasal 287 
Cukup jelas. 

Pasal 288 
Cukup jelas. 

Pasal 289 
Cukup jelas. 

Pasal 290 
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Cukup jelas. 

Pasal 291 
Cukup jelas. 

Pasal 292 
Cukup jelas. 

Pasal 293 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Sidang DPD di ibu kota negara dilakukan pada waktu tertentu dalam rangka 
pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPD. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 294 
Cukup jelas. 

Pasal 295 
Cukup jelas. 

Pasal 296 
Cukup jelas. 

Pasal 297 
Cukup jelas. 

Pasal 298 
Cukup jelas. 

Pasal 299 
Cukup jelas. 

Pasal 300 
Cukup jelas. 

Pasal 301 
Cukup jelas. 

Pasal 302 
Cukup jelas. 

Pasal 303 
Cukup jelas. 

Pasal 304 
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Cukup jelas. 

Pasal 305 
Cukup jelas. 

Pasal 306 
Cukup jelas. 

Pasal 307 
Ayat (1) 

Huruf a 
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang 
bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang 
mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak 
diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa 
keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Pasal 308 
Cukup jelas. 

 
Pasal 309 

Cukup jelas. 

Pasal 310 
Cukup jelas. 

Pasal 311 
Cukup jelas. 

Pasal 312 
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Cukup jelas. 

Pasal 313 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak keuangan yang 
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, 
dan uang paket. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 314 
Cukup jelas. 

Pasal 315 
Cukup jelas. 

Pasal 316 
Cukup jelas. 

Pasal 317 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Pemilihan wakil gubernur oleh DPRD provinsi, dilakukan apabila masa 
jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” dalam ketentuan ini 
adalah perjanjian antara Pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan 
dengan kepentingan daerah. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “kerja sama internasional” dalam ketentuan ini 
adalah kerja sama antara pemerintah daerah provinsi dan pihak luar negeri 
yang meliputi kerja sama provinsi “kembar”, kerja sama teknik termasuk 
bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama 
penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-perundangan. 

Huruf h 
Cukup jelas. 
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Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 318 
Ayat (1) 

Penentuan jumlah anggota DPRD provinsi untuk setiap provinsi didasarkan pada 
jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Ayat (2) 
Nama anggota DPRD provinsi terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara 
administratif dilakukan oleh KPU provinsi dan dilaporkan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui gubernur dan tembusannya kepada KPU. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 319 
Cukup jelas. 

Pasal 320 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi 
rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan 
perundangundangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD provinsi. 

Pasal 321 
Cukup jelas. 

Pasal 322 
Cukup jelas. 

Pasal 323 
Huruf a 

Hak mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi dimaksudkan untuk 
mendorong anggota DPRD provinsi dalam menyikapi serta menyalurkan dan 
menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul 
rancangan peraturan daerah provinsi. 
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Huruf b 
Hak anggota DPRD provinsi untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan 
maupun tertulis kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi serta tugas dan 
wewenang DPRD provinsi. 

Huruf c 
Hak anggota DPRD provinsi untuk menyampaikan suatu usul dan pendapat 
secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD provinsi 
sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta 
kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD provinsi tidak dapat 
diarahkan oleh siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata 
cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata 
krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah 
setempat, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota DPRD provinsi 
untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam 
acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Pasal 324 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan 
partai politik, daerah, ras, agama, dan suku. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban 
anggota DPRD provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada 
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setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan 
secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD provinsi. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada 
setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. 

Pasal 325 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi yang dibentuk dari 
gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat 
pembentukan 1 (satu) fraksi. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 

Pasal 326 
Cukup jelas. 

Pasal 327 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD provinsi dan 
berhak mengisi kursi pimpinan DPRD provinsi, melalui pimpinan partai politik 
setempat mengajukan anggota DPRD provinsi yang akan ditetapkan menjadi 
pimpinan DPRD provinsi kepada pimpinan sementara DPRD provinsi. 

Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD provinsi 
mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik 
tersebut untuk ditetapkan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 



 

 

228 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Pasal 328 
Cukup jelas. 

Pasal 329 
Cukup jelas. 

Pasal 330 
Cukup jelas. 

Pasal 331 
Cukup jelas. 

Pasal 332 
Cukup jelas. 

Pasal 333 
Cukup jelas. 

Pasal 334 
Cukup jelas. 

Pasal 335 
Cukup jelas. 

 
Pasal 336 

Cukup jelas. 

Pasal 337 
Cukup jelas. 

Pasal 338 
Cukup jelas. 

Pasal 339 
Cukup jelas. 

Pasal 340 
Cukup jelas. 

Pasal 341 
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Cukup jelas. 

Pasal 342 
Cukup jelas. 

Pasal 343 
Cukup jelas. 

Pasal 344 
Cukup jelas. 

Pasal 345 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan fraksi 
yang dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi. 

Pasal 346 
Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan bersama yang 
dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak terkait dalam 
pengambilan keputusan. 

Pasal 347 
Cukup jelas. 

Pasal 348 
Cukup jelas. 

Pasal 349 
Cukup jelas. 

Pasal 350 
Cukup jelas. 

Pasal 351 
Cukup jelas. 

Pasal 352 
Cukup jelas. 

Pasal 353 
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Cukup jelas. 

Pasal 354 
Cukup jelas. 

Pasal 355 
Ayat (1) 

Huruf a 
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang 
bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang 
mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak 
diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa 
keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan 
yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, 
pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Huruf i 
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai politik lokal sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Pasal 356 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua atau sebutan lain 
yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut 
sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-
masing. 

Ayat (2) 
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 357 
Cukup jelas. 

Pasal 358 
Cukup jelas. 

Pasal 359 
Cukup jelas. 

Pasal 360 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak proses awal pengajuan 
pemberhentian antarwaktu di DPRD provinsi. 

Pasal 361 
Cukup jelas. 

Pasal 362 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak keuangan yang 
meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras 
serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 363 
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Cukup jelas. 

Pasal 364 
Cukup jelas. 

Pasal 365 
Cukup jelas. 

Pasal 366 
Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Pemilihan wakil bupati/wakil walikota oleh DPRD kabupaten/kota dilakukan 
apabila masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah 
perjanjian antara Pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan 
kepentingan daerah. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “kerja sama internasional” dalam ketentuan ini adalah 
kerja sama daerah antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak luar 
negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota “kembar”, kerja sama teknik 
termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja 
sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

 
Huruf i 

Cukup jelas. 
Huruf j 

Cukup jelas. 
Huruf k 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 367 
Ayat (1) 

Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap provinsi 
didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. 

Ayat (2) 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                    233 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan 
umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan 
kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 368 
Cukup jelas. 

Pasal 369 
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan 
agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan 
frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan 
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului 
dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului 
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. 

Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi 
rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan 
perundangundangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD kabupaten/kota. 

Pasal 370 
Cukup jelas. 

Pasal 371 
Cukup jelas. 

Pasal 372 
Huruf a 

Hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD kabupaten/kota dalam 
menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang 
diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah 
kabupaten/kota. 

Huruf b 
Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengajukan pertanyaan baik secara 
lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi serta 
tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota. 

Huruf c 
Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk menyampaikan usul dan pendapat 
secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD 
kabupaten/kota sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan 
hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD 
kabupaten/kota tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses 
pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat 



 

 

234 |   PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I/2023 

dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan 
kepatutan sebagai wakil rakyat. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah 
setempat, sekretariat DPRD kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan 
tinggi. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota DPRD 
kabupaten/kota untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan 
jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam 
melaksanakan tugasnya. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Pasal 373 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan 
partai politik, daerah, ras, agama, dan suku. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 
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Huruf i 
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban 
anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstiuennya secara 
rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen 
dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD 
kabupaten/kota. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada 
setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. 

Pasal 374 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi yang dibentuk dari 
gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat 
pembentukan 1 (satu) fraksi. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 

Pasal 375 
Cukup jelas. 

Pasal 376 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD 
kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, 
melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD 
kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota 
kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pengajuan 
tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam 
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rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk 
ditetapkan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

Pasal 377 
Cukup jelas. 

Pasal 378 
Cukup jelas. 

Pasal 379 
Cukup jelas. 

Pasal 380 
Cukup jelas. 

Pasal 381 
Cukup jelas. 

Pasal 382 
Cukup jelas. 

Pasal 383 
Cukup jelas. 

Pasal 384 
Cukup jelas. 

Pasal 385 
Cukup jelas. 

Pasal 386 
Cukup jelas. 

Pasal 387 
Cukup jelas. 

Pasal 388 
Cukup jelas. 
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Pasal 389 
Cukup jelas. 

Pasal 390 
Cukup jelas. 

Pasal 391 
Cukup jelas. 

Pasal 392 
Cukup jelas. 

Pasal 393 
Cukup jelas. 

Pasal 394 
Cukup jelas. 

Pasal 395 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan 
fraksi yang dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi. 

Pasal 396 
Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan bersama yang 
dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak terkait dalam 
pengambilan keputusan. 

Pasal 397 
Cukup jelas. 

Pasal 398 
Cukup jelas. 

Pasal 399 
Cukup jelas. 

Pasal 400 
Cukup jelas. 
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Pasal 401 
Cukup jelas. 

Pasal 402 
Cukup jelas. 

Pasal 403 
Cukup jelas. 

Pasal 404 
Cukup jelas. 

Pasal 405 
Ayat (1) 

Huruf a 
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
dan/atau pejabat yang berwenang. 

Huruf b 
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang 
bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang 
mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak 
diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa 
keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan 
yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, 
pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Huruf i 
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai politik lokal sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
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Pasal 406 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua atau sebutan lain 
yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut 
sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-
masing. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 407 
Cukup jelas. 

Pasal 408 
Cukup jelas. 

Pasal 409 
Cukup jelas. 

Pasal 410 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak proses awal pengajuan 
pemberhentian antarwaktu di DPRD provinsi. 

Pasal 411 
Cukup jelas. 

Pasal 412 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 
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Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak keuangan yang 
meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras 
serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 413 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Badan Keahlian DPR” adalah sistem dukungan keahlian 
yang diperuntukkan untuk mendukung tiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, 
anggaran, dan pengawasan. Badan Keahlian antara lain terdiri atas pusat 
perancang undang-undang, pusat kajian anggaran, pusat kajian akuntabilitas 
keuangan negara, dan pusat penelitian. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 413A74 
Cukup jelas. 

Pasal 414 
Ayat (1) 

Masing-masing lembaga menetapkan 3 (tiga) orang nama setelah melakukan 
penyeleksian terhadap beberapa calon. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 415 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “manajemen kepegawaian” adalah keseluruhan upaya 
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme 
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban pegawai, yang meliputi 
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, 
penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. 

                                                        
74 Penjelasan Pasal 413A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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Pasal 416 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang 
yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu 
anggota dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPR/DPD. 
Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis 
berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang 
DPR/DPD. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 417 
Cukup jelas. 

Pasal 418 
Ayat (1) 

Organisasi sekretariat DPRD provinsi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan 
fungsi dan tugas pokok DPRD provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas, 
produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan 
memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah. 

Ayat (2) 
Sekretaris DPRD provinsi adalah jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga 
dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Dalam pengusulan 
pengangkatannya, gubernur mengajukan 3 (tiga) orang calon kepada pimpinan 
DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang 
kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 419 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang 
yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat 
kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD 
provinsi. Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan 
menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan 
wewenang DPRD provinsi. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kemampuan daerah provinsi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 420 
Ayat (1) 

Organisasi sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung 
pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka 
meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat 
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daerah, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat 
daerah. 

Ayat (2) 
Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai negeri sipil 
sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti 
ketentuan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian. Dalam 
pengusulan pengangkatannya, bupati/walikota mengajukan 3 (tiga) orang calon 
kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan dengan 
memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 421 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang 
yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat 
kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD 
kabupaten/kota. 

Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis 
berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang 
DPRD kabupaten/kota. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kemampuan daerah kabupaten/kota. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 422 
Cukup jelas. 

Pasal 423 
Cukup jelas. 

Pasal 424 
UU 17/2014 UU 2/2018 

Cukup jelas. Cukup jelas. 

 
Pasal 425 

Cukup jelas. 

Pasal 425A75 
Cukup jelas. 

Pasal 426 
Cukup jelas. 

Pasal 427 

                                                        
75 Penjelasan Pasal 425A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2014. 
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Cukup jelas. 

Pasal 427A76 
Cukup jelas. 

Pasal 427B77 
Cukup jelas. 

Pasal 427 C78 
UU 2/2018 UU 13/2019 

Cukup jelas. Dihapus 

 
Pasal 427D79  

Cukup jelas. 

Pasal 427E80 
Cukup jelas. 

Pasal 428 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5568 

  

                                                        
76 Penjelasan Pasal 427A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
77 Penjelasan Pasal 427B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
78 Penjelasan Pasal 427C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
79 Penjelasan Pasal 427D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
80 Penjelasan Pasal 427E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. 
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LAMPIRAL VI 
 

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

1. Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), serta Pasal 277 ayat 

(1) 

 

Bahwa dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, MK memberikan 

pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), 

Pasal 250 ayat (1), serta Pasal 277 ayat (1) sebagai berikut: 

[3.17]  Menimbang terhadap permasalahan hukum yang pertama, Pemohon mendalilkan 

ketentuan Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (1) [sic!], Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 

277 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 

karena telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam penyampaian 

RUU dan telah membatasi kewenangan DPD dalam mengajukan RUU; 

[3.17.1]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014, menurut 

Mahkamah maksud yang terkandung dalam Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 

prinsipnya sama dengan maksud yang terkandung dalam norma Pasal 146 ayat 

(1) UU 27/2009, yang menyatakan: 

  

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD 

Pasal 146 

(1) Rancangan undang-undang 
beserta penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah 
akademik yang berasal dari DPD 
disampaikan secara tertulis oleh 
pimpinan DPD kepada pimpinan 
DPR; 

(2) … dst; 

Pasal 166 

(1) … dst; 

(2) Rancangan undang-undang 
beserta penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah 
akademik yang berasal dari DPD 
disampaikan secara tertulis oleh 
pimpinan DPD kepada pimpinan 
DPR. 

Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, 

telah memutus Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang amarnya menyatakan, “Pasal 

146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Rancangan Undang-Undang 

beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari 

DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan 

kepada Presiden”. Sekalipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, 
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bertanggal 27 Maret 2013, telah menyatakan Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009 

bertentangan dengan UUD 1945, namun pembentuk Undang-Undang dalam 

melakukan penggantian UU MD3 tidak memasukkan putusan Mahkamah bahwa 

rancangan Undang-Undang tersebut selain disampaikan kepada DPR juga 

disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, seharusnya rancangan Undang-

Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang 

berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada 

pimpinan DPR dan Presiden; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 166 ayat 

(2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 

“Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 

akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD 

kepada pimpinan DPR dan Presiden”. 

[3.17.2]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 yang 

menyatakan, “Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal 

dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR” 

[sic!], menurut Mahkamah pokok permohonan a quo tidak jelas dan kabur karena 

Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan ”Rancangan undang-undang beserta naskah 

akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD 

kepada pimpinan DPR” yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak ada 

dalam UU 17/2014 karena Pasal 167 UU 17/2014 tidak diikuti oleh ayat, 

melainkan hanya norma tunggal yang menyatakan, “Penyebarluasan rancangan 

undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan 

oleh DPD”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil 

mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 kabur atau tidak jelas; 

[3.17.3]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014, menurut 

Mahkamah bahwa benar DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 

mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun kewenangan DPD dimaksud 

bukan tanpa aturan, melainkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu 

Menyusun rencana program rancangan Undang-Undang untuk diajukan kepada 

DPR agar dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional. Mekanisme 

demikian harus ditempuh sebab selain untuk mempersiapkan anggaran, juga 

untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perancangan 

Undang-Undang termaksud dan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPD dalam 

menyusun rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan 
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dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPD mengajukan 

usulan rancangan undang-undang tertentu sebelum ditetapkan prolegnas oleh 

DPR dan Presiden; 

Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 

27 Maret 2013 telah menegaskan untuk mengikutsertakan DPD dalam 

penyusunan Prolegnas dalam bidang-bidang tertentu. Pertimbangan Mahkamah 

demikian dimuat dalam paragraf [3.18.4], antara lain menyatakan: 

… keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya 

merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” 

Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan 

Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau 

kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan 

Pasal 17 UU 12/2011, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam 

Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang 

dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang 

tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD 

tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin 

DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU 

sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU 

tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut ketentuan Pasal 276 ayat (1) UU 

17/2014 yang menentukan syarat pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD 

harus sesuai dengan program legislasi nasional bukan merupakan pembatasan 

terhadap kewenangan DPD dalam penyampaian rancangan undang-undang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan 

tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) UU 12/2011 yang 

menyatakan, Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun 

Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR 

disusun berdasarkan Prolegnas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil 

Pemohon sepanjang mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014 tidak beralasan 

menurut hukum; 

[3.17.4]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014, menurut 

Mahkamah pasal a quo mengatur mengenai mekanisme penyampaian rancangan 

Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD kepada 

pimpinan DPR dengan ditembuskan kepada Presiden. Ketentuan norma demikian 

tidak sejalan atau menyimpangi Putusan Mahkamah Nomor 92/PUUX/2012, 
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bertanggal 27 Maret 2013. Semangat yang terkandung dalam putusan Mahkamah 

a quo adalah menekankan adanya keterlibatan DPD bersama DPR dan Presiden 

dalam mengajukan rancangan dan pembahasan rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Keterlibatan DPD tesebut hanya dalam pembahasan, 

tidak sampai pada pengambilan keputusan. Pendapat Mahkamah demikian secara 

tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUUX/2012, bertanggal 

27 Maret 2013 pada paragraf [3.18.1] dan paragraf [3.18.2], antara lain, 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.18.1] … DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan 

Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. … 

[3.18.2] … DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan 

yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan 

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

…  

… pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada 

Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan 

pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah 

(DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan 

di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II 

dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut 

Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari 

Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan 

memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu 

pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberika penjelasan, 

sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga 

diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan 

memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. 

Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta 

DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga 

DIM, diajukan oleh masingmasing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR 

seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun 

demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU 

dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU 

sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat 

Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang 
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DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR 

sebagai satu kesatuan kelembagaan; 

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah mekanisme panyampaian 

rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik dari DPD harus disamakan 

dengan mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang sebagaimana 

pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.17.1], yakni rancangan Undang-

Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara 

tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang 

mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum; 

[3.18]  Menimbang terhadap permasalahan hukum yang kedua, Pemohon mendalilkan 

ketentuan Pasal 71 huruf c, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat 

(1), dan Pasal 249 huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) 

UUD 1945 karena tidak ada (tidak memasukkannya menjadi) tugas DPR 

membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD), 

mereduksi kewenangan legislasi Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan 

undang-undang bersama DPR dan Presiden untuk disampaikan kepada Pemohon 

(DPD), mendelegitimasi kewenangan konstitusional Pemohon (DPD) dalam 

pembahasan rancangan undang-undang, Pemohon (DPD) hanya diberikan 

kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan 

undang-undang, dan mengaburkan pihak-pihak yang berwenang dalam 

pembahasan rancangan undang-undang; 

[3.18.1]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014 bertentangan 

dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal a quo tidak memasukkan tugas 

DPR membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD), 

menurut Mahkamah norma yang tercantum dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014 

sama dengan norma yang tercantum dalam Pasal 71 huruf e UU 27/2009 yang 

menyatakan. 

“DPR mempunyai tugas dan wewenang: 

a. ... dst. 

e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR 

dan Presiden”; 

Pasal 71 huruf e UU 27/2009 tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam 

Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, yang dalam paragraf 

[3.18.3], antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                    249 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

“... Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya 

berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian 

persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan 

Tingkat II. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada 

saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak 

memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan 

terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 

ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang 

memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang 

demikian, sejalan dengan kehendak awal (original intent) pada saat pembahasan 

pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 

2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan bahwa kewenangan DPD 

termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, 

tetapi usulan tersebut ditolak. Pemahaman yang demikian sejalan dengan 

penafsiran sistematis atas Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 

ayat (2) UUD 1945.  

Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan, yaitu 

kewenangan untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara 

DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD 

ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU 

untuk menjadi Undang- Undang”; 

Menurut Mahkamah, meskipun norma yang tercantum di dalam Pasal 71 huruf e 

UU 27/2009 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUUX/2012, 

bertanggal 27 Maret 2013 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak 

permohonan Pemohon, namun pertimbangan Mahkamah tersebut sama sekali 

tidak berkaitan dengan tidak dimasukkannya kewenangan DPR untuk membahas 

rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD) sebagaimana 

yang di dalilkan oleh Pemohon. Pertimbangan Mahkamah a quo hanya berkaitan 

mengenai DPD ikut serta membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah tanpa ikut memberi persetujuan. Oleh 

karena pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, 

bertanggal 27 Maret 2013, tidak berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, maka 

Mahkamah akan memberikan pendapat sebagai berikut: 

Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa DPD 

mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
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pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan Undang- 

Undang a quo. Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan 

menjadi kewenangan DPR dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014. Oleh karena itu, 

menurut Mahkamah Pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai, “membahas 

rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai 

Pasal 71 huruf c UU 17/2014 beralasan menurut hukum; 

[3.18.2]  Pemohon mendalilkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 bertentangan dengan 

Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal a quo telah mereduksi kewenangan 

legislasi Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan Undang-Undang bersama 

DPR dan Presiden untuk disampaikan kepada Pemohon (DPD). Menurut Pemohon 

pasal a quo hanya mengatur penyampaian rancangan Undang-Undang untuk 

dibahas yang diajukan oleh Presiden dan DPD saja yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, ser ta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Sedangkan rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

tidak diatur untuk disampaikan kepada DPD. Oleh karena itu, Pemohon memohon 

kepada Mahkamah menambah satu ayat in casu ayat (3) dalam Pasal 165 UU 

17/2014 yang menyatakan “Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah 

disampaikan Pimpinan DPR kepada Pimpinan DPD dan Presiden”. 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon 

bukan merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar, melainkan merupakan permohonan kepada Mahkamah untuk 

merumuskan norma baru dalam suatu Undang-Undang sebab Pemohon dalam 

permohonan a quo dengan tegas mempermasalahkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU 

17/2014 yang tidak mengatur kewenangan DPR untuk menyampaikan rancangan 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
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dan daerah kepada pimpinan DPD dan Presiden. Berkenaan dengan permohonan 

Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan 

tambahan rumusan norma baru suatu Undang-Undang yang bukan merupakan 

kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk Undang- 

Undang. Dengan demikian permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut 

hukum. 

Adapun khusus mengenai Pasal 166 UU 17/2014, menurut Mahkamah bahwa 

Pemohon dalam petitumnya hanya memohon Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

dan tidak memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 166 ayat (1), ayat 

(3), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah bahwa oleh karena 

Pemohon dalam petitumnya tidak memohon Pasal 166 ayat (1), ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (5) UU 17/2014 maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan ayat 

dalam pasal a quo. Adapun terhadap permohonan Pemohon mengenai Pasal 166 

ayat (2) UU 17/2014 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf 

[3.17.1] di atas. 

[3.18.3]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan 

dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal a quo telah mendelegitimasi 

kewenangan konstitusional Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan 

undang-undang, menurut Mahkamah, pasal tersebut tidak dapat diartikan 

mendelegitimasi kewenangan Pemohon karena hal tersebut mengatur tentang 

apakah DPD menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk 

menyampaikan pandangan dan pendapat mininya dalam proses pembicaraan 

tingkat I tergantung pada DPD sendiri dan proses tersebut harus tetap berjalan 

walaupun DPD tidak menggunakan haknya. Seandainya proses ini tidak dapat 

dilanjutkan karena DPD tidak menggunakan haknya maka hal tersebut justru 

menghambat proses pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 170 

ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum. 

[3.18.4]  Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 

22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal a quo hanya memberikan kesempatan 

kepada Pemohon (DPD) untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil 

persetujuan rancangan Undang-Undang. Menurut Pemohon, pernyataan DPD 

tentang RUU yang akan disetujui harus dimasukkan dalam kegiatan ini, karena 

walaupun keikutsertaan DPD dalam membahas tidak sampai pada persetujuan, 

namun secara konstitusional seharusnya sikap DPD atas RUU yang dibahas, 

apakah menyetujui atau menolak harus menjadi pertimbangan dari DPR dan 

Pemerintah. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada 

Mahkamah menambah norma di dalam Pasal 171 ayat (1) pada huruf b yang 
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menyatakan, “penyampaian dan penilaian DPD atas RUU hasil pembicaraan tingkat 

I”; 

Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah 

untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang a quo telah dinilai dan 

dipertimbangkan dalam paragraf [3.18.2], sehingga mutatis mutandis 

pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah 

terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014, sehingga 

permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

[3.18.5]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 

bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 karena mengaburkan pihak-

pihak yang berwenang dalam pembahasan rancangan Undang-Undang, menurut 

Mahkamah sekalipun pasal a quo tidak mengatur norma mengenai: 

(i) DPD ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang 

yang diajukan oleh DPD; dan 

(ii) DPD ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang 

yang diajukan oleh Presiden atau DPR 

sebagaimana petitum Pemohon, namun ketentuan yang dimohonkan oleh 

Pemohon tersebut sudah tercakup dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014 frasa “ikut 

membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a”. Frasa “ikut membahas” mengandung pengertian umum, 

yakni ikut membahas rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh DPR, 

Presiden, atau DPD. Selain itu, menurut Mahkamah, memaknai pasal a quo harus 

juga mengaitkan dengan Pasal 71 huruf c UU 17/2014 yang dalam pertimbangan 

Mahkamah pada paragraf [3.18.1] telah dimaknai pasal a quo menjadi “membahas 

rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon 

mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum; 

[3.19]  Menimbang terhadap permasalahan hukum yang ketiga, Pemohon mendalilkan 

ketentuan Pasal 72, Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5), 

Pasal 245 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 281, Pasal 238, dan 

Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945 karena 

mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan DPD, mengelabui kewenangan 
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dan tugas DPD, mensubordisasi DPD hanya sejajar alat kelengkapan DPR, dan 

diskriminatif; 

[3.19.1]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014 bertentangan dengan 

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 23F UUD 1945 

karena mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan DPD, menurut 

Mahkamah, bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menghendaki agar tugas 

DPR dalam Pasal 72 UU 17/2014 ditambah sampai dengan huruf j, yakni 

menyatakan pada huruf “i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang; dan j. membahas dan 

menindaklanjuti pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK”; 

Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah 

untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang a quo telah dinilai dan 

dipertimbangkan dalam paragraf [3.18.2], sehingga mutatis mutandis 

pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah 

terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014, sehingga permohonan 

Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

[3.19.2]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan 

dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 

1945 karena mengelabui kewenangan dan tugas DPD, menurut Mahkamah, Pasal 

22D ayat (2) UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan, “Dewan Perwakilan 

Daerah ikut membahas rancangan undang-undang ...; serta memberikan 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”. Kapasitas DPD (Pemohon) 

terhadap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama hanya sebatas “memberikan pertimbangan”. Mahkamah dalam Putusan 

92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, dalam paragraf [3.18.5] telah 

menafsirkan frasa “memberikan pertimbangan”, antara lain, menyatakan: 

“... makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D 

ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut 

membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam 

pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau 

tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting 

adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan 

DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama”; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah norma Pasal 174 ayat 

(1) Undang-Undang a quo mengenai pertimbangan DPD atas rancangan undang-

undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang 
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yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan sebelum 

memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Presiden adalah sudah tepat 

sebab kewenangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut hanya sebatas 

memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang-undang, 

sehingga tidak ada relevansinya sama sekali apabila pertimbangan DPD tersebut 

diberikan pada saat pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana yang 

dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, UUD 1945 sengaja membedakan 

antara pertimbangan dengan persetujuan, apalagi Indonesia tidak menganut 

sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan. 

Hendaklah senantiasa disadari bahwa lembaga perwakilan di Indonesia tidaklah 

menganut model bikameral. Lembaga perwakilan di Indonesia menurut UUD 

1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun 

DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah 

ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, 

sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah. Secara historis, DPD tidak 

pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di 

Amerika Serikat. Oleh sebab itu, anggota DPD bukanlah senator. Tugas, wewenang 

dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat 

dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral. Secara historis, 

kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang 

dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, namanya 

sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah. Semangat yang melandasi 

pembentukan DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik 

Indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah 

(anggota DPD) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik 

tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah. 

Selain itu, menurut Mahkamah apabila pertimbangan DPD atas rancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama tersebut diberikan 

sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden akan 

mempermudah DPR dan Presiden mempelajari pertimbangan DPD sebagai bahan 

dalam pembahasan rancangan Undang-Undang dimaksud; 

[3.19.3]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan 

dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 

1945 karena batas waktu 30 hari yang diberikan kepada DPD untuk 

menyampaikan pertimbangan secara tertulis atas rancangan undang-undang 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama telah mempersempit pelaksanaan 

kewenangan DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah memaknai pasal a quo, 

yakni “Pertimbangan DPD sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lama 50 (tiga puluh) [sic!] 
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harus sejak diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali rancangan undang-undang 

tentang APBN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari dan disampaikan 

dalam sidang paripurna sebelum persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pengaturan mengenai 

pembatasan waktu 30 hari kepada DPD untuk memberikan pertimbangan atas 

rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama 

seharusnya dapat memberikan motivasi kepada DPD untuk dapat bekerja lebih 

baik lagi. Selain itu, pembatasan waktu demikian bukan merupakan alasan 

konstitusionalitas norma berlakunya Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 sebab terkait 

kewenangan DPD tersebut, konstitusi tidak mengatur kapan pertimbangan 

tersebut disampaikan kepada DPR. Artinya pengaturan batas waktu tersebut 

diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. 

Dengan demikian Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 tidak bertentangan dengan UUD 

1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

[3.19.4]  Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan 

dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 

1945 karena mensubordisasi DPD hanya sejajar alat kelengkapan DPR, menurut 

Mahkamah, oleh karena Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 telah dinyatakan 

konstitusional oleh Mahkamah maka dengan sendirinya Pasal 174 ayat (5) UU 

17/2014 juga konstitusional sebab keberadaan Pasal 174 ayat (5) tersebut berkait 

erat dengan Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014;. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 174 

ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum; 

[3.19.5]  Pemohon mendalilkan Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 

ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB 

VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. 

Menurut Pemohon, ketentuan pasal dalam Undang-Undang a quo menimbulkan 

perlakuan yang diskriminatif antar lembaga perwakilan, yakni: 

a. Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 mensyaratkan adanya persetujuan tertulis 

dari Mahkamah Kehormatan Dewan apabila memanggil dan meminta 

keterangan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 

sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dan Pasal 245 ayat (1) UU 

17/2014 mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan apabila memanggil dan meminta keterangan untuk 

penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. 

Adapun terhadap anggota DPD yang menjadi anggota MPR tidak 

mensyaratkan yang demikian sebab Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 66 UU 

27/2009 yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Presiden terhadap 
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anggota DPD yang dipanggil dan dimintai keterangan untuk penyidikan 

tindak pidana, telah dihapus oleh UU 17/2014; 

b. Pasal 238 UU 17/2014 tidak memberikan hak kepada setiap orang, 

kelompok, atau organisasi untuk dapat mengajukan pengaduan kepada 

Mahkamah Kehormatan Dewan apabila terdapat anggota DPR yang tidak 

melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar 

ketentuan larangan. Perlakuan demikian berbeda dengan DPD yang 

berdasarkan Pasal 305 UU 17/2014 dapat diajukan oleh setiap orang, 

kelompok, atau organisasi karena tidak melaksanakan salah satu kewajiban 

atau lebih sebagaimana Pasal 262 UU 17/2014 dan/atau melanggar 

ketentuan larangan sebagaimana Pasal 302 UU 17/2014. Padahal menurut 

Pasal 211 UU MD3 yang lama (UU 27/2009) diatur mengenai pemberian hak 

kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan 

pengaduan, namun ketentuan a quo dihapuskan oleh UU MD3 yang baru (UU 

17/2014); 

c. Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 tidak lagi memuat sanksi bagi anggota 

DPR yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan 

DPR sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Perlakuan 

demikian berbeda dengan anggota DPD yang dapat dikenakan sanksi 

pemberhentian antarwaktu apabila tidak menghadiri rapat paripurna sidang 

dan/atau rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 307 

ayat (2) UU MD3. Padahal menurut Pasal 213 UU MD3 yang lama (UU 

27/2009) diatur mengenai pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPR 

yang tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan 

DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-

turut tanpa alasan yang sah, namun ketentuan a quo dihapuskan oleh UU 

MD3 yang baru (UU 17/2014); 

d. Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 tidak mengatur mengenai batas waktu 

pembangunan kantor DPD di ibu kota provinsi daerah pemilihan, padahal UU 

MD3 sebelumnya (Pasal 402 UU 27/2009) mengatur batas waktu 

pembangunan kantor DPD di ibu kota provinsi, yakni paling lama 2 (dua) 

tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, namun ketentuan a quo 

dihapuskan oleh UU 17/2014: 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang 

membandingkan antara UU MD3 yang lama (UU 27/2009) dan UU MD3 (UU 

17/2014) dapat diartikan bahwa Pemohon menginginkan diberlakukan 

kembali ketentuan dalam UU MD3 yang lama (UU 27/2009) mengenai: 

(i) persetujuan dari Presiden terhadap anggota DPD yang dipanggil dan 

dimintai keterangan untuk penyidikan tindak pidana [vide Pasal 289 

ayat (1) dan Pasal 66 UU 27/2009]; 
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(ii) batas waktu pembangunan kantor DPD di ibu kota provinsi di daerah 

pemilihannya paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan (Pasal 402 UU 27/2009); 

(iii) memberikan hak kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat 

mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan jika 

terdapat anggota DPR tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau 

lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan [vide Pasal 211 UU 

27/2009]; dan 

(iv) pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPR yang tidak menghadiri 

siding paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi 

tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa 

alasan yang sah [Pasal 213 UU 27/2009]. 

Terhadap permohonan yang demikian, Mahkamah tidak memiliki kewenangan 

untuk memberlakukan kembali norma pasal dalam suatu Undang-Undang yang 

sudah diganti dengan Undang-Undang yang baru, kecuali dalam hal Undang-

Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak 

berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berakibat 

terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, kalaupun yang dimohonkan pengujian 

oleh Pemohon adalah Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 

239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sebagaimana dalam petitum Pemohon, menurut 

Mahkamah, Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat 

(2) huruf d UU 17/2014 sama sekali tidak mengatur DPD, melainkan mengatur 

mengenai DPR. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah dalil 

Pemohon mengenai Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 

ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 tidak beralasan menurut 

hukum; 

[3.19.6]  Pemohon mendalilkan Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB 

VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena 

tidak mengatur kemandirian DPD dalam menyusun anggaran. Menurut Pemohon 

ketentuan demikian berbeda dengan MPR yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 

17/2014 dan DPR berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 17/2014 memiliki 

kemandirian dalam menyusun anggaran. Oleh karena itu, Pemohon memohon 

kepada Mahkamah supaya pasal a quo dinyatakan bertentangan secara bersyarat 

dengan UUD 1945; 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, prinsip yang terkandung 

dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 

adalah menekankan kewenangan antara DPD, DPR, dan Presiden dalam 

mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan s umber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
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yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapat 

Mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 

92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 pada paragraph [3.18.1] dan paragraf 

[3.18.2], antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.18.1] … DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan 

Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. … 

[3.18.2] … DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan 

yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan 

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

… 

… pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada 

Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan 

pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah 

(DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan 

di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II 

dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut 

Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari 

Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan 

memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu 

pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, 

sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga 

diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan 

memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. 

Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta 

DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga 

DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR 

seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun 

demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU 

dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU 

sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat 

Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang 

DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR 

sebagai satu kesatuan kelembagaan; 

Menurut Mahkamah keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 sangat berkaitan 

dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. DPD 
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sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR 

dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah. Agar DPD dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan 

kewenangan tersebut maka harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang 

cukup. Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR, Presiden, MK, MA, BPK, dan 

KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat 

berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD. Oleh karena 

itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan 

antara DPR dan DPD. Namun demikian, adalah hal yang wajar apabila Undang-

Undang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri 

untuk menyusun dan mengajukan anggaran masingmasing lembaga sesuai 

dengan rencana kerjanya masing-masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian 

dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan 

keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presidan bersama DPR. Sebab 

yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 

beralasan menurut hukum; 

[3.19.7] Pemohon mendalilkan Pasal 281 UU 17/2014 menimbulkan 

ketidaksetaraan hubungan antara DPD dan DPR sehingga bertentangan dengan 

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 

karena pertimbangan DPD mengenai rancangan Undang-Undang tentang 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada DPR; 

Sebelum memberikan pertimbangan mengenai dalil Pemohon a quo, Mahkamah 

terlebih dahulu akan menguraikan hal sebagai berikut: 

Dalam UUD 1945 terdapat delapan lembaga negara yang fungsi, tugas dan 

kewenangannya dicantumkan secara eksplisit yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, 

MA, MK, BPK dan KY. Kesemuanya adalah lembaga negara. UUD 1945 tidaklah 

mempersoalkan permasalahan setara atau tidak setara, akan tetapi memposisikan 

lembaga-lembaga negara tersebut sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya 

masing-masing yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. 

Bahwa kehadiran DPD dengan kekuasaan tertentu sebagaimana telah dimuat 

dalam UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang bersifat final 

bahkan satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang tidak dapat diubah adalah 

bentuk NKRI. Tekad untuk memperkokoh NKRI secara eksplisit dicantumkan 

dalam UUD 1945 yakni dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 
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ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A bahkan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 

menyatakan bahwa khusus mengenai NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. 

Semangat mempertahankan NKRI merupakan salah satu pedoman para anggota 

MPR khususnya Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan perubahan Undang-

Undang Dasar. Prinsip NKRI dalam UUD 1945 haruslah didukung dengan sistem 

ketatanegaraan yang selalu menuju pada penguatan konsep NKRI tersebut. Agar 

keutuhan NKRI terjamin dengan membangun negara bangsa, dan agar 

menghindari ketegangan politik yang panjang dalam pembuatan Undang-Undang 

antar DPR dengan lembaga negara yang ada kaitannya dengan pembuatan 

Undang-Undang (Presiden dan DPD), mewujudkan sistem checks and balances 

antar lembaga negara guna saling mengontrol dan saling mengimbangi namun 

tidak saling intervensi satu sama lainnya.  

Adapun terhadap dalil Pemohon di atas, menurut Mahkamah, rumusan norma 

yang termuat dalam Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan norma 

dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014, yang 

menyatakan: 

UUD 1945 UU 17/2014 

Pasal 22D 

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut 

membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah, serta 

memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas 

rancangan undang-undang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan 

pajak, pendidikan, dan agama 

Pasal 281 

DPD memberikan pertimbangan 

terhadap rancangan undang-undang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 

ayat (1) huruf c kepada pimpinan DPR. 

Pasal 248 

(1) DPD mempunyai tugas: 

a. Pemberian pertimbangan 

kepada DPR atas rancangan 

undang-undang tentang 

anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan 

agama; serta 

 
Dengan persandingan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 22D ayat (2) 

UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014 mengatur bahwa 

pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama disampaikan kepada DPR, namun Pasal 281 UU 17/2014 

mengatur bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan 
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dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR. 

Pembentuk konstitusi dalam merumuskan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tidak 

menyebutkan “pimpinan DPR” karena pertimbangan rancangan Undang-undang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama diberikan oleh kelembagaan DPD, 

bukan ‘pimpinan kelembagaan DPD”. Meskipun rumusan Pasal 281 UU 17/2014 

berbeda dengan rumusan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, justru adalah dalam 

rangka bagaimana tata cara penyampaian pertimbangan rancangan dimaksud 

dari DPD sampai ke DPR, haruslah melalui pimpinan kedua lembaga sehingga 

tidak mengurangi makna yang tercantum dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945; 

Menurut Mahkamah, pertimbangan rancangan Undang-Undang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR 

haruslah dimaknai bahwa pimpinan DPR adalah mewakili kelembagaan DPR. 

Tidaklah mungkin pertimbangan tersebut diberikan oleh DPD kepada DPR tanpa 

melalui pimpinan DPR. Oleh karena itu, Pasal 281 UU 17/2014 tidaklah 

bertentangan dengan UUD 1945. 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon 

mengenai Pasal 281 UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum; 

[3.20]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut 

Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 

ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum. 

[3.21]  Menimbang bahwa sekalipun Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat 

(1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum, namun 

Mahkamah tidak serta merta menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena apabila hal 

tersebut dilakukan justru akan menyebabkan kekosongan hukum yang akan 

merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai Pasal 71 huruf 

c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 yang 

akan disebutkan dalam amar putusan ini; 

2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 

245 ayat (1) 

 
Bahwa dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK memberikan 

pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan 

ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1) sebagai berikut: 

 
[3.12.1]  Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat 

(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf 

[3.7] angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
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1. Bahwa di antara isu konstitusional yang dikemukakan para Pemohon, hal 

paling elementer dan krusial yang dipermasalahkan adalah norma yang 

terdapat dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang 

mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameternya 

dalam konteks fungsi DPR, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan 

paksa dan sandera dapat dilakukan termasuk dalam fungsi legislasi bahkan 

fungsi anggaran. Terhadap hal tersebut, sebelum Mahkamah 

mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan yang didalilkan para 

Pemohon, khususnya berkenaan dengan tidak jelasnya parameter dalam 

konteks fungsi DPR di dalam menggunakan upaya pemanggilan paksa dan 

sandera, penting untuk diuraikan esensi dari pemanggilan paksa dan 

sandera serta relevansi upaya pemanggilan paksa dan sandera tersebut 

dikaitkan dengan fungsi dari lembaga DPR itu sendiri. 

2. Bahwa secara doktrin proses pemanggilan paksa dan sandera hanya 

ditemukan dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum 

dan oleh karena upaya pemanggilan paksa dan sandera bernuansa sebagai 

tindakan yang dipaksakan dan bersinggungan kuat dengan hak pribadi 

seseorang, maka pengaturan tentang tata cara pemanggilan paksa dan 

sandera diatur sangat ketat, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara yang menjadi rujukan 

bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya harus dapat 

mewujudkan wewenangnya untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada setiap warga negaranya juga tidak ditemukan istilah pemanggilan 

paksa maupun panggil paksa, seandainya akan dikaitkan dengan substansi 

yang hampir sama hanyalah istilah “dihadirkan dengan paksa”. Lebih lanjut 

dapat dijelaskan bahwa apabila pemanggilan paksa dapat dimaknai dengan 

“dihadirkan dengan paksa”, maka hal tersebut pun hanya dikenal dalam 

proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun proses persidangan. 

Pemanggilan paksa atau “dihadirkan dengan paksa” hanya bisa dilakukan 

setelah pemanggilan yang sah dilakukan dua kali. Oleh karena itu 

pemanggilan paksa atau “dihadirkan dengan paksa” harus ada pemanggilan 

yang sah terlebih dahulu, yaitu sudah dua kali dipanggil secara sah tidak 

datang juga, barulah dijemput paksa dan hal ini berlaku bagi seorang saksi 

maupun tersangka yang secara tegas diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) 

KUHAP. Di dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP tersebut dinyatakan, “Orang 

yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik 

memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa 

kepadanya”. Sementara itu untuk upaya atau tindakan sandera di dalam 

proses penegakan hukum pidana Indonesia pun tidak dikenal, kecuali salah 

satunya adalah sandera yang dapat diterapkan dan menjadi kewenangan 

hakim terhadap seorang saksi atau ahli yang dihadirkan di persidangan tidak 

mau atau menolak untuk bersumpah atau berjanji dapat diancam dengan 

sandera paling lama empat belas hari dan ditempatkan dalam rumah 
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tahanan negara [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Oleh karena tindakan 

perampasan kemerdekaan hanya dikenal penangkapan, penahanan dan 

pemidanaan yang semua berada dalam ranah penegakan hukum pidana, 

maka hal ini berbeda dengan tindakan sandera yang lazim dilakukan dan 

yang masih berlaku hingga saat ini adalah penyanderaan yang justru berada 

dalam ranah penegakan hukum yang bersifat privat, sebagaimana yang 

diatur di beberapa ketentuan undang-undang, antara lain yaitu: 

1) Pasal 209 dan Pasal 210 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang 

mengatur tentang “Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk 

memastikan penjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat 

memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera 

debitor”. 

2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara yang mengatur penyanderaan dalam rangka utang 

kepada negara. 

3) Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, yang mengatur tentang 

penyanderaan terhadap pengutang pajak yang berhutang 

sekurangkurangnya Rp.100 juta dan diragukan itikad baiknya. 

4) Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur tentang 

penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan. 

Meskipun terhadap tindakan penyanderaan dibenarkan secara undang 

undang sebagaimana diuraikan di atas, namun oleh karena tindakan tersebut 

berimplikasi pada bentuk perampasan kemerdekaan terhadap orang, maka 

pelaksanaannya sangat ketat dan di bawah pengawasan badan peradilan 

dengan penetapan hakim untuk penyanderaan yang berkaitan dengan 

wanprestasi dan utang terhadap negara dan izin yang dikeluarkan oleh 

Menteri, Gubernur atau Kepala Daerah untuk penyanderaan yang berkaitan 

dengan kewajiban pajak. 

3. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, oleh karena pada hakikatnya 

penyanderaan hanya dikenal dalam wilayah hukum privat, hal ini 

menegaskan bahwa sebenarnya penyanderaan sebagaimana yang 

dipermasalahkan dalam permohonan a quo semakin jauh relevansinya 

dengan konteks sandera yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki 

oleh kepolisian, karena kepolisian hanya dapat melakukan tindakan 

perampasan kemerdekaan orang hanya dalam wilayah penegakan hukum 

yang bersifat publik dan itupun bentuknya bukan penyanderaan. Adapun 

secara konkret kewenangan kepolisian tersebut hanya terbatas pada 

tindakan penangkapan, penahanan yang pemberlakuannya juga sangat ketat 
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dan di bawah pengawasan, salah satunya melalui praperadilan. Atau secara 

tegas, selama ini, tindakan penyanderaan tidak dimiliki oleh kepolisian. 

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat diperoleh deskripsi 

bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang 

secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya 

dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum 

pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan 

untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan 

dan KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses 

penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum 

privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap 

saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau 

berjanji di persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang 

kewenangannya bukan pada lembaga kepolisian. Dengan demikian uraian 

pertimbangan tersebut telah dengan jelas dapat mendeskripsikan tentang 

makna upaya panggilan paksa dan sandera, maka hal tersebut dapat 

dijadikan rujukan oleh Mahkamah untuk mempertimbangkan relevansi 

kewenangan tindakan upaya pemanggilan paksa dan sandera tersebut di 

atas dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR yang selanjutnya kewenangan 

tersebut dapat dimintakan kepada lembaga kepolisian. 

5. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu 

penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebih 

cermat, maka akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat 

(4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 merupakan tindak lanjut dari rumusan 

norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3. Oleh karena itu 

memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah secara 

kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya 

mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling 

berkaitan. Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis 

dari tata cara pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR 

sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur 

pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat Dari penelusuran tersebut 

ditemukan fakta bahwa ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan 

seseorang untuk menghadiri suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka 

menjalankan wewenang dan tugas DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 

ayat (1) UU MD3 tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang 

dimaksudkan dalam Pasal a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas 

identifikasi jenis rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk 

menghadirkan seseorang dimintai keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu 

dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat, DPR dapat 

melakukan pemanggilan seseorang. Dalam batas penalaran yang wajar 

tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara jelas maka 
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dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 73 ayat (1) UU MD3 untuk setiap jenis rapat yang dilakukan di DPR. 

6. Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya 

dapat dilakukan penelusuran tali-temalinya sejauhmana relevansinya DPR 

dapat menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil 

seseorang yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada 

lembaga kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk 

ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya 

penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa 

dan penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan 

kewenangan DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap 

orang dalam setiap rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah 

mempertimbangkan sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap 

orang dalam setiap rapat yang di dalamnya melekat pula kewenangan 

pemanggilan paksa dan bahkan penyanderaan dimana kewenangan tersebut 

disubstitusikan kepada lembaga kepolisian. 

7. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan 

pada pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah 

sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula 

Mahkamah tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan 

pemeriksaan persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses 

penegakan hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum 

privat. Kalaupun ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, 

hal demikian hingga saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim 

untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di 

hadapan persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini 

membuktikan bahwa adalah sulit bagi Mahkamah untuk menerima 

argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR dapat melakukan 

pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. Padahal 

hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian dari 

proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan 

panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan 

kepada lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan 

mendasar mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak 

hukum. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya 

pemanggilan paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada 

lembaga kepolisian, maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di 

samping proses rapat yang diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses 

penegakan hukum, juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi 

penegak hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya 

pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk adanya penyidikan yang 

menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian. Dengan kata lain lembaga 

kepolisian baru mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan paksa 
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terhadap seseorang untuk diminta keterangannya menjadi saksi atau 

tersangka ketika lembaga kepolisian tersebut telah mendapatkan laporan 

adanya dugaan tindak pidana dan panggilan paksa itupun harus melalui 

beberapa tahapan panggilan secara patut sebanyak dua kali dan apabila yang 

dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah baru dapat dilakukan tindakan 

“menghadirkan dengan paksa” [vide Pasal 112 ayat (2) KUHAP]. Sementara 

itu, untuk upaya sandera, Mahkamah meyakini bahwa hingga saat ini 

kepolisian tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh 

undangundang dalam rangka penegakan hukum dapat melakukan sandera 

terhadap seseorang yang dipanggil menjadi saksi namun tidak hadir, karena 

yang ada adalah kewenangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu 

“menghadirkan dengan paksa”, itupun berada dalam bingkai penyidikan 

yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Bahkan kalaupun 

ada saksi, ahli, dan juru bahasa yang tidak mau atau berkeberatan untuk 

dipanggil menjadi saksi, ahli, dan juru bahasa, maka terhadapnya dapat 

diancam dengan pidana melanggar Pasal 224 KUHP yang untuk 

membuktikan salah atau tidaknya harus dengan putusan hakim, bukan serta-

merta dapat dilakukan penyanderaan oleh lembaga kepolisian. 

8. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penilaian 

konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 

MD3, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah 

terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada 

pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah 

ada sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 

17/2014), sebelum ada perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian 

oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR dalam keterangannya juga 

menjelaskan bahwa terhadap adanya ancaman panggil paksa dan sandera 

telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 014/PUU-I/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa badan 

maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan 

diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan 

DPR hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan 

kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui 

penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan. 

Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya 

menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan 

bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai 
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kedudukan hukum (legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang 

menyinggung mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas 

menjelaskan secara tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

UU 22/2003 yang pada saat itu norma dari pasal tersebut adalah 

menegaskan panggilan paksa dan penyanderaan dilakukan menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Boleh jadi apabila norma 

pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan penyanderaan tersebut 

sudah seperti yang ada pada saat ini, dimana telah secara rigid mengatur 

tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang berwenang 

melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan ditemukan 

beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang 

telah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah 

dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-

pihak dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan 

dengan hak angket. Hal ini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU 

MD3 yang hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR 

tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut 

dilakukan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak 

sependapat dengan argumen keterangan DPR a quo. Begitu pula dengan 

keterangan DPR lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan 

penyanderaan tersebut merupakan implementasi konsep hak memanggil 

secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak 

subpoena) yang juga dianut oleh lembaga legislatif di beberapa negara 

seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, di mana dengan alasan itu 

menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki DPR sebagai 

lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya 

penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan 

tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan 

hukum (pro justicia) [sic!]. 

Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak 

subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan 

persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan 

hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan 

kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan 

pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah Ketika 

akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian 

tentang modus untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai 

keterangan yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan 

kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan 

sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 

UU MD3 memiliki masalah konstitusionalitas, baik permasalahan mengenai 
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status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari 

proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian 

yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka 

penegakan hukum. Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah 

kewenangan panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 

73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 adalah kewenangan DPR 

atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam 

menilai konstitusionalitas Pasal a quo. Bilamana DPR memang mempunyai 

kewenangan untuk itu, quod non, maka terlebih dahulu harus jelas apakah 

forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab 

kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket 

sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses 

penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket 

oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana 

tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh 

penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. 

Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga 

kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana 

yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu bahwa 

kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa dalam tindakan yang 

berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari 

kewenangannya yang secara genuine memang kepolisian sedang melakukan 

proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan 

yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan 

kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga 

saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk 

dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.  

Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam 

persidangan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung 

fungsi anggaran dan fungsi legislasi, yang dengan demikian diperlukan 

kesempatan yang terbuka bagi DPR untuk berinteraksi dengan rakyat 

sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai penyeimbang untuk melawan 

absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan selalu melakukan 

pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting memberi 

penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem 

presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak 

menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran 

tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam setiap proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau 

perorangan yang dengan itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak 

mendukung panggilan DPR dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan 

melanggar hukum, maka tidak terdapat hambatan apapun bagi DPR untuk 

melakukan langkah hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. 
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9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah 

berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk 

memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas 

memiliki persoalan konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang 

berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat 

(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat menjauhkan 

hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai 

konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila 

hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam 

permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon 

mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat 

(6) UU MD3 beralasan menurut hukum. 

 
[3.12.2]  Bahwa selanjutnya terhadap substansi permohonan para Pemohon yaitu 

berkenaan dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil 

langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok 

orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR 

sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf l UU MD3. Terhadap substansi 

permohonan kedua ini, para Pemohon menyatakan norma Pasal 122 huruf l UU 

MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Bahwa substansi Pasal 122 huruf l UU MD3 mengandung tiga unsur yang 

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan; dan 

penindakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yaitu: (1) institusi yang 

diberi tugas, dalam hal ini MKD; (2) tugas yang diberikan, yaitu mengambil 

langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum; (3) perbuatan yang akan ditindak, 

yaitu perbuatan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan 

menelaah ketiga unsur yang dimuat dalam norma tersebut, Mahkamah akan 

menilai ihwal tepat atau tidak, benar atau tidak, dan bertentangan atau 

tidaknya (menilai konstitusionalitas) Pasal 122 huruf l UU MD3 terhadap 

UUD 1945. 

2. Bahwa terkait dengan institusi MKD yang diberi tugas untuk “mengambil 

langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, 

kelompok orang, atau badan hukum”, hal demikian harus ditimbang dengan 

menjelaskan posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat 

kelengkapan DPR. Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3, MKD merupakan 

salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk 

untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran 

martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, 

misalnya The Global Organization of Parliamentarians Against 
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Corruption (GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau 

lembaga legislatif adalah dokumen formal yang mengatur perilaku 

legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku 

yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan kata lain, ini 

dimaksudkan untuk mempromosikan budaya politik yang sangat 

menekankan pada kepatutan, kebenaran, transparansi, dan 

kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik tidak 

dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya (a 

legislative code of conduct is a formal document which regulates the 

behavior of legislators by establishing what is to be considered to be an 

acceptable behavior and what is not. In other words, it is intended to 

promote a political culture which places considerable emphasis on the 

propriety, correctness, transparency, honesty of parliamentarians’ 

behavior. However, the code of conduct is not intended to create this 

behavior by itself). Selanjutnya ditegaskan, pada tingkat yang paling 

dasar, rezim etika dan perilaku harus memastikan bahwa anggota 

parlemen memahami dan mematuhi aturan dasar parlemen (the 

most basic level an ethics and conduct regime should ensure that MPs 

understand and adhere to the basic rules of parliament) 

(http://gopacnetwork.org). Sesuai dengan tujuan tersebut dan 

dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3, dalam batas penalaran yang 

wajar, lebih tepat untuk dikatakan bahwa pembentukan dan 

keberadaan alat kelengkapan DPR yang bernama MKD adalah 

merupakan lembaga untuk menegakkan standar perilaku/etik bagi 

anggota DPR. Untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan etika 

serta untuk mencapai tujuan pembentukannya, MKD diberi tugas 

seperti melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku dan 

tindakan anggota DPR dan sistem pendukung DPR; melakukan 

penyelidikan perkara pelanggaran kode etik; dan memeriksa dan 

mengadili perkara pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam 

Pasal 122 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU MD3. 

Sejalan dengan itu, dalam posisi sebagai lembaga etik, kedudukan 

MKD sebagai alat kelengkapan DPR, di antaranya tergambar dari 

tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU MD3, yaitu 

melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran 

sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR yang dilakukan pimpinan 

DPR, yang juga termasuk anggota DPR secara keseluruhan. 

2) Bahwa alat kelengkapan DPR, termasuk MKD sebagai lembaga etik 

DPR merupakan perangkat kelembagaan DPR yang diberikan tugas-

tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan hak 

DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Masing-masing 

alat kelengkapan tersebut memiliki lingkup tugas ke dalam DPR 

(internal) maupun ke luar lembaga DPR (eksternal). Tujuan 
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sentralnya adalah mengoptimalkan semua tugas pokok dan fungsi 

anggota DPR. Terkhusus untuk MKD, agar dalam optimalisasi 

dimaksud anggota DPR tidak terperosok melakukan sesuatu yang 

potensial melanggar kode etik yang pada ujungnya bermuara 

merendahkan martabat institusi DPR. 

3) Bahwa dari aspek fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan 

atas pelanggaran terhadap kehormatan dan keluhuran martabat DPR 

sebagai lembaga perwakilan, MKD sebagai lembaga etik merupakan 

alat kelengkapan yang cakupan fungsinya hanya internal DPR, yaitu 

terhadap anggota DPR dan sistem pendukung DPR yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang anggota DPR saja. Hal ini dapat 

dipahami secara jelas dari ketentuan Pasal 122 UU 17/2014, di mana 

MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas 

pengaduan terhadap anggota DPR karena: (1) tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU 17/2014; (2) 

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan 

berturutturut tanpa keterangan yang sah; dan (3) tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan 

mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-

undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; 

dan/atau (4) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. Secara doktriner dan sistematis, 

penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 17/2014, mulai dari tujuan 

sampai dengan pembentukan institusi penegak etik dinilai telah 

memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU 17/2014 

diubah menjadi UU MD3, ruang lingkup tugas MKD untuk menjaga 

kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas sehingga 

mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya 

terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.  

4) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan 

DPR merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep 

MKD sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau 

pekerjaan mana pun yang mengatur standar kode etik tertentu, maka 

institusi yang diberi tugas menjaga dan menegakan etika dalam 

profesi/pekerjaan tersebut hanya memiliki kewenangan untuk 

menjaga etika dan perilaku anggota dan menegakkannya terhadap 

anggota yang melanggar kode etik. Dengan demikian, lembaga 

penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat 

ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik tetap 

dibatasi untuk bekerja terhadap anggota-anggotanya sendiri untuk 

menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian 

hukum sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi. 
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5) Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan 

lembaga-lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup 

tugas lembaga penegak etikanya hanya mencakup internal 

penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, hanya diterapkan 

dan berlaku bagi hakim, etika profesi advokat juga hanya berlaku dan 

diterapkan bagi advokat. Begitu juga dengan profesi lainnya, etika 

yang disepakati hanya berlaku secara internal masing-masing 

profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak terikat dan 

tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang 

dibentuk untuk menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran 

etik dalam organisasi profesi yang bersangkutan.  

6) Bahwa dalam praktik terdapat institusi yang diberi tugas untuk 

menjaga dan menegakkan etika profesi, ada yang dibentuk di dalam 

profesi yang bersangkutan secara internal dan ada pula yang berada 

di luar sebagai sebuah lembaga yang dibentuk secara khusus. 

Misalnya, untuk menjaga dan menegakkan etika profesi hakim yang 

bekerja di bawah Mahkamah Agung, lembaga penegak etika hakim 

berada di luar Mahkamah Agung, dalam hal ini Komisi Yudisial. 

Praktik seperti ini juga dapat dijumpai dalam desain kelembagaan 

penyelenggara Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, dalam hal ini 

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

lembaga penjaga dan penegak etiknya ditempatkan di luar kedua 

lembaga itu dan bersifat khusus, yaitu Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu. Lain halnya dengan profesi advokat, Lembaga 

penegak etika profesi-nya berada di dalam internal organisasi 

advokat sendiri. Demikian juga misalnya dengan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga penegakan kode etik 

pimpinan KPK dan pegawai KPK ditempatkan secara internal. 

Terlepas dari dibentuk secara internal atau eksternal secara khusus, 

lembaga penegak kode etik hanya diberi tugas untuk menegakkan 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profesi yang 

bersangkutan. Lembaga penegak etika dimaksud sama sekali tidak 

menjangkau orang perorangan atau badan hukum yang bukan 

menjadi bagian dari profesi atau pekerjaan yang tunduk pada norma 

etika yang telah ditentukan dalam kode etik profesi yang 

bersangkutan. 

7) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga 

dan penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-

tugas lembaga tersebut tidak berbenturan dengan tugas-tugas 

lembaga lainnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, 

bilamana terdapat pihak-pihak lain di luar penyandang profesi 

tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau keluhuran profesi 

atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan 
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etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik untuk 

menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum 

menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan 

kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang 

perorangan atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, 

hal itu akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan 

norma dan tumpang tindih lembaga yang berwenang untuk 

menegakkannya. Sebab, dengan rumusan sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 frasa “mengambil langkah hukum 

dan/atau langkah lain ...” dapat ditafsirkan bahwa MKD melakukan 

langkah hukum terhadap pihak eksternal yang dianggap 

merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga seolah-

olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran 

demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai 

lembaga penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga 

menimbulkan pemahaman MKD menjadi Lembaga penegak hukum 

itu sendiri. 

3. Bahwa melalui Pasal 122 huruf l UU MD3, kepada MKD diserahi tugas untuk 

mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang 

perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan 

martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal 

DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran 

martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat 

kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk 

mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai 

telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Sekali lagi perlu 

ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik terhadap 

anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan 

yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan 

atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu 

tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai 

penjaga dan penegak etika kehormatan dan keluhuran martabat 

DPR. Sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga martabat dan 

kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga perwakilan 

bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk menjaga 

kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata 

lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan 

tidak dapat dicampuraduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab 

bilamana DPR dan anggota DPR merasa direndahkan 

kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara 

personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara genuine 
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mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan 

melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan gugatan 

secara keperdataan.  

2) Bahwa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu 

institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun 

eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk 

merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar 

sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme 

penegakannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang 

muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi 

internal yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, MKD sebagai 

salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan 

pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan 

dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD hingga 

dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan 

pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan 

martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai 

penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, 

penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa 

takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta 

mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

anggota DPR.  

3) Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkah-

langkah hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya 

serupa apabila yang bersangkutan merasa dan menilai martabat 

dirinya telah dilanggar oleh pihak luar atau pihak eksternal. Dalam 

hal ini, tugas yang diberikan kepada MKD melalui Pasal 122 huruf l 

UU MD3 dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas 

MKD tersebut menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan 

martabat DPR hanya dapat diproses melalui langkah-langkah yang 

diambil MKD, sementara anggota DPR yang bersangkutan, karena 

jabatan yang diembannya seolah-olah kehilangan kesempatan untuk 

menempuh langkah secara perorangan; kedua, tugas MKD dalam 

Pasal 122 huruf l UU MD3 menyebabkan terjadinya dualisme, di 

mana pada satu sisi, seorang anggota DPR menjadi sangat tergantung 

dari upaya yang dilakukan MKD, sementara di sisi lain, karena proses 

politik di internal, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh tindakan 

yang dinilai merugikan martabatnya sebagai anggota DPR 

kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk mengambil 

langkah hukum, karena misalnya proses politik di DPR yang tidak 

berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya 

dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf l UU MD3, 
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pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD 

dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendiri bagi 

anggota DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian 

untuk dapat mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap 

tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka sebagai 

anggota DPR. Sementara di sisi lain, norma dalam pasal a quo 

potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR. 

4) Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila 

suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan 

terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum 

yang mengatur perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan 

rumusan atau sesuai dengan prinsip lex stricta dan lex certa. Dalam 

arti, harus jelas dan tidak multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk 

perbuatan tertentu hendak dilarang dan disertai ancaman sanksi 

hukum, maka bentuk perbuatan itu harus jelas dan tidak membuka 

ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak pihak-

pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya terutama jika 

menimbulkan konsekuensi pidana.  

5) Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf l 

UU MD3, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan 

anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, 

tidak jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat 

fleksibel untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik 

rumusan norma tersebut, tidak terdapat penjelasan yang 

memberikan ukuran dan Batasan mengenai ihwal apa saja dari 

perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah 

merendahkan kehormatan DPR. 

6) Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih 

merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait 

dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana 

diatur dalam Pasal 121A huruf b UU MD3. Maksudnya, fungsi 

penindakan dalam pasal a quo yang sesungguhnya ditujukan 

terhadap anggota DPR yang melanggar etik potensial untuk 

ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang dinilai merendahkan 

martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. Dengan kata lain, 

hal demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenang-

wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa 

menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai 

telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat 

mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan 

kritik, pendapat, dan aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga 
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perwakilan. Adanya penafsiran yang mengandung potensi ancaman 

demikian bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk 

mendapatkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang 

diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR. 

7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya 

dalam perumusan Pasal 122 huruf l UU MD3 adalah berkaitan 

dengan frasa “mengambil langkah hukum”. Apakah dengan frasa 

tersebut berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan 

menindaklanjuti sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat 

yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR dan institusi DPR, 

atau MKD akan melaporkan kepada institusi penegak hukum. Secara 

normatif, tidak terdapat penjelasan yang pasti berkenaan dengan hal 

ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 yang seharusnya dapat 

dijadikan pegangan sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-

undang hanya menyatakan “Cukup jelas”. Dalam hal ini, sekalipun 

DPR dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

frasa “mengambil langkah hukum” tersebut mengarah kepada fungsi 

hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, namun 

penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak 

ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran 

otentik pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan 

perumusan norma a quo yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh 

DPR kepada Mahkamah pun tidak ditemukan adanya keterangan 

yang secara eksplisit menyatakan bahwa frasa “mengambil langkah 

hukum” tersebut adalah mengarah kepada fungsi hukum pidana 

yang dilaksanakan oleh penegak hukum.  

8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf l UU MD3 tersebut dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma 

demikian dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah 

lembaga yang mengambil alih fungsifungsi penegakan hukum yang 

bukan menjadi domain lembaga MKD sehingga dikhawatirkan terjadi 

penyelundupan fungsi penegakan hukum sebagaimana yang terjadi 

terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 

yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Terlebih lagi, apabila 

dicermati konstruksi rumusan norma Pasal 122 huruf l UU MD3 

tersebut lebih mengedepankan langkah hukum daripada langkah 

lain. Dengan demikian, secara sistematis, seolah-olah langkah lain 

tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila langkah hukum tidak 

dapat dilakukan atau menemui kendala. 

4. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsur-unsur 

rumusan norma Pasal 122 huruf l UU MD3, perubahan Pasal 122 UU MD3 

dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 17/2014 menjadi rumusan 
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dalam Pasal 122 UU MD3 tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya 

sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak 

eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergesernya subjek utama 

yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang 

menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota 

DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 secara keseluruhan tidak lagi 

menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga 

memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut 

oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 

Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan 

hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan 

kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3, 

perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu 

MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang 

disampaikan kepada MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD 

melalui perubahan Pasal 122 huruf l UU MD3 justru menimbulkan 

ketidaksinkronan antarnorma UU MD3, khusus materi muatan terkait MKD 

sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal 

demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para 

Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, menurut 

Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas 

Pasal 122 huruf l UU MD3 beralasan menurut hukum. 

[3.12.3]  Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat 

(1) UU MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 3, Mahkamah 

berpendapat:  

1. Bahwa untuk mengetahui pengertian yang terkandung di dalamnya, perlu 

dikutip selengkapnya bunyi Pasal 245 UU MD3 a quo sebagai berikut: 

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR 

sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan 

dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus 

mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat 

pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

apabila anggota DPR: 

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana 

kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan 

bukti permulaan yang cukup; atau 

c. disangka melakukan tindak pidana khusus. 
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Selanjutnya, dalam Penjelasan terhadap Pasal 245 ayat (2) huruf c 

dinyatakan, “Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus antara lain 

meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM 

berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika.” Sementara itu, Pasal 224 UU MD3 yang dirujuk oleh Pasal 245 

ayat (1) UU MD3 di atas menyatakan: 

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya 

baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar 

rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPR. 

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, 

tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR 

yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR 

dan/atau anggota DPR. 

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti artarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam 

rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi 

serta wewenang dan tugas DPR. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam 

hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah 

disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain 

yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

Artinya, menurut Pasal 224 UU MD3, anggota DPR: 

a. diberi kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan untuk 

dituntut di pengadilan: 

(i) karena membuat pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat 

secara lisan maupun tertulis, di dalam maupun di luar rapat 

DPR, sepanjang pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat itu 

berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR; 

(ii) karena bersikap, bertindak, melakukan kegiatan di dalam 

maupun di luar rapat DPR jika sikap, tindakan, atau kegiatan itu 

semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional 

DPR dan/atau anggota DPR; 

b. diberi jaminan untuk tidak diganti antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam 

rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi 

serta wewenang dan tugas DPR; 
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c. namun, khusus untuk kekebalan atau imunitas sebagaimana 

disebutkan pada huruf a angka (i) tidak berlaku jika anggota DPR 

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup 

untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia 

negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan kata lain, apabila dipahami secara a contrario berarti: 

a. kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan dituntut di 

pengadilan tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR jika: 

(i) pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat secara lisan 

maupun 

(ii) tertulis yang diajukan di dalam maupun di luar rapat DPR 

ternyata tidak berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

DPR atau ternyata pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat 

tersebut merupakan materi yang telah disepakati dalam rapat 

tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan 

sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

(iii) sikap, tindakan, atau kegiatan itu ternyata bukan merupakan 

hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota 

DPR; 

b. jaminan untuk tidak diganti antarwaktu tersebut tidak berlaku bagi 

anggota DPR jika pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakan oleh anggota DPR tersebut, baik di dalam rapat DPR 

maupun di luar rapat DPR, ternyata tidak berkaitan dengan fungsi 

serta wewenang dan tugas DPR; 

Lebih jauh, jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, logika yang 

secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 adalah bahwa hak 

imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) 

UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama pernyataan, pertanyaan, 

pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang anggota DPR berkait dengan 

fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-mata merupakan hak dan 

kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR, maka oleh undang-

undang a quo hal itu bukan hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya 

tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian 

antarwaktu. 

Pertanyaannya kemudian, jika hak imunitas anggota DPR telah dijamin 

sedemikian kuat dalam undang-undang a quo, sebagaimana tampak dari analisis 
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terhadap Pasal 224 UU MD3 di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 

245 ayat (1) UU MD3. 

2. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah perubahan dari Pasal 245 ayat (1) 

Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang menyatakan, 

“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap 

anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat 

persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” Terhadap Pasal 245 

ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian 

konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 

Konstitusi telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang amarnya 

menyatakan: 

1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian: 

a. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 

dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis 

dari Presiden”; 

b. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 

dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“persetujuan tertulis dari Presiden”; 

c. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya 

menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan 

terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus 

mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”; 

d. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 

dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
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tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis 

dari Presiden”;  

e. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 

dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“persetujuan tertulis dari Presiden”; 

f. Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya 

menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota 

DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan 

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 

(3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Presiden”. 

3. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; 

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

3. Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), 

Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), serta Pasal 158 ayat (2) 

Bahwa dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, MK memberikan 

pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), 

Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), serta 

Pasal 158 ayat (2) sebagai berikut: 

 

[3.12]  Menimbang setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para 

Pemohon, keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, keterangan Presiden, 

keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, dan bukti 

surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana termuat pada 

bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
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[3.12.1]  Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan 

oleh para Pemohon adalah tidak adanya klausula keterwakilan perempuan dalam 

Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 

121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014. Menurut para 

Pemohon tidak adanya klausula keterwakilan perempuan dalam pasal-pasal 

dalam Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tentang 

hak atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, dihilangkannya klausula 

keterwakilan perempuan telah meniadakan kepastian atas perlindungan 

terhadap perempuan. Bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan 

dalam UU 17/2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang 

menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan 

afirmatif sementara ini bisa dihil angkan. Bahkan kondisi yang menunjukkan 

ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, 

sosial dan budaya masih terus terjadi. 

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan 

yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;  

Terhadap permohonan a quo, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Majelis Permusyawaratan 

Rakyat mengusulkan agar diadakan Undang-Undang tersendiri bukan disatukan, 

tetapi mengingat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan 

diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Bahwa yang diusulkan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat adalah supaya Undang-Undang tersebut tidak 

disatukan tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Demikian juga semua 

yang ditetapkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. 

Terhadap permohonan a quo, Presiden telah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya bahwa tidak adanya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat 

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu langkah perbaikan 

demokrasi, penataan kelembagaan negara yang berbasis kepada kedaulatan 

anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional. Meskipun dalam 

ketentuan a quo tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, 

namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai 

unsur pimpinan di dalam lembaga negara tersebut. Justru ketentuan tersebut 

menurut Presiden telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan 

dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan pada lembaga-lembaga negara 

tersebut.  

Dewan Perwakilan Rakyat juga telah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan tidak diatur 

dalam UU 17/2014 tetapi diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Keterwakilan perempuan sudah diatur 
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di dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana amanat 

dari Pasal 84 ayat (10), Pasal 97 ayat (7), Pasal 104 ayat (7), Pasal 109 ayat (7), 

Pasal 115 ayat (7), Pasal 121 ayat (7), dan Pasal 152 ayat (7) UU 17/2014. Bahwa 

peraturan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu jenis peraturan 

perundangundangan yang diakui keberadaannya, dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat karena diperintahkan oleh UU 17/2014. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang 

menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan.” 

Terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait, Partai Nasdem, memberikan 

keterangan yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait sebagai partai baru 

termasuk partai yang mendukung pengarusutamaan jender dalam praktik politik 

yang dilakukan Pihak Terkait. Dalam hal pengajuan calon pimpinan alat 

kelengkapan dewan sudah semestinya fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat 

mempertimbangkan pengajuan dan keterwakilan perempuan dalam setiap 

kesempatan untuk memimpin. Pertimbangan ini tentu kembali kepada kemauan 

politik dan perspektif yang dimiliki masing-masing partai politik untuk 

melaksanakannya. Semangat pengarusutamaan jender ini sudah seharusnya 

menjadi perspektif dalam politik dan dijalankan oleh partai politik. 

Terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir 

Djamil, S. Ag., Dr. H. Sa’duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi, memberikan keterangan 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan 

para Pemohon. Menurut Pihak Terkait, pengisian pimpinan dari alat kelengkapan 

dewan, dimana keterwakilan perempuan tidak bisa direpresentasikan ke dalam 

jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan. Sebagai 

pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tidak mempunyai 

kapasitas dalam menyuarakan keterwakilannya di setiap badan kelengkapan 

dewan atau dalam arti kata lain, jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat 

kelengkapan dewan terpisah jabatannya sebagai anggota dewan. Oleh karena itu, 

wajar apabila pembentuk Undang-Undang diberikan kewenangannya untuk 

mengatur sendiri kebijakan rumah tangganya sebagai kebijakan hukum terbuka 

(opened legal policy). 

[3.12.2]  Menimbang bahwa Mahkamah perlu memperhatikan putusanputusan Mahkamah 

yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan, yaitu dalam Putusan Nomor 

22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, perihal pengujian Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah menyatakan, “... kebijakan mengenai cita-

cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan 
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dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan affirmative 

action yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam 

pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-

undang” [hal. 99]. 

Dalam bagian lain dalam putusan tersebut yaitu pada paragraf [3.16] Mahkamah 

juga menyatakan, “Menimbang bahwa memang benar, affirmative action adalah 

kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi 

karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara 

prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka 

yang harus diutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H 

ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” maka 

penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan 

satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah 

sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut”. 

Kemudian pertimbangan tersebut dipertegas lagi dalam Putusan Nomor 20/PUU-

XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, perihal pengujian konstitusionalitas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, 

“...dalam rangka menjamin pelaksanaan affirmative action dan wujud dari 

pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai perlakuan khusus 

terhadap kaum perempuan, maka jika terjadi keadaan sebagaimana pertanyaan 

ketiga tersebut, maka frasa “mempertimbangkan” tersebut haruslah dimaknai 

“mengutamakan” calon perempuan jika persebaran perolehan suara seorang laki-

laki calon anggota lembaga perwakilan dan seorang perempuan calon anggota 

lembaga perwakilan tersebut memiliki luas yang sama;” [hal. 122]. 

[3.12.3]  Menimbang bahwa pengarusutamaan jender dalam bidang politik telah menjadi 

agenda politik hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik hukum itulah, 

pengarusutamaan jender telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang menentukan adanya keterwakilan perempuan [vide 

Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 

119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah] 
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[3.12.4]  Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas dan 

berbagai ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan politik affirmative action terhadap perempuan telah 

menjadi kebijakan politik hukum negara yang sejatinya merupakan upaya dalam 

rangka memberi kesempatan yang setara kepada kelompok masyarakat tertentu. 

Affirmative action tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan 

jender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat 

hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan 

dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan 

kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada 

pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 

28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 

[3.12.5]  Menimbang bahwa keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan 

alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk perlakukan 

khusus terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi yang harus diwujudkan 

secara konkret dalam kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk Undang-

Undang. Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan 

hukum semata. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara 

demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum 

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur 

dalam UUD 1945; 

Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam 

UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum 

perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan 

seluruh kebijakan affirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik 

lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah 

diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2014 hal itu 

dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan 

yang melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan 

menurut hukum. 

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 

12 Maret 2014, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa frasa 

“memperhatikan” telah diubah menjadi “mengutamakan” dengan alasan bahwa 

frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat daripada frasa 

“memperhatikan”, sehingga lebih sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan 
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perempuan. Adapun permohonan para Pemohon yang menggunakan frasa 

“kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan” menurut Mahkamah hal itu 

dapat menyulitkan pemenuhannya dalam praktik sehingga permohonan tersebut 

tidak beralasan hukum; 

[3.13]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para 

Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

 

4. Pasal 245 ayat (1) serta Pasal 224 ayat (5) 

 

Bahwa dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, MK memberikan 
pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 245 ayat (1) serta Pasal 224 
ayat (5) sebagai berikut: 

 
[3.9]  Menimbang bahwa Pemohon II memohon pengujian konstitusionalitas 

Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1) Bahwa pemberian izin terhadap pejabat negara dalam menghadapi proses 

hukum memang telah diatur dalam beberapa Undang-Undang: 

NO PEJABAT UNDANG-UNDANG KETERANGAN 

1. Kepala Daerah UU No. 32 Th 2004 

tentang 

Pemerintahan Daerah 

izin presiden untuk tahap 

penyelidikan 

dan penyidikan suatu tindak 

pidana 

tidak dibutuhkan kecuali 

untuk 

tindakan Penahanan 

2. Hakim 

Mahkamah 

Konstitusi 

UU No. 8 Th 2011 

tentang 

Perubahan Atas UU No. 

24 

Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi 

Hakim konstitusi hanya dapat 

dikenai 

tindakan kepolisian atas 

perintah 

Jaksa Agung setelah mendapat 

persetujuan tertulis dari 

Presiden 

3. Hakim 

Mahkamah 

Agung 

UU No. 14 Th 1985 

tentang 

Mahkamah Agung jo. 

UU 

No. 5 Tahun 2004 

tentang 

Perubahan Atas UU No. 

14 

Tahun 1985 tentang 

Ketua, Wakil Ketua, Ketua 

Muda, dan 

Hakim Anggota Mahkamah 

Agung 

dapat ditangkap atau ditahan 

hanya 

atas perintah Jaksa Agung 

setelah 
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NO PEJABAT UNDANG-UNDANG KETERANGAN 

Mahkamah Agung mendapat persetujuan 

Presiden 

4. Hakim 

Pengadilan 

UU No. 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan 

Umum jo. 

UU No. 8 Tahun 2004 

tentang Perubahan 

Atas UU 

No. 2 Tahun 1984 

tentang 

Peradilan Umum; UU 

No. 5 

Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara jo. UU No. 9 

Tahun 

2004 tentang 

Perubahan 

Atas UU No. 5 Tahun 

1986 

tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara; dan UU 

No. 

7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama 

Penangkapan dan penahanan 

terhadap hakim dilakukan atas 

perintah Jaksa Agung setelah 

mendapat persetujuan dari 

Ketua 

Mahkamah Agung 

5. Pimpinan dan 

Anggota Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

UU No. 15 Tahun 2006 

tentang Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

Tindakan kepolisian terhadap 

anggota 

BPK guna pemeriksaan suatu 

perkara 

dilakukan atas perintah Jaksa 

Agung 

setelah terlebih dahulu 

mendapat 

persetujuan tertulis Presiden 

6. Pimpinan dan 

Anggota Dewan 

Gubernur Bank 

Indonesia 

UU No. 23 Tahun 1999 

tentang Bank 

Indonesia jo. 

UU No. 3 Tahun 2004 

tentang Perubahan 

Atas UU 

No. 23 Tahun 1999 

tentang 

pemanggilan, permintaan 

keterangan 

dan penyidikan terhadap 

anggota 

Dewan Gubernur Bank 

Indonesia 

harus mendapat persetujuan 

tertulis 
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NO PEJABAT UNDANG-UNDANG KETERANGAN 

Bank Indonesia dari Presiden 

7. Jaksa UU No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan 

Republik 

Indonesia 

apabila dalam melaksanakan 

tugas 

jaksa diduga melakukan tindak 

pidana, maka pemanggilan, 

pemeriksaan, penggeledahan, 

penangkapan dan penahanan 

terhadap jaksa yang 

bersangkutan 

hanya dapat dilakukan atas 

izin Jaksa 

Agung 

2) Bahwa dari Undang-Undang yang saat ini berlaku di Indonesia, izin untuk 

melakukan proses hukum datang dari lembaga lain di luar pejabat negara 

(eksekutif: Presiden dan Jaksa Agung) maupun dalam struktur yang lebih 

tinggi untuk menjaga prinsip check and balances yang merupakan salah satu 

unsur dari negara hukum, hal ini yang berbeda dengan anggota DPR dimana 

izin harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang bagi Pemohon 

tidak tepat sesuai dengan rezim hukum yang ada; 

3) Bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) UU MD3 tujuan dari Mahkamah 

Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan 

dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini 

menunjukkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat 

kelengkapan DPR merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan 

langsung dengan sistem peradilan pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-

sendiri. Struktur Mahkamah Kehormatan Dewan juga bukan merupakan 

struktur yang lebih tinggi dari Dewan sendiri. Selain itu, Mahkamah 

Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri untuk melakukan 

penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini 

merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan 

bertentangan dengan prinsip negara hukum; 

4) Bahwa frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan 

terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 

245 UU MD3 menunjukkan bahwa izin tertulis diberikan pada tahapan 

penyidikan kepada anggota DPR yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, 

dimana berdasarkan KUHAP, penetapan seseorang menjadi tersangka 

didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga 

pemanggilan tersebut didasari alasan yang kuat untuk melakukan 

pemanggilan; 

5) Bahwa tenggat waktu 30 hari dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3, anggota DPR 

yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya 
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penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti, seluruh 

hambatan ini secara jelas dapat disebut sebagai bentuk intervensi yang juga 

menghambat proses peradilan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan; 

6) Bahwa anggota DPR sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya sebagai 

anggota DPR harus diberlakukan sama di hadapan hukum, bahwa ketentuan 

dalam Pasal 245 UU MD3 telah memberikan keistimewaan terhadap anggota 

DPR yang sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang 

tepat; 

7) Bahwa dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap dan Tindakan 

diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan 

proses diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali 

tindakantindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 

‘affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok 

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk 

mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama 

dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih 

maju; 

8) Bahwa keistimewaan dalam proses peradilan atau affirmative actions dalam 

prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal 

subjek hukum adalah kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga 

masyarakat tertentu, anak atau kelompok rentan, ataupun dalam hal 

perlindungan saksi dan korban serta praktik restorative justice; 

9) Bahwa proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota dewan yang hanya 

dapat dilakukan dengan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan, 

merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung 

perlakukan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection 

sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 

1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan 

pemerintahan. 

10) Bahwa berdasarkan instrumen hukum yang ada, Indonesia telah mengakui 

adanya prinsip non-diskriminasi terhadap warga negaranya, bahwa 

berdasarkan prinsip negara hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia 

menjadi suatu hal yang mutlak, dimana hak untuk tidak didiskriminasi dan 

hak untuk diperlakukan setara adalah prinsip utama hak asasi manusia; 

11) Bahwa Pasal 245 UU MD3 hanya diterapkan untuk anggota DPR, sehingga 

terdapat perlakukan yang berbeda untuk warga negara Indonesia (WNI) 

yang berhadapan dengan proses hukum dimana pihak penyidik harus 

memperoleh izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum 

melakukan penyidikan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR. Perlakuan 

berbeda tersebut tidak diterapkan untuk WNI Iainnya, pihak penyidik dapat 

secara langsung melakukan penyidikan. Hal inilah yang mengakibatkan 
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diskriminasi atas dasar status jabatan publik dan bertentangan dengan 

prinsip nondiskriminasi; 

[3.10]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II telah mengajukan 

alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, ahli 

yaitu Bivitri Susanti dan Roichatul Aswidah yang telah didengar keterangannya 

di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014 dan 29 Oktober 

2014, serta keterangan tertulis dari ahli Luhut MP Pangaribuan yang diterima 

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2014, yang masingmasing 

pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan 

dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 

Perkara; 

[3.11]  Menimbang terhadap permohonan Pemohon II, Pemerintah memberikan 

keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2014 yang pada 

pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan 

dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 

Perkara; 

[3.12]  Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon II, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan pada 

tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan pasal yang 

dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan 

selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; 

[3.13]  Menimbang terhadap permohonan Pemohon II, Pihak Terkait Partai Nasional 

Demokrat dan Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., 

Dr.H.Sa’duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi telah memberikan keterangan dalam 

persidangan pada tanggal 23 September 2014, yang keterangan selengkapnya 

termuat dalam bagian Duduk Perkara; 

[3.14]  Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 

permohonan a quo, Mahkamah akan terlebih dahulu menguraikan tentang proses 

penyidikan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 

73/PUUIX/ 2011, bertanggal 26 September 2012, sebagai berikut: 

[3.20] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUUIX/ 

2011 bertanggal 8 Februari 2012, Mahkamah berpendapat bahwa proses 

penyelidikan dilakukan dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu 

tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk 

menentukan siapa pelaku tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya KUHAP), bahwa “Penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 
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dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”; Dalam 

tahap penyelidikan pula, seseorang belum tentu mengetahui bahwa dirinya sedang 

dalam proses penyelidikan, dan proses penyelidikan tidak memiliki tenggang waktu, 

sehingga tidak diketahui kapan masa penyelidikan akan berakhir. Permohonan 

persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala 

daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat membuka kerahasiaan proses 

penyelidikan itu sendiri. Dalam tahapan penyelidikan belum ada kepastian 

seseorang akan disidik atau tidak disidik, belum dilakukan pencarian dan 

pengumpulan bukti, namun hanya pengumpulan informasi. Dengan demikian 

terhadap proses penyelidikan, seseorang tidak akan dikurangi dan dibatasi gerak 

dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan penangkapan. Kepala daerah dan/atau 

wakil kepala daerah yang diselidiki tetap dapat memimpin pemerintahan daerah; 

Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan 

memenuhi syarat tersebut, maka penahanan dan penangkapan tidak dapat 

dilakukan; Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada pembatasan gerak 

bagi tersangka yang sedang disidik, kecuali terhadapnya dilakukan tindakan 

penangkapan ataupun penahanan. Dalam proses penyidikan, kepala daerah 

dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat menjalankan tugasnya, dan tidak ada 

kekosongan jabatan yang perlu digantikan; 

Selain itu, terkait dengan persetujuan tertulis dan batasan waktu persetujuan 

tertulis dalam hal dilakukan penyidikan, Mahkamah perlu mengutip 

pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011, 

bertanggal 26 September 2012, sebagai berikut: 

“[3.23] Menimbang bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh Indonesia sebagai 

negara hukum adalah adanya persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin 

oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa ‘Setiap warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’; Dengan adanya syarat 

persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, 

akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung 

mengintervensi sistem penegakan keadilan. Mahkamah mempertimbangkan 

pendapat tertulis dari KPK yang menyatakan bahwa persyaratan persetujuan 

tertulis dari Presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan. Pasal 24 

ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa system peradilan di Indonesia harus bebas 

dari intervensi; 

Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi penyelidikan dan penyidikan 

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat proses hukum, 

yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan; 

Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala 

daerah yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun mungkin mengganggu 

kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun tidak 

menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankankan tugasnya. Kepala daerah 
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dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki dan disidik masih dapat 

melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa; 

Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan 

terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak 

memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara 

secara berbeda di hadapan hukum. Terhadap adagium yang menyatakan bahwa 

terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap 

sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang 

diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, 

namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum, 

terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan 

hukum; 

Oleh karena itu persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan 

bagi proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena 

esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan 

dari para kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan 

mengalami proses hukum yang membatasi ruang geraknya, sehingga yang 

bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan 

berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Berdasarkan hal itu 

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri segera dapat mengambil langkah-langkah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

[3.24]  Menimbang bahwa tindakan hukum yang akan mengganggu dan 

menghambat pelaksanaan tugas menjalankan pemerintahan daerah adalah jika 

kepala daerah ditahan, apapun bentuk penahanannya, akan membuat yang 

bersangkutan kehilangan kebebasannya, sehingga penahanan terhadap seorang 

kepala daerah akan membatasi gerak dan aktivitas yang bersangkutan bukan 

hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai seorang warga negara, 

sebagaimana dialami pula oleh warga negara lain yang ditahan;  

Penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan 

menghambat roda pemerintahan daerah karena kepala daerah merupakan 

pimpinan administratif tertinggi pemerintahan di daerah. Untuk itu masih 

diperlukan adanya persetujuan tertulis dari Presiden terhadap tindakan penahanan 

yang dikenakan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Menurut 

Mahkamah yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden hanya tindakan 

penahanan. Dengan demikian maka tindakan penyidikan dapat dilakukan oleh 

penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan tertulis dari Presiden. Namun 

demikian, Tindakan penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pemda tetap memerlukan 

persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam rangka proses hukum yang lebih efektif 

dan efisien yang menjamin kepastian hukum maka Mahkamah memandang perlu 

untuk memberi batas waktu persetujuan dari Presiden dalam waktu yang lebih 

singkat; 
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[3.25]  Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya 

menjaga wibawa dan kehormatan seorang pejabat negara, dalam hal ini kepala 

daerah dan/atau wakil kepala daerah. Proses penyelidikan dan penyidikan yang 

diikuti dengan tindakan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala 

daerah dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberi perlakukan khusus 

terhadap pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil kepala 

daerah. Hal ini karena kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai 

pejabat negara merupakan lambang dari kepemimpinan pemerintahan yang 

memiliki pimpinan tertinggi pemerintahan yaitu Presiden. Perlakuan khusus 

dilakukan hanya untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara yang 

bersangkutan, sehingga dibutuhkan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam 

melakukan Tindakan hukum bagi para pejabat negara;  

Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat 

dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara 

sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan 

pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum; 

[3.26] Menimbang bahwa terdapat Pasal-Pasal dan Undang-Undang yang terkait 

dengan persetujuan tertulis atas penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap 

anggota DPRD provinsi yang memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri 

atas nama Presiden dan anggota DPRD kabupaten/kota yang memerlukan 

persetujuan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur 

dalam Pasal 53 UU a quo dan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka menurut Mahkamah pembentuk Undang-

Undang perlu melakukan penyesuaianpenyesuaian; 

[3.27] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda yang 

mengecualikan syarat persetujuan tertulis dari Presiden atas tindak pidana 

kejahatan yang tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut 

Mahkamah, pengecualian demikian masih diperlukan terhadap penyidikan yang 

dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tertangkap tangan adalah 

kejahatan yang telah terang benderang dan didukung oleh bukti yang cukup, 

sehingga proses penyidikan dapat segera dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika 

harus menungggu persetujuan tertulis Presiden, dikhawatirkan tersangka akan 

menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatan yang dilakukannya;  

Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana 

kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis 

dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, 

karena kejahatan tersebut adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu 

persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau 

berpotensi membahayakan keamanan negara;  

Oleh karena Pasal 36 ayat (5) UU Pemda mengatur batas waktu dua kali 24 jam 

untuk melapor kepada Presiden setelah dilakukan tindakan penahanan atas tindak 
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pidana kejahatan tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam 

pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut 

Mahkamah kentuan batas waktu tersebut tetap diperlukan dan tetap harus melekat 

dengan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda”. 

[3.15]  Menimbang bahwa hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam 

permohonan a quo adalah, apakah Pasal 245 Undang-Undang a quo bertentangan 

dengan prinsip judicial independent, prinsip equality before the law, dan prinsip 

non-diskriminasi, yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 

ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

[3.16]  Menimbang bahwa anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum 

berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk 

Undang-Undang. Sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan pembentuk 

Undang-Undang dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-masing anggota DPR 

mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak 

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Pelaksanaan fungsi dan hak 

konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya 

perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR 

tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau 

dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusonalnya sepanjang 

dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 

[3.17]  Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya persyaratan persetujuan tertulis 

dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan 

keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip 

persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan 

terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas 

cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja anggota 

DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang 

bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Anggota DPR yang diselidiki 

dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Adanya 

adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya 

diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, 

menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari 

warga negara lain yang bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan 

fungsi dan haknya, pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dengan warga 

negara lainnya. Namun demikian, adanya pembedaan itu harus berdasarkan 

prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang secara eksplisit dimuat 

dalam Undang-Undang serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan 

yang berlebihan. Meskipun memang diperlukan adanya perlakuan yang berbeda 

untuk menjaga independensi dan imparsialitas lembaga negara dan pejabat 

negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                    295 
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada 

terhambatnya proses hukum. 

[3.18]  Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan 

tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang 

dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah 

Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat 

kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan 

langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah 

Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan 

konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan 

tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka 

persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam 

kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan 

Dewan. 

[3.19]  Menimbang bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan 

bersifat khusus bagi anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak 

konstitusionalnya adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari 

Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan 

karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi 

dan upaya menegakkan mekanisme checks and balances antara pemegang 

kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaaan eksekutif sehingga Mahkamah 

berpendapat bahwa izin tertulis a quo seharusnya berasal dari Presiden dan 

bukan berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Dengan adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal 

anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan 

tindak pidana diharapkan, di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan 

kewenangannya sebagai anggota DPR, di lain pihak, tetap menjamin adanya 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 

sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Namun demikian, tindakan penyidikan yang 

dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang a quo yang 

memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam 

waktu yang singkat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses 

hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian 

hukum. Pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat 

negara yang sedang menghadapi proses hukum, khususnya penyidikan terhadap 

pejabat negara, telah diatur di beberapa Undang-Undang, antara lain, UU MK, UU 

BPK, dan UU MA, sehingga hal demikian bukan merupakan sesuatu yang baru. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian 

konstitusionalitas Pasal 245 UU MD3 beralasan menurut hukum untuk sebagian 

dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah; 
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[3.20]  Menimbang bahwa terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam Undang-

Undang a quo memang hanya dikhususkan untuk anggota DPR sedangkan untuk 

anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur dalam 

bagian atau paragraf secara khusus. Hal ini berbeda dengan UU Nomor 27 Tahun 

2009 (UU MD3 2009) dimana ketentuan mengenai proses penyidikan diatur 

secara khusus bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk semua anggota 

MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, 

ketentuan mengenai penyidikan terhadap anggota MPR diatur dalam Bab II, 

Bagian Kesebelas, Penyidikan, Pasal 66. Penyidikan terhadap anggota DPR diatur 

dalam Bagian Keenam Belas, Penyidikan, Pasal 220. Penyidikan terhadap anggota 

DPD diatur dalam Bagian Keempat Belas, Penyidikan, Pasal 289. Penyidikan 

terhadap anggota DPRD provinsi diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, 

Pasal 340, dan penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam 

Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 391. 

Dengan demikian menurut Mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan 

khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga 

harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk 

anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan 

permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang 

disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari 

Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat 

persetujuan tertulis dari Gubernur. 

[3.21]  Menimbang bahwa adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden bagi anggota 

DPR dalam proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas 

juga berlaku terhadap Pasal 224 ayat (5) Undang-Undanga quo sehingga Pasal 224 

ayat (5) juga harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan 

di bawah; 

[3.22]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di 

atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon II beralasan menurut 

hukum untuk sebagian; 
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